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PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM

TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan
Rencana Strateqis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum tentang Rencana Strategis Kementerian
Hukum Tahun 2025 -2029;

1. Pasal 17 ayat -Un3)andn dasa@r

Republi k I ndonesia Tahun

2. Undas#mdang Nomor 25 Tahun

Perencanaan Pembangunan
Negara Republi k I ndonesi a
Tambahan Lembar an Negar a
Nomor 4421) ;

3. PeratuRemer i nt ah Nomor
tent ang Tat a Car a Peny
PembangumMamsi onal (Lemba
Republ ik | ndonesi aNomaB 4
Tambahahembar adhegar &Repub
l ndoneNMomod6649ebagai mean:«
di ubdaaehngan Per atur an Pe me
Tahun 2017 tent ang Si
Per encadam®anganggar an
Nasi ofaémbamMamar a Republ i k

Tahun 2017 N o nfoar mblal0lba n

Negara Republi k I ndonesi



Menetapkan
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4 . Peratur an Presi den Nomor 15
Kementerian Hukum (Lembar a
l ndonesia Tahun 2024 Nomor

5. Peratur an Presi den Nomor 1:

Rencana Pembangunan Jangka
Tahun 20259 (Lembar an Neg
|l ndonesia Tahun 2025 Nomor

6. Perat uPraensi den Nomor 80 Tah
Penyusunan Rencana Strategi
Kementerian/ Lembaga (Lembar
|l ndonesia Tahun 2025 Nomor

7. Peraturan Menter. Hukum No
tentang Organi sasi dan Tat
Hukum (Berita Negara Republ i
Nomor 832);

8. Peraturan Menter. Hukum No
tentang Organisasi dan Tat
Kementerian Hukum (Berita
|l ndonesia Tahun 2024 Nomor ¢

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 -2029.

Pasal 1
Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 -2029 yang
selanjutnya  disebut Rencana  Strategis Kementerian
merupakan dokumen perencanaan Kementerian Hukum untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai
dengan tahun 2029.

Pasal 2
(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
memuat:
a. visi, mi si, tujuan, dan sasaran
b. arah kebijakan, strategi, kerangl
kerangka kel embagaan; dan

c. target kinerja dan kerangka

(2) Ketentuan mengenai Rencana Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 3
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian
yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA -RENSTRAKL
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen
Rencana Strategis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.

pend:;



Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menter. Hukum dan Hak Asa
33 Tahun 2020 tentang Rencana Stra
Hukum dan Hak Asasi Ma rn2u0s2i4a (TBaehruint az
Negara Republi k I ndonesia Tahun 202

b. Peraturan Menter.i Hukum dan Hak Asa
7 Tahun 2024 tentang Perubahan at as

Hukum dan Ha k Asasi Manusia Nomor

tentang Rencana Strategis Kementer.

Asasi Manusia -Z@ab4n(BOROta Nadkar a
|l ndonesia Tahun 2024 Nomor 66),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober 2025



Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIR AN

PERATURAN MENTER | HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 202 5-
2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  HUKUM
TAHUN 202 5-2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1. Kondi si Umu m

Keamanan dan ketertiban suatu negara menjadi isu penting yang
wajib ditangani setiap negara. Gallup pada tahun 2024 telah mengeluarkan
laporan tentang tingkat keamanan di beberapa negara di dunia melalui The
Global Safety Report untuk melihat kondisi keamanan di setiap negara yang
menjadi obyek pengukuran.  The Global Safety Report adalah laporan yang
mengukur keamanan pribadi di seluruh dunia. Laporan ini berfokus pada
upaya mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk
pembangunan berkelanjutan, m enyediakan akses keadilan bagi semua
orang, dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan
inklusif di semua tingkatan, yang sejalan dengan Sustainable Development
Goals (SDGs) ke 16. Laporan ini memberikan wawasan tentang seberapa
aman perasaan orang di berbagai negara dan wilayah, serta menyoroti tren
dan tantangan yang terkait dengan keamanan pribadi. Ukuran keamanan
di setiap negara diukur melalui The Law and Order Index , yang merupakan
pengukuran yang menunjukkan tingkat keselamatan dan kea manan di
suatu negara atau wilayah. The Law and Order Index mempertimbangkan
faktor -faktor seperti tingkat kejahatan, efektivitas penegakan hukum, dan
rasa aman secara keseluruhan yang dialami oleh penduduk. Negara -
negara dengan skor Indeks Hukum dan Ketertiban yang lebih tinggi
umumnya dianggap lebih aman dan leb ih tertib, sedangkan negara -negara
dengan skor yang lebih rendah mungkin menghadapi tingkat kejahatan
dan ketidakamanan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Gallup , The Law
and Order Index Indonesia pada tahun 2023 mencapai nilai 89 . Jika
dibanding tahun sebelumnya, Indonesia mengalami penurunan dibanding
tahun 2022 dengan  The Law and Order Index sebesar 90.
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Gambar 1. The Law and Order Index Indonesia tahun 2022 dan tahun
2023
The Law and Order Index Indonesia ini mencerminkan tingkat

keselamatan dan keamanan yang relatif tinggi berdasarkan data yang
diberikan The Global Safety Report 2024, walaupun sedikit mengalami
penurunan dibanding tahun 2022. Namun The Law and Order Index
Indonesia masih berada di bawah Singapura (95) dan Vietnham (90),
walaupun Indonesia masih berada di atas Malaysia (87), Filipina (84),
Thailand (79), dan Myanmar (64). Indonesia mendapat peringkat 16 dari
140 negara yang menunjukkan tingkat keselamatan dan keamanan
Indonesia masih cukup baik.

Institute for Economics and Peace juga mengeluarkan laporan
penilaian terhadap tingkat kedamaian di beberapa negara melalui Global
Peace Index yang dinilai setiap tahun. Global Peace Index (GPIl) adalah
indeks yang mengukur tingkat Perdamaian Negatif suatu negara
menggunakan tiga domain kedamaian, yaitu Konflik Domestik dan
Internasional yang Berkelanjutan, Keamanan dan Keselamatan
Masyarakat, dan Militerisasi. Indeks ini didirikan oleh Ste ve Killelea dan
diproduksi oleh Institute for Economics and Peace. GPIl mengukur manfaat
ekonomi dari perdamaian dan memberikan gambaran singkat tentang
keadaan perdamaian global dengan memberi peringkat negara -negara
berdasarkan tingkat kedamaian mereka. Berdasarkan pengukuran yang
dilakukan oleh Institute for Economics and Peace, capaian GPI Indonesia
tahun 2024 sebesar 1.857 dengan peringkat 48 dari 163 negara. Capaian
GPI Indonesia ini mengalami penurunan peringkat sebesar 4 peringkat
dibanding pengukuran tahun sebelumnya. Namun, Indonesia masih
termasuk negaradengan ka t egor i GPI Otinggi 6. .masthk or
berada di bawah Singapura (1.339, kategori GPI sangat tinggi), Malaysia
(1.427, kategori GPI sangat tinggi) dan Vietnam (1.802, kategori GPI tinggi).
Namun skor GPI Indonesia  masih beradadi atas Laos (1.861, kategori GPI
tinggi), Timor Leste (1.882, kategori GPI tinggi), Thailand (2.048, kategori
GPI medium), Filipina (2.210, kategori GPI medium), dan Myanmar (2.943,
kategori GPIl very low /sangat rendah). Untuk Domain Konflik Domestik
dan Internasional yang seda ng berlangsung (skala 1 & 4.345 dari yang
paling damai hingga paling tidak damai), Indonesia memperoleh Skor
2.043 dan masih berada di bawah Malaysia (skor: 1), Singapura (skor: 1),
Laos (skor: 1.504), Timor Leste (skor: 1.504) dan Vietnam (skor: 1.618).
Untuk Domain Keamanan dan Keselamatan Masyarakat (skala 1.213 0

GPI



3.903 dari yang paling damai hingga paling tidak damai), Indonesia
memperoleh skor 2.016 dan masih berada di bawah Singapura (skor:
1.213) dan Malaysia (skor: 1.818). Untuk Domain Militerisasi (Skala 1.022
0 3.773 dari yang paling damai hingga paling tidak damai), Indonesia
memperoleh skor 1.452 dan masih berada di bawah Malaysia (Skor:
1.229) dan Thailand (Skor: 1.441). Sedangkan dampak ekonomi dari

kekerasan yang terjadi, Indonesia menempati ranking 162 dari 163 negara

atau paling besar dampak ekonominya diantara 161 negara lainnya.

Ukuran keberhasilan pengelolaan Kekayaan Intelektual secara global
diukur dalam beberapa ukuran yang dikeluarkan oleh lembaga Ki
internasional maupun lembaga Kl di beberapa negara. World Intellectual
Property Organization (WIPO) mengeluarkan laporan tentang Global
Innovation Index (GII) tahun 2024 yang dapat digambarkan sebagai berikut:
(WIPO, 2024)

Sumber: WIPO, 2024
2024 4o 2023
#54 #61

(30,6) M (30,3)

Gambar 2. Posisi Indonesia dalam Gll 2024 (Sumber: WIPO, 2024)
Berdasarkan penilaian WIPO, Indonesia berada pada peringkat #54
dari 133 negara dengan skor Gll sebesar 30,6. Peringkat Gll Indonesia
mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dimana Indonesia hanya
berada pada peringkat #61 dengan skor Gll 30,3. Pencapa ian peringkat GlI
Indonesia masih berada di bawah Filipina (#53) dengan skor GII 31,1,
Vietnam (#44) dengan skor 36,2, Thailand (#41) dengan skor 36,9, Malaysia
(#33) dengan skor 40,5, serta Singapura (#4) dengan skor 61,2. WIPO
menyatakan bahwa Indonesia , Mauritius, Arab Saudi, Qatar dan Brasil
merupakan negara dengan pertumbuhan tertinggi dalam Gli selama 5
(lima) tahun terakhir. Indonesia juga masuk kelompok negara
berpendapatan menengah ke atas (upper middle -income group ),
meningkat dibanding tahun lalu dimana Indonesia dikelompokkan ke
dalam negara berpendapatan menengah ke bawabh ( lower middle  -income ).
Filipina dan Indonesia  semakin mendekati peringkat 50 ke atas , dengan
Indonesia merupakan negara dengan peningkatan Gll terkuat yang
pernah tercatat selama 3 (tiga) tahun terakhir . Selain itu, Indonesia,
Pakistan dan Uzbekistan juga dinyatakan sebagai negara yang dapat



mempertahankan status sebagai negara dengan kinerja terbaik selama
3 tahun berturut  -turut .

Berdasarkan 7 (tujuh) Pilar Inovasi GlI, maka peringkat Indonesia

dibanding dengan Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura
ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Peringkat Gll 2024 berdasarkan Pilar Inovasi di 6 Negara

Institutions
20

Creative Outputs Human Capital and Research

Knowledge and Technology Outputs Infrastructure

Business Sophistication Market Sop histication

w—Singapura weMalaysia e==Thalland e==\iemnam e==Filipina e=——=Iindonesia

Gambar 3. Peringkat Indonesia berdasarkan Pilar GlI
(Sumber: WIPO, 2024)

Berdasarkan gambar 2, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Peringkat Indonesia pada  Pilar Institution (#40) berada di atas

2)

Vietnam (#58), Filipina (#65) serta Thailand (#74). Namun Indonesia
masih berada di bawah Malaysia (#27) dan Singapura (#1).

a) WIPO mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki indikasi
kekuatan pada sub pilar Institutional environment terkait

efektivitas pemerintahan.

b) WIPO mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki indikasi

kekuatan secara global maupun kekuatan pada kelompok
negara berpendapatan menengah ke atas pada sub pilar
business environment | baik terkait stabilitas kebijakan untuk
melakukan bisnis maupun kebijakan kewirausahaan dan
budaya (berdasarkan jawaban pada pertanyaan survei).
Walaupun WIPO menyatakan bahwa data yang didapat untuk

kebijakan kewirausahaan dan budaya sudah outdated atau

ketinggalan zaman.

Peringkat Indonesia pada  Pilar Market Sophistication (#35) lebih

unggul dibanding Vietnam (#43) dan Filipina (#77).

a) WIPO mencatat indikasi kelemahan pada pilar market
sophistication untuk sub pilar kredit terkait pinjaman dari

institusi/lembaga keuangan mikro kepada usaha mikro dan
usaha kecil dalam mendukung pertumbuhan usahanya.

b) WIPO juga mencatat beberapa indikasi kekuatan pada pilar

market sophistication ini untuk:
A Sub pilar kredit  terkait ketersediaan dan aksesibilitas sumber
daya keuangan yang khusus ditujukan untuk

menumbuhkembangkan startup maupun startup yang naik

kelas, khususnya pada sektor yang mendorong inovasi.




3)

A Sub pilar trade, diversification and market scale terkait
diversifikasi industri dalam negeri maupun ukuran/volume
pasar dalam negeri, biasanya diukur melalui PDB atau daya
beli per kapita.

Indonesia mendapatkan  peringkat terendah dibanding Singapura,

Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina untuk Pilar Inovasi

Human Capital and Research, Creative Outputs, Knowledge

and Technology Outputs serta Business Sophistication.

Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada Pilar Inovasi

Human Capital and Research adalah:

a) WIPO mencatat beberapa kelemahan pada pilar Human Capital
and Research untuk sub pilar edukasi
A Pengeluaran rumah tangga untuk edukasi dibanding dengan

PDB

A Sumber daya finansial publik yang dialokasikan pemerintah
untuk  pendidikan untuk setiap pelajar/mahasiswa,
dibandingkan dengan PDB per kapita.

A Skala capaian Programme for Interna tional Student Assessment
(PISA), penilaian yang dilakukan OECD dalam mengevaluasi
kemampuan membaca, matematika dan ilmu pengetahuan
pada pelajar berusia 15 tahun.

b) WIPO juga mencatat kelemahan pada sub pilar pendidikan
tinggi ( tertiary education ) terkait tertiary inbound mobility
yaitu kemampuan suatu negara dalam menarik minat pelajar
dari berbagai negara di dunia untuk mendaftar pada perguruan
tinggi di Indonesia.

c) WIPO juga mencatat adanya indikasi kekuatan pada kelompok

negara menengah ke atas untuk sub pilar R&D , dimana
Indonesia memiliki kekuatan korporasi multinasional dan
perusahaan yang melakukan investasi di bidang penelitian dan
pengembangan pada skala global.

Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada Pilar Creative

Outputs adalah:

a) WIPO mencatat indikasi kelemahan pada pilar creative output
untuk sub pilar  creative goods and services terkait dengan:
A Ekspor jasa pada sektor budaya dan ekonomi kreatif

(layanan audiovisual, layanan desain, performaing arts

layanan kreasi konten/  publishing services , layanan advertising
dan pemasaran, layanan situs warisan dan museum dan
layanan kreatif lainnya)

A Nilai ekonomi dari industri ekonomi kreatif yang
melakukan produksi dan distribusi terhadap konten dengan
tujuan hiburan dan media

b) WIPO juga mencatat indikasi kekuatan pada pilar creative output
untuk:

A Sub pilar intangible assets terkait kepentingan relatif dan
investasi atas aset tak berwujud terhadap keseluruhan
aktivitas ekonomi perusahaan atau negara.

A Sub pilar creative goods and services terkait ekspor produk
kreatif.
Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada Knowledge and

Technology Outputs adalah:
a) WIPO mencatat indikasi kelemahan pada pilar Knowledge and
technology outputs untuk sub pilar  knowledge creation




b)
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terkait banyaknya  artikel penelitian yang di publish  dan
berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

WIPO juga mencatat indikasi kekuatan yang dimiliki pada  pilar
Knowledge and technology outputs untuk  sub pilar
knowledge impact terkait belanja/pengeluaran dalam akuisisi,
pengembangan, maintenance perangkat lunak.

Sedangkan Indikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia pada

Business Sophistication adalah:
a) WIPO mencatat terdapat beberapa indikasi kelemahan pada
pilar Business Sophistication untuk :

b)

A Sub pilar knowledge workers terkait SDM  dengan keahlian
tinggi yang dipekerjakan dalam mendorong inovasi
(kelemahan dalam kelompok negara berpendapatan
menengah ke atas)

A Sub pilar knowledge workers terkait investasi yang
dilakukan perusahaan dalam pengembangan SDM mereka
yang krusial dalam mendorong inovasi dan meningkatkan

_ produktivitas
A Sub pilar knowledge workers terkait Gross Expenditure
on Research and Development (GERD) atau pengeluaran

kotor yang dilakukan perusahaan dalam melakukan aktivitas
R&D dengan operasional perusahaan

A Sub pilar knowledge workers terkait proporsi wanita
dengan kualifikasi pendidikan lanjut seperti master, doktor
atau setara dengan S3

A Sub pilar innovation linkages terkait jumlah artikel
ilmiah atau hasil penelitian yang ditulis bersama dengan
peneliti dari instansi pemerintah (BRIN), perguruan tinggi
maupun swasta

WIPO juga mencatat beberapa indikasi kekuatan pada pilar

Business Sophistication untuk :

A Sub pilar innovation linkages terkait kolaborasi R&D
antara perguruan tinggi dengan industri

A Sub pilar innovation linkages terkait pengembangan dan
kualitas jejaring yang dibangun atau klaster yang
menghubungkan perusahaan, supplier , penyedia layanan,
dan asosiasi institusi (misal universitas atau pusat penelitian)
dalam suatu industri

A Sub pilar knowledge absorption terkait ketergantungan
terhadap impor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam memenuhi kebutuhan TIK dalam negeri.

4) Untuk Pilar Inovasi Infrastru ktur , Indonesia hanya lebih baik
dibanding dengan Filipina.

a)

b)

WIPO mencatat Indonesia memiliki indikasi _kelemahan pada
kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada sub
pilar General Infrastructure , terkait dengan  produksi listrik
yang dibutuhkan dalam mendukung inovasi dan
pertumbuhan ekonomi

Namun WIPO juga mencatat bahwa Indonesia memiliki indikasi
kekuatan _ pada kelompok negara berpendapatan menengah ke
atas pada sub pilar General Infrastructure, terkait
pembangunan infrastruktur fisik yang penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas inovasi
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Dalam menghadapi perencanaan pembangunan bidang Hukum tahun
2025 -2029, Kementerian Hukum  memiliki beberapa tantangan yang perlu

diantisipasi. Selain itu, capaian kinerja Kementerian Hukum yang diambil
dari capaian kinerja Kemenkumham juga dapat menjadi modal dasar
dalam melanjutkan pembangunan. Capaian kinerja maupun tantangan

tersebut dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini.

l1.1Latar Bel akang

Kementerian Hukum (Kemenkum) vyang sebelumnya adalah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah
melaksanakan seluruh arah kebijakan pembangunan nasional bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra)
Kemenkumham tahun 2020 -2024 vyang selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 -2024.
Dalam perjalanannya, Kemenkumham bertransformasi menjadi 3 (tiga)
Kementerian, yaitu Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak
Asasi Manusia (Kemen HAM ) serta Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan (Kemen IMPAS).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024
tentang Kementerian Hukum, Kementerian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum menyelenggarakan

fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pel aksanaan
peratur an p-endadganqg, admi ni strasi hukum
kekayaan intelektual;

b.pel aksanaan bi mbingan teknis dan supervis
Kementerian di daer ah;

c.koordinasi pel aksanaan tugas, pembi naan,
admini strasi kepada sel uruh unsur or ge
Kementerian;

d.pengel ol aan barang milik/ kekayaan negar a
j awab Kementerian;

e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di i ng

f.pel aksanaan pembinaan hukum nasional;

g.perumusan, penyusunan, dan pemberi an r
kebijakan di bi dang hukum;

h.pel aksanaan pengembangan sumber daya manu

I .pel aksanaan kegiatan teknis yang berskal a

j .pel aksanaan tugas pokok sampai ke daer ah;

k.pel aksanaan dukungan yang bersifat substa
organi sasi di l i ngkungan Kementerian; dan

| .pel aksanaan fungsi |l ain yang diberi kan ol
Organisasi Kementerian Hukum berdasarkan Perpres Nomor 155

Tahun 2024 terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal ;

b.Direktorat Jender al Pémdamgam; Perundang

c.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um

d.Direktorat Jender al Kekayaan I ntelektual;

e.lnspektorat Jender al ;

f.Badan Pembinaan Hukum Nasional ;

g.Badan Strategi Kebijakan Hukum;
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h.Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum,;
i .Staf Ahl i Bidang Politik dan Keamanan;
j .Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial; dan
k.Staf Ahl. Bi dang Hubungan Antar Lembaga ¢

Bi rokrasi

Transformasi Kemenkumham berdasarkan Perpres Nomor 155 Tahun
2024 tersebut berdampak kepada bidang pelaksanaan tugas, dimana jika
dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 3 (tiga) bidang
fungsi yang menjadi Kementerian tersendiri, yaitu Bidang Hukum menjadi
Kementerian Hukum, Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bidang Hak Asasi
Manusia yang menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Transformasi ini
merupakan bagian dari kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam
mewujudkan Visi serta cita  -cita pembangunan jangka menengah nasional
tahun 2025 -2029, yaitu 0 Ber sama I ndonesia Maju
Emas 2045606.

Pemerintah Republik Indonesia memasuki era pembangunan baru
dengan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran
Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih
tahun 2025 -2029. Bapak Presiden telah menetapkan Visi, Misi, Progr am
Prioritas  hingga Quick Wins yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 -2029
menuju Indonesia Emas tahun 2045. Arah Kebijakan dan strategi tahun
2025 -2029 telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2025 -2029 dan menjadi
acuan seluruh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian (K/L) dalam merumuskan Rencana Strategis K/L tahun
2025 -2029. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah
menetapkan P eraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN)
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga 2025 -2029 yang menjadi acuan seluruh K/L dalam
menyusun Renstratah un 2025 -2029.

Transformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian
Hukum tentunya berdampak terhadap arah strategis ( strategic direction )5
(lima) tahun ke depan, termasuk dalam penetapan kinerja hingga struktur
pendanaan yang dibutuhkan. Untuk itu, maka Kementerian Hukum perlu
melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum
tahun 2025 -2029 yang selaras dengan Peraturan P residen Nomor 12 tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

tahun 2025 -2029 dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2025 -2029.
Penyusunan Renstra Kementerian Hukum harus sesuai dengan koridor
yang ditentukan dalam Peraturan Menter i PPN Nomor 10 Tahun 2023

sebagai metodologi formulasi strategi. Selain itu, penyusunan Renstra
Kementerian Hukum juga harus mengikuti ketentuan penjenjangan
kinerja yang telah diatur pada Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021
sebagai metodologi dalam menerjema hkan strategi hingga aspek
operasional.

Tugas dan fungsi Kementerian Hukum jika dikaitkan dengan
dukungan RPJMN 2025 -2029 dijelaskan sebagai berikut:

Menuj t
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1)Prioritas NMsmpeakolhoh | deol ogi Pa
Hak Asasi Manusia (HAM)

ncasil a

Peran Kementerian Hukum (tidak secara | a
dengan Peraturauodn®angadactBUU) berkualitas
Hukum Nasional , Pengesahan Badan Hukum Par
2)Prioritas NaMe maratl a pX:an sistem pertahanar
negar a dan mendor ong kemandirian bangsa
pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekon
ekonomi biPrru odanas Nakeilamglut&an pengemba
infrastruktur dan meni ngkat kan | apangan
mendor ong kewirausahaan, mengembangkan [
mengembangkan agromaritim industr.i di sent
aktif koperasi

Per an Kementerian Hukum (secara tidak | a
Peraturan PUU bPeer| ki unadl ui nt gaasn; & pemanfaat an
Kemudahan berusaha daB-Remadegndukung
3)Prioritas Na Mieanp & Ir k Wha t pembangunan Sumb
Manusi a (SDM) , sains, teknol ogi , pendi di
ol ahraga, kesetaraan gender , serta peng
pemuda (generasi mil eni al dan generasi Z),
Per an Kementerian Hukum (secara tidak | a
Pengembangan mo d alh u nmaann ucsh @mimgd lal u i Kemenk
Corporate (UBPBE®Ms HUK um) .

4)Prioritas NaBlelommaj utS:an hilirisasi dan n
i ndustr.i berbasis sumber daya alam untuk
di dalam neger.

Per an Kementerian Hukum (secara tidak | a
Peraturan Pendadgag ber k Pelmatnd saadam KI
5)Prioritas Naveimbmanlgu®: dar i desa dan dari
pertumbuhan ekonomi , pemer ataan ekonomi

kemi skinan

Peran Kementerian Hukum (tidak secara | a
dengan Peraturamnd®amngadabmgr kual i tas.
6)Prioritas NabMe mpat k u7a:t refor masi pol i tik
birokrasi, serta memper kuat pencegahan da
narkoba, judi, dan penyelundupan

Peran Kementerian Hukum secara | angsung be
hukum, Pembangunan Hukum (materi hukum,
i nf or masi dan komuni kasi hukum, Penegakan
AHU untuk Gakkum serta pencegahan dan pe
PPNS,i mpeedngan KI ).

7)Pr|or|tas NaMe mpat k u8a:t penyel arasan kehi
har moni s dengan l i ngkungan, alam dan bud
tol eransi antar umat beragama untuk menca
dan makmur

Peran Kementerian Hukum (tidak secara | a
dengan Peraturawun®eangadarmer kual it as dan
hukum.

Dalam penyusunan rencana strategis Kementerian Hukum 2025
2029 telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak antara lain
KemenpanRB, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerhati dari Badan
Riset Inovasi Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yan
terpenting adalah aspirasi masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para
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pakar/dosen dari Universitas Mataram yang memberikan masukan antara
lain :

1) Dalam menyusun rencana strategis, kement ¢
tugas pokok dan fungsinya. Kemenkum agar
yang tersistem terkait kegiat an penyul u
Kemenkum menyel enggar LGloars KReogi @Gatagpw s

audi ensi ke masyarakat ;

2) Di harapkan Kemenkuml imeindbwmt sebagai | ay a
konsul t asi masyarakat terkait hukum;

3) Persoal an Pembentukan Pd&matamwgam KFamgn dars
di hadapi saat ini diantaranya : Penggant.
Di shar moni Peratur ndPreg@megReagul asi dan
Resi stensi Publi k terhadap RUU dan Rape
adanya beberapa persoal an tersebut ma k
Ref or masi Regul asi ;

4) pel ayanan pendirian badan hukum bagi m ¢
perbat abhank Bapgan) Usaha Mili k Desa ( Bumc
perjanjian MLA bidang perdata perlu dit:
perjanjian internasional bidang hukum pel

5) peningkatan kerjasama Di tjen Kl denga
pemerintah daerah (indikasi geografis),

Selain itu, DJKI juga telah melakukan penjaringan aspirasi
masyarakat di 4 (empat) provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Penjaringan aspirasi masyarakat yang
dilakukan sekaligus melihat secara umum tingkat matu ritas pemanfaatan
Kl di wilayah tersebut. Metode penjaringan dilakukan dengan Metode
penjaringan aspirasi lainnya yang akuntabel, dimana dilakukan Focus
Group Discussion (FGD) kepada peserta yang terdiri dari perwakilan
instansi pemerintah maupun perwakila n masyarakat dalam sesi yang
terpisah. Hasil FGD tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1T Ketersediaan Layanan KI
Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan
aspirasi terkait ketersediaan layanan Ki, yaitu:

p Masyarakat ber har ap DJKI dapat me mber i |
ber bagai ki os |l ayanan publi k serta menj
Kabupaten/ Kaeganan Kl yang tersedi a s e
terpusat pada | bu Kota Provinsi yang d
Wil ayah (Kanwil) Kementerian Hukum. Sed
Kabupaten/ Kot a yang |l okasinya j auh dar
sehingga masyar ak &t mewljiatn g kuanut u | ayanan
Masyarakat ber har ap | ayanan tersebut

kesenjangan komuni kasi amptuasrad , d &kdmuash sdg
keti ka terjadi per masal ahan bai k dal
permohonan, pelindungan maupun pemanfaat
p Har ga Layanan Kl dapat di bedakan ber da
( UMK M, | KM, -Ddainn)Maistyar akat berharap aga
Kl yang diberi kan memil i ki gradasi har c
j eni s usaha masyarakat yang mengaj uka
Masyarakat menyatakan bahwa penyamaan ha
usaha kecil dengan us arh ameynainlgi ksiu ddaahm pbaeks ¢
berbeda secara bisnis, di mana wuntuk usa
yang diberikan terasa berat mengi ngat o]
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keci | . Sementara jumlah yang sama akan
di bebankan kepada jenis usaha yang sudzée
yang | ebih besar dar.i usaha mikr o. Apal
diajukan ditolak dan wuang tidak dapat d
memuat masyar akat berpi kir ul ang un
permohonan KI agar mendapat pelindungan

T Kecepatan dan Kejelasan Layanan KI

Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan
aspirasi terkait kecepatan dan kejelasan Layanan Kl, yaitu masyarakat
berharap adanya peningkatan kecepatan layanan Kl dan informasi
perkembangan selama proses pencatatan/pendaftaran Kl yang
mudah diakses. Proses pengajuan permohonan Kl membutuhkan
waktu yang tidak sebentar, bahkan beberapa jenis layanan KiI
membutuhkan waktu berbulan -bulan  hingga bertahun -tahun.
Masyarakat berharap agar proses layanan ini dapat lebih cepat,
tentunya tanpa melangga r regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Terkadang untuk beberapa produk, pengajuan permohonan Kl tidak
sejalan dengan siklus hidup produk, dimana HKI didapatkan ketika
produk tersebut sudah  obsolete atau sudah kurang diminati lagi oleh
pasar. Tentunya, percepatan pada proses pelayanan Kl yang bisa
dilakukan akan sangat membantu masyarakat dalam memanfaatkan
KI.

Selain itu, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi terkait
progress pengajuan permohonan KI vyang diberikan, sehingga
masyarakat menunggu di dalam ketidakpastian. Masyarakat berharap
adanya informasi yang mudah diakses terkait progress pengajuan
permohonan KI sehingga dapat memantau secara real time
perkembangan proses pengajuan Kl yang dilakukan.

Di semi nasi |, Sosi ali sasi dan Edukasi

Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan
aspirasi terkait diseminasi, sosialisasi dan edukasi KiI, yaitu:

p Komuni kasi, I nformasi dan Edukasi ( KI E)
i ntens, sehingga masyarakat dapat cep.
Kekayaan Il ntel ektual, ter masuk pel i nc
pemanfaatannya. KI'E yang di |l akukan sec
meni ngkat kan k esyaaraalkaant maer hadap pelind
pemanfaatan KI, sehingga mengurangi pot e
pel anggaran KI di masa yang akan datang.
dapat dil akukan sesering mungkin dan r

masyarakat yang membutuhkan KI .
p Met ode KI'E perlu di buat menari k dan mu

kal angan. Ha l i ni karena tingkat pendi d
masyarakat terhadap KI tidak sama. Jenj a
pendidi kan yabgddemeadad,i tantangan da
pel aksanakan UWntuk itu, di perl ukan met od:¢
mul ai dar i mat er i KI'E yang mudah dipahart
hingga metode penyampaian materi yang | €
pemahaman masyarakat. Penggunaani cceont oh

breakmingal nyral,u pdei sesuai kan dengan tar ge
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demogr afi peserta KIE, sehingga mater.
di beri kan secara efektif dan efisien.
pPerl uasan me@n lai chieh@&f f() .. neEra digitali sa:
semakin terinternalisasi di kal angan mas
dan Generasi Mi |l I eni al (serta boeabbeyr apa
boomgrscenderung menyukali akses I nf or me
Penggunaan berbagai platform media sosi
KI'E juga dapat mel ancarkan pelaksanaan K
beberapa masyarakat I ndonesia yang bel ur
l ebi h menynektaode KIoE fddieneegan bertatap m
secara | angsung. Ol eh karena i1itu masyar
dapat dil akukan ododmnliikmeseecmaf 8] | nkeengan
menggunakan berbagai medi a yang ada.

p Adanya pendampingamacbBnhnt e€llaA amc pendaft a
dan pemanfaatan KI. Masyarakat juga ber
namun juga tersedia | ayanan pendampinga
pengajuan permohonan pendaftaran/ pencat
saat terjadi sengket a, maupuempemahkbaat .
nil ai ek onomi bagi pemil ik -~ HKI. Pendamg
mel al ui Bi mbi ngan Tekni eodadhintgykagn gmaiug L
dapat menjangkau seluruh | apisan masyara
| ayanan KI .

Il ntegrasi Perizinan Usaha dengan Hak Keka

Perwakilan Masyarakat maupun instansi pemerintah memberikan
aspirasi terkait integrasi perizinan usaha dengan Hak Kekayaan
Intelektual. Masyarakat berharap saat mengajukan izin usaha, maka
saat itu juga dapat mengajukan perizinan lainnya seperti sertifikat
halal, izin peredaran hingga pengajuan permohonan Kl. Sehingga
pengurusan dapat dilakukan satu pintu secara bersamaan. Selain itu,
masyarakat juga berharap tidak adanya pertentangan antara izin
usaha dan izin lainnya dengan HKI sehingga tidak menjadi pote nsi
masalah di kemudian hari. Masalah yang dihadapi masyarakat adalah
terpisahnya proses permohonan perizinan berusaha maupun
pengajuan permohonan Kl, sehingga terdapat kemungkinan Kl yang
dicantumkan dalam sertifikat izin usaha ditolak pengajuannya setela h
izin usaha tersebut dikeluarkan.

Hal ini tentunya membutuhkan penyesuaian regulasi, mulai dari
Undang -Undang hingga turunannya sehingga kedua proses perizinan
berusaha maupun pengajuan permohonan Kl dapat dilaksanakan
secara harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu juga
dibutuhkan koordinasi antar kementerian dalam merealisasikan
integrasi perizinan usaha dengan Hak Kekayaan Intelektual ini.

Penggalian Potensi I ndi kasi Geografis

Indonesia kaya akan sumber daya alam maupun budaya yang
sangat beragam. Kekayaan tersebut perlu dijaga dari berbagai upaya
eksploitasi maupun penggunaan tanpa hak yang berdampak terhadap
kerugian ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam
melestarikan sumber daya alam maupun budaya tersebut, termasuk di
dalamnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, adalah
dengan mendaftarkan Indikasi Geografis (IG) sebagai kekayaan
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intelektual yang hak kepemilikannya dilindungi oleh hukum.

Pengajuan pendaftaran Kl IG tentunya membutuhkan penggalian
potensi IG terlebih dahulu agar dapat menentukan apakah potensi

tersebut dapat didaftarkan sebagai IG sesuai ketentuan peraturan
perundan g-undangan yang berlaku. Masyarakat berharap agar DJKI
bersama masyarakat dapat melakukan penggalian potensi IG yang
dimiliki Indonesia sehingga dapat dilindungi dan dilestarikan.

1T Kepastian Hukum Pelindungan KI

Kepastian hukum pelindungan Kl sangat dibutuhkan oleh
masyarakat dalam menimbulkan rasa aman dan motivasi untuk terus
menghasilkan inovasi dan kreativitas yang dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat. Perwakilan Masyarakat maupun instansi
pemerint ah memberikan aspirasi terkait kepastian hukum KiI, yaitu:

T Kejelasan proses penyelesaian sengketa Yy
keadi Baberapa kasus sengketa KI terjadi
masyar akat mer asa penyel esai an sengke
transparan sehingga meni mbul kan rasa
masyarakat. Ha l I ni tentunya dapat
keti dakpercayaan masyakakmatyaner badapkibh
menur unkan moti vasi masyarakat
mendaftarkan/ mencatatkan maupun memanf ace
ma k a masyarakat menghendaki adanya |
penyel esaigkreta Kl yang transparan dan
perl u memperkuat koordinasi dengan Apar a
dal am menyel esai kan sengketa KI.

T Perlunya revi si PUU di bi dang Kl gL
pelindungan KI, yaitu perubahan regul as
menjadi deli k biasa, relevansi regul asi
zaman, dan | ainPséhaggangpa. HKI saat 1 ni
pada pengaduan yang diberikan penggugat
regul asi mengatur bahwa pelanggaran KI
Untuk itu masyarakat befUnadrasng dagearkalUnhd
dapat di sesuai kan deebak w@&mdogobanenpadi
bi asa, di mana ketdiukgaa atne rpdealpaan ggar an Kl n
hukum dapat berjal an, dengan maupun tan
Selain itu, pesatnya perkembangan | ingku
teknol ogi dan digitalisasi, me mbut uhka
terhadap regulasi .yang ada saat 1 ni

T Penggunaan teknologi terkini

Pesatnya perkembangan teknologi memunculkan peluang dalam
meningkatkan kualitas layanan Kl. Masyarakat berharap agar DJKI
dapat memanfaatkan teknologi terkini, seperti Artificial Intelligence (Al),
dalam meningkatkan kecepatan layanan maupun ketertelusuran Ki
sehingga dapat mencegah potensi konflik yang dapat terjadi di
kemudian hari.

.1CapaikKanmerja dan KendaKaemélaméai amn tHHhkinm
202-00214
Pada tahun 2021 sampai dengan 202 3, Kemenkumham mempunyai
8 Sasaran Strategis (SS) dengan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Kedelapan SS tersebut adalah:
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l1. Terpenuhinya peratwmamangeaenurly@daamg sesuali
asas pembentukan per aurudamg gre,r uchedragnagn |
| KU

2. Mengoptimal kan per an dal am penghor mat ar
pemenuhan HAM, dengan 2 (dua) | KU

3.Memasti kan pelayanan publ ik di bi dang hu
penyel enggaraan pelayanan publi k, dengan

4. Memasti kan penegakan hukum yang mampu I
i novasi dan kreativitas dalam pertumbu
dengan 5 (lima ) |1 KU

5.1 kut berperan serta dal am menjaga st a
kedaul atan NKRI, dengan 2 (dua) | KU

6. Meni ngkatkan kesadaran hukum masyarakat,

7.Meningkatkan kompetensi strategis Sumber
Hukum dan HAM, dengan 2 (dua) | KU

8. Membangun budaya kerja yang berorientasi
berintegritas, efektif dan efisien, deng

Berdasarkan SS dan IKSS Kemenkumham tersebut, maka kinerja
keseluruhan  Kemenkumham  tahun 2020 -2024 dapat digambarkan
sebagai berikut.

2020

2021 2022 2023 2025

124, 38%

8 SS, 24 IKU

Gambar 4. Capaian Kinerja Kemenkumham tahun 2020 -2024
Secara umum kinerja ~ Kemenkumham 2020 -2023 telah mencapai lebih
dari 100%, walaupun kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan
tahun 2021, 2022, dan 2023 karena memiliki perbedaan SS dan IKSS.
Detail capaian kinerja untuk setiap SS dan IKSS dapat dilihat pada tabel
di bawah ini
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Tabel 1. Detail Capaian Kinerja KemenkumHAM tahun 2020

No. Sasararz SSSt;ategls Indikator Kmerja(ﬁ(assg;an Strategis Satuan Target Realisasi Capaian
Jumlah Peraturan
Perundang -undangan yang
Terbentuknya terbentuk sesuai dengan
B::ﬁ;ﬁ:ﬁg ) 11 rencana pembentukan RUU 3 5 166,66%
undangan yang Peraturan Perundang -
1 . undangan
berkeadilan, Persentase pasal Peraturan
Ez:kmearg;?;gan Perundang E)undangan
h P 1.2 prakarsa Pemerintah yang % 5 5 100%
ukum L . .
di judicial review di
Mahkamah Konstitusi
Angka rata -rata Indeks
Kepuasan Masyarakat
2.1 | terhadap pelayanan publik Indeks 3,51 3,65 103,98%
di lingkungan Kementerian
Meningkatnya Hukum dan Hak Asasi
kualitas layanan Manusia
hukum yang
2 mudah, cepat, dan 2.2 Jumlah Desa Sadar Desa 175 115
. Hukum yang terbentuk
menjangkau
seluruh lapisan Jumlah tindak lanjut kerja
masyarakat sama bantuan timbal balik
23 dalam masalah plFiana baik % 82 81,66
Indonesia sebagai negara
penerima maupun negara
pemohon
Terselenggaranya
penegakan hukum
di bidang Persentase rata -rata
Keimigrasian, tingkat penyelesaian
3 Pemasyarakatan, 31 pgrmasalahan hukum % 85 107,01 126,95%
dan Kekayaan bidang pemasyarakatan,
Intelektual yang keimigrasian, dan
menjamin kepastian kekayaan intelektual
hukum bagi
masyarakat
Jumlah institusi pusat dan
_ _ a1 daerah yang'melaksana.\kan Insti'tus 150 496 330,67%
Terimplementasika program aksi Hak Asasi i
nnya kebijakan Manusia
nasional yang
mendorong 42 J“r;'?thibxpat‘?%kOta . Kab/Ko 250 259 103,60%
4 terwujudnya peduli Hak Asasi Manusia ta
penghormatan, Persentase rekomendasi
perlindungan dan penanganan dugaan
pemenuhan Hak pelanggaran Hak Asasi
Asasi Manusia 43 | Manusia yang % 90 33,8
ditindaklanjuti instansi
terkait
Meningkatnya
kualitas 5.1 Indeks reformasi birokrasi Indeks 95 80,01
penyelenggaraan
5 Reformasi Birokrasi
Kementerian 5.2 Indeks integritas Indeks 66 83,93 127,17

Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (Empat )

IKSS yang tidak mencapai target, yaitu:

T T KSS 2.2: Jumlah Desa Sadar Huwkdunk aytamnrg
Il ni tidak tercapai di sebalb%ayna md ethe rpjaand

I ndonesi a. Unt uk mencegah peilPebar an
pemerintah mengeluarkan kebijakan vyang
masyarakat dan pel arangan kegiat an

kerumunaneh Gebab itu, Kepal a Badan Pe
Nasi onal ( BPHN) memut uskan unt uk me n i
Desa/ Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020 n
Badan Pembi naan Hukum Nas-Hdtn & #K4-1 @84 mor
peri hal Penundaan Kegi at an Per esmi an L
Hukum T. A. 2020 dalam Upaya Penelegahan
dan Mendukung Tat anan Nor mal Bar u. L
peresmian dan penetapan Des a Sadar H
di l aksanakan yang ®dertdamkakt epacapai nya
juml ah Desa Sadar Hukum yang terbentuk.

T ITKSS 2.3: Jumlah tindak | anjut kerja sa

dal am masal ah pidana baik I ndonesia seb
maupun negara pemohon.

Pada tahun 2020, Kementerian Hukum dan
mendapat kan 44 per mohonan MLA dari neg:é
G ncoming)r ed@aume £t ( enam) per mintaan MLA
l ndonesia ke pbeggoangpred®geésam hal eksr
terdapat 8 (del apan) per mintaan ekstra
Pemerint ah linndcoonneisniga) r(edlqaine s2t ( dua) per mi
ekstradisi dar i Pemerintah | omwdtogheisn g l
requestDari jumlah tersebut, MLA yang
secara rbeasmmiakse39 MLA sedangkan ekstradi
ditindakl anjuti sebanyak 10 e k st
kementerian/ |l embaga/instansi l ain terka
l uar negeri. Sehingga persentase per mo
yang dapat diti nda8kll,an6j% tdiarsie bteasragret 8 2

menunj ukkan ti dak tercapainya target

h
9
)
(

Beberapa hal yang menyebabkan tidak ter

2.3 ini adal ah:

1.Proses tindak | anjut dalam kerja sama
ekstradisi sangat kompl eks. Sel ain
dil akukan dengan banyak instansi | uge
yang | ama dal am pembahasannya b
menghabi skan waktahlertahun
2.Permohonan dal am hal kerja sama ti mb
menyesuai kan dengan p e ruantduarnagna np eyraunngd
ada di I ndonesia maupun negara | ain.
pembahasan diperl ukan komuni kasi yang
menemukan titik themu bperlaedaang ada
dar i sistem hukum yang berl aku maupur
negara nmmaasiinngg. Perbedaan sistem hukul
khususnya hukum a emaarsal n gna sniengga r a y a
menyebabkan permintaan ML A bel um d
ataupun me mewd lwtkian yang sangat | ama

memper ol eh kesepakat an mengenali C

E
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permintaan MLA tersebut. Demi ki an ]
ekstradisi, harus memperti mbangkan ap
memi | i ki MLA dengan negara terkait.
3.Kondi si mP&odd@® yang mengaki bat kan
mel akukan koordinasi dalam bease@k r a
wor k meeting, focug FgGDOuyp ddains oveds inarmr .
4 Pengarsipan dokumen permintaan MLA hi
dilakukan secara manual sehingga bel
secara maksi mal dalam penanganan MLA.
5.Perbedaan bahasa antara Indonesia den
sering kal.@ menyebabkan &kesulitan da
unt uk pemenuhan permintaan MLA.
| KSS 4. 3: Persent ase rekomendasi per
pel anggaran Hak Asasi Manusia yang dit
terkait.
Persentase rekomendasi penanganan duga
asasi manusia yang ditindakl anjut/ i ns
2020 sebanyak 333 kasus dar i 985 k a s
rekomendasi . Sebanyak 652 rekomendasi
tindak l anj ut dhnuphkyakearnus agar i nstans
meni ndakl anj uti rekomendasi yang sudah
Capai an kinerja Persentase Rekomendasi
Pel anggaran HAM yang ditindakI|l anj ut. i n
2020 jauh dar i target yang ditetapkan
kinerja hanya di angka 37, 55%. Na mun
dengan t dHL9On 2erjadi peningkatan capa
31,57% menj adi 37, 55 %. Peningkatan kine
beberapa hal beri kut:
1)Proses penyelesaian dugaan pelanggar
pada instansi terkait yang mendapatk
karenanya dal am upaya meni ngkat kan
rekomendasi penanganan dugaan pel an
i nstansi terkait, Ke me rkt eArsiaasni  Hwaknuuns i c

menyampai kan Sur at Susul an atau Kl ar
per masal ahan HAM vyang bel um mendapa

i nstansi yang dituju.

2)Sel ain it u, Kementerian j uga beru
meni ngkat kan wupaya Koordinasi dan Kc
terkait-kksasssdugaan pelanggaran HAM
membawa banyak kasus yang terjadi di
proses tindak | anj urt ndgean goa s ab adiikmoni t o

3)Ter jadi kenai kan anggaran dal am menc:
yang cukup signifikan sehingga freku
dan konsul tasi k e daer ah dal am r anc
mengingat kan progres ti ndak l anj ut
dilakukan | ebih sering.

4)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ma n u
mengaktifkan ©pos Pel ayanan Komuni kas
berfungsi sebagai | oket peneri maan
terkait dugaan pel anggaran HAM yan
Pel aksana Teknis Kement eAd axni HM&nuuns ida

di wil ayah sepert.i Lapas dan Rut an.
Pel ayanan Komuni kasi Masyar akat ini,
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memi | i ki akses untuk mel aporkan duga
yang di al ami

T  KSS 5. 1: |l ndeks refor masi birokrasi
Pada tahun 2020, capaian indeks refor ma
Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat
penil aian sedang dilaksanakan ol eh Keme
Aparatur Negara dan Ref or masi Birokrasi
201€68i mana, untuk indikator kinerja Kem
Hak Asasi Manusia dar.i Kementerian Per
Negara dan Refor masi Birokrasi juga bel
penyajian Laporan Kinerja Kementerian
Manusia menggunhalkeankini dan dar.i I nspekt c

yang dilakukan ol eh API P. Untuk tahun .
dil akukan karena APl P hanya mel akukan
birokrasi hanya pada faktor pengungkit,
hasil tidak dilakukan penil ai an

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan antara
SS dan IKSS pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 hingga
2023, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbandingan
secara langsung. Adapun rincian capaian pada tahun 2021 hing ga 2023
disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 2. Detail Capaian Kinerja Kemenkum ham tahun 2021 -2023
2021 2022 2023
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 Indeks kualitas perundang  -undangan 3,1 3,38 109,03% 3,15 3,43 108,89% 3,2 3,35 104,69%
o  Persentase capaian aksi HAM Pemerintah 65,00% 89,09% 137,06% 70% 93,25% 133,21% 75% 92,28% 123,04%
Pusat memenuhi target
Persentase capaian aksi HAM pemerintah
3 daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi 35,00% 59,92% 171,20% 40,00% 69,94% 174,85% 45,00% 76,44% 169,87%
HAM
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
4 - 3,15 3,66 116,19% 3,2 3,71 115,94% 3,25 3,79 116,62%
publik bidang hukum
Persentase permintaan bantuan timbal balik
5 dalam masalah pidana dan ekstradisi yang 84,00% 82,25% 86,00% 91,42% 106,30% 88,00% 97,82% 111,16%
telah ditindaklanjuti
g  -ersentase klien pemasyarakatan yang 40,00%  100,92% 252,30%  45,00% 46,00% 102,22%  50,00% 98,32% 196,64%
produktif, mandiri, dan berdaya guna
Persentase benda sitaan dan barang rampasan
7 yang terjaga kuantitas (jumlah) dan 60,00% 89,60% 149,33% 70,00% 76,00% 108,57% 80,00% 80,65% 100,81%
kualitasnya (nilai)
8 Persentase menurunnya residivis 1,00% 0,93% - 1,00% 1,13% 113,00% 1,00% 1,35% 135,00%
g  Persentase tahanan yang mendapatkan 70,00% 81,47% 116,39%  80,00%  90,93% 113,66%  90,00% 95,06% 105,62%
perlindungan dan perawatan
10  ndeks keamanan dan ketertiban UPT 70 72,25 103,21% 75 80,91 107,88% 80 86,32 107,90%
Pemasyarakatan
11 Indeks pengamanan keimigrasian 3,11 3,87 124,44% 3,12 3,73 119,55% 3,13 3,71 118,53%
12 Indeks kepuasan masyarakat atas |ayanan 76,61 92,85 121,20% 76,61 92,55 120,81% 77 94,41% 121,05%

dokumentasi hukum
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13 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang 70,00% 79,64% 113,77% 70,00% 91,06% 130,09% 70,00% 98,19% 140,27%
terbentuk di masing -masing wilayah
Persentase permohonan bantuan hukum 77,00% 81,28% 105,56% 81,00% 84,91% 104,83% 82,00% 83,26% 101,54%
14 litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan
perundang -undangan
Persentase permohonan bantuan hukum 79,00% 82,58% 104,53% 80,00% 82,18% 102,73% 80,00% 85,55% 106,94%
15 litigasi non litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang -undangan
76,61% 92,91% 121,28% 76,61% 76,67% 100,08% 76,75% 79,98% 104,21%
16 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
17 ~ Persentase ASN yang telah memenuhi standar 70,00% 96,87% 13839%  7500%  88,21% 117,61%  80,00% 99,28% 124,10%
kompetensi jabatan
18 Eﬁfﬁ:;?;e alumni diklat yang meningkat 85,00% 96,89% 113,99%  90,00% 94,50% 105,00%  95,00% 96,47% 101,55%
19 Nilai reformasi birokrasi 82 80,19 - 85 79,55 - 87 83,63 -
20 Nilai akuntabilitas kinerja 88 76,85 - 90 77,54 92 77,89
21 Nilai maturitas SPIP 3 3,467 115,57% 3 2,983 3 2,715
22 Opini atas laporan keuangan WTP WTP 100,00% WTP WTP 100,00% WTP WTP 100,00%
23 Indeks persepsi integritas 66 82,38 124,82% 67 78,48 117,13% 68 71,92 105,76%
24 Persentase KTI yang disitasi 20,00% 34,17% 170,85% 20,00% 21,88% 109,40% 20,00% 16,46% -
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Berdasarkan tabel 1  di atas , dapat dilihat bahwa tidak semua IKSS
atau Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai sesuai target. Terdapat 4
(empat) IKSS tidak tercapai pada tahun 2021, 3 (tiga) IKSS pada tahun
2022 dan 4 (empat) IKSS pada tahun 2023. Untuk target IKSS "Nilali
Reformasi Birokrasi" dan IKSS "Nilai Akuntabilitas Kinerja" tidak pernah
tercapai selama tahun 2021 hingga t ahun 2023. Hal ini disebabkan
adanya perubahan regulasi terkait RB pada tahun 2020 yang diterapkan
tahun 2021 (Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020) serta perubaha n
regulasi terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021) dan perubahan regulasi terkait
penjenjangan kinerja (Permen PANRB  Nomor 89 Tahun 2021). Perubahan
regulasi ini memerlukan proses adaptasi sedangkan target Renstra
Kemenkumham tahun 2020 -2024 telah ditentukan sebelum tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023
Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk
membantu Pr esiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, hal
ini sebagai dasar Kementerian Hukum dan HAM melakukan perubahan
terhadap rencana strategis Kem enterian Hukum dan HAM 2020 -2024
yang ditetapkan melalui Peratu  ran Menteri Hukum dan HAM Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

Adapun perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM
2020 -2024 yang sangat fundamental yaitu jumlah sasaran strategis yang
semula terdapat 8 sasaran strategis disimplifikasi menjadi 2 sasaran
strategis yaitu Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Masyarakat dan Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Ki nerja
Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, dengan capaian sebagai
berikut:

Tabel 3. Perubahan SS dan IKSS Kemenkum ham Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)/  Indeks Kinerja 2024
Sasaran Strategis (IKSS) Target Realisasi Capaian
SS.Meni n gk &esadaran Hukum dan
Hak Asasi Manusia Masyarakat

0,
1 IKSS 1 Indeks Kesadaran Hukum dan Hak 31 3,63 LAl b

Asasi Manusia Masyarakat

No

SS.Rerbangunnya budaya

berorientasi kinerja or
berintegritas, efektif
2 85 90,38 106,33%
IKSS 2. Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kemenkum ham

mengalami perubahan SS dan IKSS dari sebelumnya 8 SS dan 24 IKSS
menjadi 2 SS dan 2 IKSS. SS yang pertama adalah SS.1 Terwujudnya
Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat, dengan IKSS 1

Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat. Capaian

kinerja SS 1 dan IKSS 1 ini adalah sebesar 117, 10%. IKSS 1 ini dibentuk
oleh beberapa indikator, meliputi:

l.1lndeks Kualitas Per-dhdaagaPPerundang
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2.l ndeks Efektivitas Otoritas Pusat
3.l ndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layar
Umu m
4.l ndeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan
Umu m
5.1l ndeks Penegakan Hukum Kekayaan Intel ekt
6.1l ndeks Kepuasan Masyar akat Terhadap
|l ntel ektual
7.1lndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Laya
8.l ndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layal
9.1lndeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan
10l.ndeks Penegakan Huk;um Kei mi grasi an
ll.ndeks Kepuasan Masyarakat Ter hjadap Layal
12l.ndeks Hak Asasi Manusia I ndonesi a

Faktor penyebab keberhasilan maupun kendala/hambatan yang
dihadapi terkait dengan SS.1 dan IKSS 1 ini adalah:

l.1lndeks Kualitas Peratmdamg&er undang

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan

melalui tahapan pembentukan peraturan perundang -undangan, dari

tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga

pengundangan peraturan perundang - undangan, meliputi:

- Pada tahapan penyusunan, koordinasi
berkoordinasi dengan Kementerian/ Lemba
RUU, RPP, RPerpres yang akan disusun
2024, rapat Tim I nternal Pemerintah, R
Ant ar Kementerian

- Pembahasan RUU dil akukan mel al ui kegi at
Rapat Konsinyering, dan Rapat Kerj a. R
RUU tentang KUHP diadakan untuk menyi aj
untuk rapat panja di DPR RI , selain 11t/
me mb a hddasn mer umuskan DI M yang masi h dit
1l DPR RI

- Rapat Konsinyering RUU tentang KUHP
menyi apkan bahan dan data wuntuk rapat |
Il tu rapat ini diadakan dalam r a

ngka rap

DI'M ber-sama antara Pemerintah dan DPR
di adakan untwkarkamdernj el asan pi mpinart
DPR atas RUU, menyampai kan pandangan pe
j adwal dan rencana kerja pembahasan RUU
pembent ukan Panj a RUU, | apor an pi mpi
Pembacaan Naskah RUU, pendapraak aikhdan n
pemerintah, penandatanganan naskah RUL
keputusan Tingkat |

- Mel akukan penyusunan Sur at Keputusan P
Ant akkementeri an Penyusunan Rlanndcaanngg, a n

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancanc
Tahun 2024,
- Menyusun permohonan | zin Prakarsa Peny.l

- Menyelenggarakan kegiat an rapat peren
rancangan per at uruannd apnegraunn;d an g

- Menyelenggarakan kegiatan rapat penyi aj
peraturan p-endadgadg;
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- Berkoordinasi dengan kementerian atau |
RUU dan RPP yang akan disusun pada taht

- Mengadakan rapat kpeammeinttiear iaamt appenyusunat
dan RPP yang menj adi prakarsa Kementer.

- Mel akukan penyusunan RUU dan RPP yang
Kementerian Hukum dan HAM pada tahun ar

- Mel akukan kegiatan menyusun Rancangan F

- Menyel araskan Rancangan Peraturan Me n
Kementerian Hukum dan HAM;

- Pel aksanaan pembahasan ®RamMaamgan Undanc

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau

telah terjadi yaitu:

- Masih adanya ego sektoral dan tarik
kementerian/ | embaga me mbuat penyel esa
RUU/ RPP/ RPerpres terhambat;

- Proses Pembahasan Ranlbnadnagnagn duUn d@mhRy mas
tergantung jadwal di DPR sehingga penye
tidak dapat ditentukan secara pasti;

- Adanya irisan kewenangan antar instansi

- Perwakil an kementerian/ | embaga dal am
rancangan per at uruamd apnegraunn dsaenrgi -g@ nber gar
at au kurang ber kompeten dal am mengamb

ti dak mel apor kan hasi | rapat kepada [
menyebabkan prosean prealyusmugman per at
perumgtandangan menj adi | ama atau terhart
- Kementerian/ Lembaga bel um memi | i ki P

Perancang Per at urwumdakegraunn dyaanrgg me mad a i
kompeten wuntuk melakukan penyusunan r &
perundamdiangan pada setiap tahap pemben
peraturan pendadgaag.

.I'ndeks Efektivitas Otoritas Pusat
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan penanganan
permintaan kerja sama bantuan hukum timbal balik/ mutual legal
assistance (MLA) dan ekstradisi, bekerja sama dengan sejumlah
kementerian, lembaga dan instansi lainnya, di antaranya Kementerian

Luar Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik
Indone sia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Keberadaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sangat
signifikan dan vital dikarenakan melaksanakan fungsi strategis, yaitu

fungsi Otoritas Pusat (  Central Authority atau CA).

Fungsi Otoritas Pusat yang diselenggarakan adalah meliputi bantuan

timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang merupakan

fungsi khusus yang menjembatani hubungan koordinasi, kerja sama,

dan pelaksanaan tugas antara institusi penegak hukum di Indo nesia
dengan institusi penegakan hukum di negara lain terutama dalam hal
penanganan tindak pidana, semisal antara Komisi Pemberantasan

Korupsi dengan Interpol. Adapun layanan -layanan  yang
diselenggarakan oleh Otoritas Pusat adalah:
1.Bantuan Ti mbal Bal ik dal am Masal ah F

Unda+gmmdang Nomor 1 Tahun 2006 adal a
bantuan berkenaan dengan penyi di kan,
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pemeri ksaan di sidang pengadil an ses.t
peraturan pendadgag.

.Ekstradisi ber dasUnrdkaanng Wmodmeomrg 1 Tahun

adal ah penyerahan ol eh suatu negar a
memi nt a penyerahan seseorang yang di s

karena melakukan suatu kejahatan di [ u
menyer ahkan dan di sddiaklsam wiul ayah nege
memi nta penyerahan tersebut, karena ber

dan memi dananya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Efektivitas
Otoritas Pusat, meliputi:

Pada tahun 2024, bahwa Kkinerja otorita
pada indi kator ketepatan wakt u pena.l
kKomuni kasi dan koordinasi otoritas pus
negar a [ ain maupun dengan apar at pe
kecepatan t anggrampiamt admsbagntuan ti mbal
masal ah pidana dan ekstradisi tel ah me
dengan mutu efektivitas yaitu A.
Keberhasil an otoritas pusat dal am kin
Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum I n
dan tanggap dalam setiap permintaan ban
masal ah pidana dan ekstradisi yang dit
dengaselalu melakukan komuni kasi dan Kk
dengan apar at penegak hukum vyaitu KPK
Republi k I ndonesia maupun Kejaksaan Agu
Komuni kasi dan koordinasi yang dil akuk
pada setiap permintaan bantuan ti mbal
pi dana dan ekstradisi ke negara | ain a8
pembahasan dan rapat secara berkala d
hukum dan Kieane nlt ear Negar. Republik I nd
per mintaan diajukan ke negara | ain.
Permintaan yang telah diajukan ke negar
selalu berkoordinasi dengan otoritas ¢

mel akukasnhewor k dheeneg@ra tujuan per mint
upaya untuk mempercepat permintaan diti
Otoritas Pusat juga selalu melakukan Kkc¢
secara cepat dengan aparat penegak huk
ada permintaan bantwuan ti mbal bali k dal
ekstradisi kepada I ndonesi a.

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau
telah terjadi yaitu:

Terdapat perbedaan sistem hukum yang be

contohnya terkaidt kerj a s ama ekstrad
Australia. Adapun Australia amemmgamut :
| aw sementar a Il ndonesi a menganult Eawt
Perbedaan I ni meni mbul kan kesulitan d
mengakomodasi prosedur-mhskom degmasaing
Prosedur pengumpul an dan penyampai an t
memi | i ki perbedaan. Beberapa bukt. y a
Kepolisian I ndonesi a di anggap masi h k
harapan otoritas negara yang dituju. P
I ni seringkaalpii nkeenngdhaalda bi r okr asi, dan

sumber daya. Kebutuhan waktu yang | ebi
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pengumpul an ber kas pada akhirnya me me
kerja sama.
- Ketidakakuratan terjemahan dan perbeda

antar negar a j uga sering menghambat
Dokumen hukum vyang di terjemahkan dar i
Bahasa I ndonesia (atau sebaliknya) seri
kai dah bahasanatlBwkumakyang seharusnya,
ditemukan terminol ogi hukum yang tidak
tepat di bahasa negar a l ai n. Hal I n
kesal ahpahaman dalam interpretasi doku
unt uk i-isg til ladh teknis hukummahRmoses
dokumen hukum juga terkadang me ma k an
terutama jika dokumen tersebut bersifat
3.1l ndeks Kepuasan Masyar akat terhadap | a

Hukum Umum

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum, meliputi:

- Ditjen AHU tel ah menggunakan | ayanan
mel al uiOnAHBneehi ngga pemohon dapat mengal
AHU dengan mu d ah dan masyarakat me mp
waktu dan biaya;

- Penambahan Ger ai |l ayanan AHU. Ger ai | a\
pusat | ayanan Administrasi Hukum Umum
| okdoikasi yang mudah dijangkau ol eh ma:c
2024 Ditjen AHU telah menambah gerai | a
di Mal | J aPkuarrit,a . Dengan penambahan gera
dapat | ebi h memudahkan masyarakat dal a
AHU secara | angsung sehingga mampu me
kepuasan masyarakat terhadap | ayanan Al

- Tersedihenlyppd sk anan AHU di setiap Kan:i
Kementerian Hukum dan HAM dan di mal |
beberapa wilayah di Il ndonesi a;

- Kemudahan pembayaran PNBP mel al ui ker |
persepsi yang dapat di l akukalnntmelnalt ui
banki ngankn ngal l€édtana dan piosk pjagyg) mobi |
Kantor Pos, | ndomaarrkeett,p [ Maopedi a dar

Bukal apak) ;

- Ditjen AHU setiap tahunnya mel akukan p:
aplikasiOnAHbai k unt uk penambahan fitu
penyempurnaan aplikasi unt uk meningkat
kecepatan | apahameAHU

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau

telah terjadi yaitu:

- Mispersepsi terhadap peneri maan masyar
| ayanan Ditjen AHU;

- Terjadinya gangguan pada sGardv.eare dan apl

.l ndeks Kemudahan Berusaha | ayanan Admini ¢

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum, meliputi:

- Berdasarkan survei yang telah dil akukar
Admini strasi Hukum Umum kepada 350 p
pendirian perseroan terbatas, pendiri a
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| ayanan Jaminan Fidusia dan | ayanan ad
pengurus tel ah mendapat kan hasi | sur
perseroan terbatas mendapatkan nil ai 865¢&
perorangan mendapatkan nil ai 84, 39 %, I
82, 39% danan!| aggeamdaft ar an kurator dar
mendapatkan nilai 80%. Hasil survei i ni
pengguna | ayanan atau masyarakat tel atl
dal am pengurusan | ayanannya.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
telah menyelesai kan permohonan pendir.i
sebesar 96, 97%, pendirian perseroan per
pendaftaran jaminan fidusia sebesar 10C
wasi at pdagur us sebesar 100 %, tetapi b
dengan tahun 2023 dar. juml ah per mohon
perseroan terbatas dan perseroan peror
sedangkan | ayanan jaminan fidusia dan |
pengurus terlkiantat mening

Direktorat Jender al Admini strasi Hukum
i ndeks kemudahan berusaha ini terlihat
yang berarti sangat mudah pel ayanan yan
masyarakat dengan mutu | ayanan A, buka
puas dengah hai, Ditjen AHU akan sel a

memberi kan pelayanan yang terbai k kepac

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau
telah terjadi yaitu:

Penerbitan NPWP yang gagal aki bat adan
apli kasi pendirian perseroan terbatas (
Pel aku usaha mengel uhkan biaya untuk n
NPWP yang gagal terbit akibat perbedaa
Jenderal Administrasi Hukum Umum dengart
Paj ak;
Data PT tid
me mpr oses N
l nvestasi ) ;
Bank ti dak mener i ma perseroan peroran
rekeningl dafhpoirnmm aman karena persyaratar
dengan PT;
Kurangnya pengetahuan perseroan peror al
| aporan keuangan perseroan perorangan,;
Pemberl akuan keringanan tarif pajak ba
k e

tersi mpan di DB OSS seh

ak
| B (masal ah SPL dengan oS

hanya 3 tahun pertama, sel ebi hnya di
PT;

Tidak terbitnya NIB perseroan perorang
sesuai dengan data yang ada di Dukcapi |l
Pel aku usaha mengel uhkan akibat dar.i K E
NI B perseroan perorangan masuk dal a r
tinggi, sehingga butuh proses | ebih | &
|l angsung terbit,;

Apli kasi | ayambdmdmami caappdiikasi kurator da
belum di mutakhirkan secara berkala ses:s

peraturan pendadgag dan perkembangan Kk
masyarakat.
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5.lndeks Penegakan Hukum Kekayaan I ntel ekt

Parameter Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual diukur
menggunakan dua dimensi pengukuran yaitu:

- Dimensi A OPersentase Penyelesaian Adua
Il ntel ektual 6 dengan bobot 15%
- Di mensi B OPersentase Penyelesaian Setl

secara optimal 6 dengan bobot 85 %.
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kekayaan Intelektual, meliputi:

- Expose dan Pemusnahan Barang Bukt:i di |
Desember 2024 di Lapangan Merah Kemenkt

- Usul an pentingnya Kuri kul um terkait
pel anggar an Kl dalam era digital me n g

pl at f or nd aomcl o )mnee;r c e
- Usul an peningkatan kemampuan penyi dik
pel anggaran KI di era ditgn diamiamdgging an d

pel atyahmandi fasilitasi WIPO;

- Pel aksanaan kegiatan Pencegahan kekaya
pel aku usaha di daerah yang dil aksanak
satunya mel al ui program Sertifikasi Pu
Kl dil aksanakan di 158 titik vyang dii
di annhygmaa pemil ik toko/ penanggung |
karyawan/ pegawai t oko. Kegiat an I ni d i
pencegahan pel anggar an HKI (mendukung
pel anggaranpr-eet)afmel al ui di semi nasi da
i nf or masi terkait urgensipengelgiarhdawnng
pel anggar an HKI khususnya fuanitruhke s ame n
kompetisi sehat dan kemudahan berusaha;

- Tahun 2025 akan dilakukan forum pembl o
efektif dalam pemblokiran konten

- Penguatan KegiGrtiame dBbammr angka percecg
penyel esaian perkara dan membangun kes
hukum KI dengan APH terkait (Kepolisian

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau
telah terjadi yaitu:

- Penumpukan ©perkara yang belum tersel es
tahun akibat jumlah pengaduan yang ti de

- Keterbatasan Kompetensi PPNS dal am menez¢
yang terjadi dalam sistem eilcommeos Tiek,

dampl atform digital

.Il'ndeks Kepuasan Masyarakat (1 KM) ter hadseé
I ntel ektual

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kekayaan Intelektual, meliputi:

- Optimalisasi Teknol ogi I nf or mas i d
Tren peningkatan permohonan KI secara
kepuasan masyarakat atas | ayanan KI yan
k e tahun banyak di pengar uhi faktor C
I nf or masi pada selanmluiymméhgyaebal KI di | ak
pengembangan dan inovasi. Sejak tahun 2
mel akukan dukungan atas birokrasi di gi
| ayanan publ i k KI . Sal ah satu yang p

| ayanan pengajuan per mmHgmamn skKil nyac praa



7.

-32-

Program Unggul an berupa POP (Perse
Per mohonan) Hak Cipta yang mulai dilunc
2022 yaitu Ssistem otomasi yang secar
persetujuan atas pencatatan hak cipta vy
pencatatannya.POMelkadkui Ci pt a I ni perr
pencatatan hak cipta dari yang sebel umn
kurang dar.i 1 j am. Sej ak POP Hak Cipt
signifikan per mohonan h a k cipta meni n
dalam 2 tahun terakhir

- Strategi Komuni kasi dan Humas. Adanya
per mohonan K dan peningkatan kepuasa
l ayanan KI juga tidak terl epas dari p e
arus penyebarl uasan i nf or masi Di man &
kesadaran masyyarmpaekdtunyka hasil karya ci |
mereka untuk diberikan perlindungan se
hasi | masi fnya sosiali sasi di semi nasi (
kepada segenap | apisan masyapla&taftortner t
media sosi al yaegaggeamegnta uarmudi ensnya |
|l uas dan dari segenap kal angan. Strat e
yang di I akukan DJKI j uga berart. ter
masyarakat . Mi salnya melalui jalinan H
per s atau mel-&lonit erkodi gnt al galham men e
media sosi al bai k mel al ui | meslt saigtrdearh, X,
i ni terbukti dengan diraihnya pengharga
DJKI mer ai h Penghargaan GovMedia Award
atas dua proyek Utnioviaztiinfg yAarittiuf i ci al I
Il ntell ectual Property SedamAbtt ofraaji eocnt
Approval Services (POP) ekrtlant ekfr Batu

mendapat kan penghar gRhwml ipca dRe lagtainogns | n

Awar d PRI A); 2024

- POSSPa(tent One SHhop Dbéetmkisaesmkan mel al ui

pel ayanan paten secara terpadu

pada 32

dan mengi kut sertakan perguruan tinggi

usaha, dengan tot al jumlah peserta so
orang, sebanyak 1841 pkensiesr.t aMeblianbu in gkaeng
i ni juga telah dihasil kan dokumen dr af't
paten drafting, juml ah dokumen final
berhasil diselesaikan sebanyak 1194 dok
sertifi kaebprayaek 967 sertifikat Paten

- MI P®opil e I ntell ect yallr aPirnoipnegr tdyfT &ITr)aniince
Mobil e InteIIectumderPpa)l@aerrtgr(ﬁgriaﬁrhcung
DJKI yang telah memasuki tahun kedua d
sej ak di gagas dan di l aksanakan di t a
menyel enggarakan sosiali sasi dan
mengenali pentingnya KI . Progr

tersebut meru kan kerja sama

| ai nnya.

|l ndeks Kepuasan Masyarakat (1 KM)
Hukum

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pembinaan Hukum, meliputi:

p a DJKI
HukumMan HAM 33 Provinsi stea k eh dblledr ebr

eduke
am unggu
deng
aga

ter hada
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- Dilakukan =evaluasi terhadap instrumen
unt uk mengukur i ndeks kepuasan masyar atk
Pembi nHakhum sehingga pengukuran dan pen
dapat | ebih efektif dalam pel aksanaann)

- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan b
di l akukan di tingkat opedatpadani dapraly
pusat dan panitia .pengawas daer ah

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau

telah terjadi yaitu:

- Masi h terdapat upaya peretasan pada wet
- Pember.i Bantuan Hukum tidak mener apka
bantuan hukum secar a opti mal sehingg
bantuan hukum yang diberikan tidak maks

- Masi h adanya penerima | ayanan yang men
akses dokumen hukum pada portal jdihn.

- Publikasi | ayanan BPHN bel um opti mal se
mendapat kan informasi yang memadai ter k
.l ndeks Kepuasan Masyarakat terhadap | ayal

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia

merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak

Asasi Manusia yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HAM.

Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik Direktorat

Jenderal HAM meliputi:

- Layanan pengaduan masyarakat terkait |

didal amnya | ayanan pengaduan masyar akzé
pel anggaran HAM (menggunakan Apli kasi S

- Layanan i nfor masi HAM (menggunakan Ap
website kemenham.go.id).

Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
HAM adalah dilakukan nya optimalisasi pelayanan pengaduan

masyarakat terkait layanan HAM termasuk di dalamnya layanan
pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM melalui
aplikasi Simas dan pelayanan informasi HAM melalui aplikasi Silinda

dan website kemenham.go.id
Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau
telah terjadi yaitu:

- Survei belum sepenuhnya menjangkau sem
DirektoratHABNnder al
- Survei tidak menjangkau semua peneri ma

Direktorat HAMpndemiaslal nya Kementeri an/ LeEe
Daerah yang menerima program Pemajuan

.lndeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Penegakan
Hukum Pemasyarakatan, meliputi:

- Keberhasilan Program Pembi mbingan KIlier

- Tingkat ketersediaan | ayanan TI K Di
Avail abe ti me

- Tindak |l anjut kerjaPsamanbenda$PakrckanSanmn
maupun bentuk kerja sama; |l ain yang di se

- Kesehatan anak, tahanan dan narapidana;

- Pemenuhan hak nar @pndana/ anak

- Pel ayaalman;an
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Pengel ®@laa@amg Sitaan BMa@arga Rhanpasan Neg
BasaBmar an
Keamanankedeaemn t.i ban

10.ndeks Penegakan Hukum Kei migrasian
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Penegakan
Hukum Keimigrasian, meliputi:

Operasi Pengawasan Orang Asing Serent ak
Apl i kasi Penegakan Hukum (SAWPGAKUM) o f
Inte(86t), dan Aplikasi Pengawasan Orar
Patrol. | mi grasi ;

Joint I nvedani e@anigamanan Buronan | nter poc¢
Petugas | migrasi Pembina Desa (Pl MPASA)
Revi si Whnddaanngg Kei mi gr asi an.

Beberapa kendala/lhambatan yang dihadapi dalam mewujudkan
parameter ini adalah:

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi p el
sebagai salah satu fungsi kei mi grasian
(Divi si Kei migrasian, Kantor | mi grasi,
mel aksanakan fungsi Kei mi grasi an di | al
Il mi gr alBnt)uk menanggul angi hal I ni, S
penyebaran I nf or masi mel al ui Monev da
Pengamanan Kei mi grasian Sebagai Upaya
Pencegahan Terhadap Ancaman, Tantanga

Gangguan (ATHG) dal am Peeliarkisgarnaasana nFun g s
Bel um aduapndyaat e ppeffjalvanhgdal am rangka p

personi | kei mi grasian. unt uk menangagu
dil akukan penyebaran Gmnmdwp maaspordan kkarai
I ntelijen (LHI) agar setiap Uni't Pel a
mel akukan mengiri mkan ul ang | aporan yar
lll.ndeks Kepuasan Masyar akat (I KM) t e

Kei mi grasian
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Penegakan
Hukum Keimigrasian, meliputi:

Program Paspor Simpatik, yaitu pelayana
har i kerj a;
| mpl ement asi Paspor 10 tahun;

ProgreEeamey Passyartu program pelayanan p
pemohon secara kol ektif;

Penerbitan izin tinggal terbatas di TF
secomadmei s a;

Pemberian | ayanan izin tinggal O (nol)
(TETO, tujuan pemerintahan, kemanusi aar
Penerbitan izin tinggal darurat dan i zi

Di bukanya IBemaal iDukungaworWntankd Hol i da
Vi s@8DUWH)Y vyaitu program kerja sama pen
kerja di Australia,;

Layanan izin tinggal terselesai kan ses
wakt u,;

Terl aksananya kerj a s ama dengan Gar ud
| ay a nfaans t tbm@m¢ k pengguna Gamassdkampl@inesi a
dengan klasifikasi tertentu;
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Kerj a s ama dengan PT. Finnet Il ndonesi
pembayaran PNBP at as | ayanan kei mi gr
i nstrumen pembayaran internasional yan
asing abAankang ber asal dar i l uar ne
memper mudah orang asi ngViusna uokn (Wb avyaal r
| angsung dari negaranya,;

Penambahan fitur | ayanan pefPaspatan pac
Tel ah di |l aksanakan Il nternalisasi dan
antar a Ditjen | mi gr asi dengan selurul
meni ngkatkan citra i migrasi;

Terl aksananya sosialisasi peri hal |l ay
secaorna dmef f 1 i ne

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau
telah terjadi yaitu:

Sulitnya memper olPabp&kruopadad beberapa

| mi grasi . Hal i ni telah ditanggul angi
penambahan kuota sesuai dengan Sur at
Jender al I mi gr a0s0i0O 5NoG®Ro.rO 1I.MI2 Tahun 2024
Kantor | migmrhaist MPasipor Biasa El ektronik
Laminasi Tahun 2024;

- Adanya temuan WNA vyang mel akukan I nve
dengan ketentuan yang berl aku atau tel
l ndonesia dengan izin tinggal kasmigras
berl aku. Hal ini telah ditanggul angi de
Kei mgrasian setempat untuk memonitor d
BKPM unt uk mel akukan analisis terhad
(penjamin).

12.ndeks Hak Asasi Manusia I ndonesi a

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Hak Asasi

Manusia Indonesia, meliputi:

- Proses Eval uasioopenpakapan l ndeks Ha k
Manusia Indonesia yang digunakan di taft

- Penyusunan Metadata Indeks Hak Asasi Me

- Penyusunan Form Pertanyaan Wawancara Pe

- Penyusunan Form Pertanyaan Survei Ma sy e

- Penetapan Narasumber/ Pakar yang terli
Basellinndkeeks Hak Asasi Manusia I ndonesi a

- Penetapan Jumlah Enumerator dan Penyebe

- Koordinasi Persiapan Pengajuan Rekomen
kepada Badan Pusat Statistik (BPS);

- Persiapan Permintaan Dat a Kepada Ke
Ter kait;

- Rapat Koordinasi Pengumpul an Data Kemer

- Evaluasi Mekani s me Pengukur an |l ndeks
l ndonesia (Pembahasan: Matri ks SOP);

- Progres Pengumpul an daimaP e hlgnodeesakhsa nH abka t .
Asasi Manusia I ndonesi a.

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau

telah terjadi yaitu:

- Pel aksamaarmsi anggaran belum menyesuai Kk

-

kebutuhan dan target kinerja di tahun =
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- Proses Persiapan Dokumen Ker j a Sama
Lembaga Demogr afi Uni LeDr it ks p | medoynies a:
wakt u, di karenakan terdapat beberap

membut uhkan penyesuai an;
- Kurangnya pengetahuan tim internal
i stilah dalam penyusunan metadat a;

- Belum terpetakannya mekani s me kerj a

penyel enggaraan kegiatan statistik

- Proskesr di nasi dengan beberapa Kementer |
pengumpuldana sul it dil akukan karena
Perjanji an Ker | a Sama Pertukaran

Hukum dan HAM dengan Kementerian/ Lembacg
- Belum terpetakannya kebutuhan kIl asi fi

Manusia Indonesia dalam Sistem dat a
- Terdapat beberapa Pakar/ Ahl i yang
narasumber tidak berkenan dan tidak
wawancar a,;
- Proses pengolahan data membutuhkan
bidang Analisis Dat a.

SS yang kedua adalah SS.2 Terbangunnya Budaya Kerja yang
Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien,
dengan IKSS 2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Capaian kinerja SS 2 dan IKSS 2 ini adalah sebesar
106,32% atau melebihi target.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
merepresentasikan tingkat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang
baik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dievaluasi oleh
Kemen terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sesuai dengan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun
2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal, maka perlu disusun Road
Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 ta hun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024.
Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor M.HH  -13.0T.03.01 Tahun 2023 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 o}
2024 .

Adapun kendala/tantangan terkait bidang tata kelola pemerintahan
secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) , penyesuaian pertama terkait
implementasi reformasi  birokrasi berdasarkan regulasi terbaru ,
penyesuaian kedua implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP) sesuai regulasi baru , tantangan Kketiga terkait
penyederhanaan organisasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dan HAM . Tantangan pertama terkait penyesuaian
implementasi Reformasi Birokrasi (RB). Fokus pela ksanaan RB 2020 -
2024 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB Tematik.
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Strategi pelaksanaan RB General dilakukan dengan berbagai
kebijakan percepatan RB. Strategi tersebut dimaksudkan untuk
mengakselerasi terwujudnya Birokrasi Digital dan kegiatan RB lain yang
perlu dipastikan keberlanjutannya. Strategi RB tematik dilakukan d engan
mengurai dan menjawab akar permasalahan tata kelola pemerintahan
yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangan pertama bagi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bagaimana
menyesuaikan implementasi RB di lingkup Kementerian Hukum dan Ha k
Asasi Manusia sesuai dengan model penyelenggaraan RB terbaru.
Tantangan kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman dan
memastikan setiap unit kerja lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk mengimplementasikan model penyelenggaraan RB
terbar u.

Tantangan ketiga terkait penyesuaian implementasi SAKIP
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu tantangan
berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada evaluasi SAKIP

2021 adalah omelakukan Reviu kembal: | KU
untuk m engukur kinerja tingkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. 6 Hasi | eval uasi tersebut dapat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyesuaikan
implementasi SAKIP, dimulai pada aspek perencanaan kinerja.
Berdasarkan Peratur an Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
dimana perumusan dan pendelegasian kinerja dilakukan berdasarkan

pohon kinerja. Tantangan dalam mengimplementasikan penjenjangan
kinerja adalah pemahaman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang bagaimana merumuskan penjenjangan kinerja
berdasarkan regulasi yang berlaku serta tantangan waktu untuk
mengimplementasikan  penjenjangan kinerja di seluruh unit kerja.

Tantangan keempat terkait penyederhanaan organisasi.
Penyederhanaan organisasi merupakan bagian dari pelaksanaan
reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem
pemerint ahan berbasis elektronik. Tahapan penyederhanaan organisasi
sendiri terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi: penyederhanaan struktur
organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
Implementasi penyederhanaan organisasi merupakan tantangan bagi
setiap Kementerian/Lembaga, tidak terkecuali Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Penyederhanaan organisasi tidak hanya mengurangi
jumlah secara kuantitas namun berarti melakukan kalibrasi terhadap
bentuk organisasi yang baru. Oleh karena itu, dalam meng hadapi
penyesuaian organisasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu
penyesuaian tugas dan fungsi serta mekanisme kontrol dalam
penyelenggaraan organisasi. Penyesuaian tugas dan fungsi yang
dimaksud adalah penyederhanaan dengan menghilangkan jaba tan
administrator bukan berarti menghilangkan tugas dan fungsi
administrator. Oleh karena itu, perlu dirumuskan siapa pelaksana yang
akan melaksanakan tugas dan fungsi yang sebelumnya dikerjakan para
pejabat administrator. Diperlukan SDM yang kompeten dan tepat untuk
mendukung keberhasilan transformasi di masa awal penyederhanaan
organisasi. Penyesuaian kontrol organisasi yang dimaksud yaitu span of
control . Transformasi desain organisasi dari tall menjadi flat organization
berdampak pada rentang kendali, khususnya Pimpinan setingkat Eselon
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Il. Pada model tall organization sebelumnya, maksimal rentang kendali
Pejabat Eselon Il tidak lebih dari 3 (tiga) sementara pada model flat
organization , Pejabat Eselon Il langsung membawahi seluruh Pejabat
Fungsional di masing -masing unit kerja. Dalam hal koordinasi dan
pengambilan keputusan dengan instansi vertikal yang secara tugas dan

fungsi terhubung dengan unit kerja, harus dikerjakan oleh Pejabat E selon
Il sehingga potensi sentralisasi beban kerja untuk beberapa tugas dan

fungsi tertentu sangat mungk in terjadi. Isu terkait beban kerja tidak
hanya berpotensi terjadi pada Pejabat Tingkat Eselon I, namun juga pada
instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini,
beberapa instansi vertikal menjalankan fungsi sebagai miniatur
Kementeri an Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah. Tingginya variasi

tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
dilaksanakan oleh organisasi setingkat Eselon Il di wilayah, perlu diukur

dan dianalisis seberapa banyak beban kerja yang ditanggung agar dapat
menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

l1C8paikkinnerDiar ekt or at Admder atHu&ksuim Umum
( AHU)

Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jender
Umum (Ditjen AHU) telah menyelesai kan at au
19. 018 .pke5imi nt aan yaiytamalngyanan Badan Usaha

Perdata, Layanan Pidana, Layanan Tata Negat
det ai l terkait jumlah | ayanan dapat dil i ha
Tabel 4. Rincian Layanan Ditjen AHU
Kategori U
L 9 Total Jenis Layanan
ayanan Layanan

827.470 Layanan Perseroan Terbatas

137.173 Layanan Persekutuan Komanditer

93.340 Layanan Perseroan Perorangan

82.250 Layanan Yayasan
Layanan Badan 1.923.302 y y
Usaha 57.782 Layanan Perkumpulan

20.843 Layanan Koperasi

2.067 Layanan Persekutuan Firma

2.377 Layanan Persekutuan Perdata

17.432.449 Layanan Jaminan Fidusia

87.235 Layanan Legalisasi

30.471 Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara
Layanan Perdata 17.559.431

9.077 Layanan Kenotariatan

48 Layanan Advokat Asing

151 Layanan Penerjemah Tersumpah

31.839 Layanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari
5.616 Layanan Administrasi PPNS
Layanan Pidana 37.560 61 Layanan Keterangan Ahli Hukum Pidana

39 Layanan Pertimbangan Grasi

5 Layanan Pendapat Hukum Pidana

2.691 Layanan Status Kewarganegaraan

Layanan Tata

Negara 37.560 953 Layanan Pewarganegaraan

41 Layanan Badan Hukum Partai Politik

194.097 Layanan Apostille
Layanan OPHI 194.137 27 Permintaan MLA
13 Permintaan Ekstradisi
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Berdasar kan dat a yang di saji kan pada
di si mpul kan bahwaadémy aunsdaand ay anan perdat :
mendomi nasi juml ah | ayanan yang disel esai

Layanan JaminamefRjddsi adayanan dengan | uml
yaitu mencapai 17.432. 449 Pedisiekowtain dleelbal

dengan 827.470. Sementara itu, | ayanan pid
jumlah yang | ebih rendah, dengan | ayanan
dan Pendapat Hukum Pidana hanya meRhRlapali o
termasuk Apostille dan permintaan MLA sert
juml ahnya. Secara keseluruhan, tot al | aya
ditindakl anjutil9.memgadpedenunj ukkan ki nerj a
signifikan dal am menangani berbagai j eni
admi ni strasi

Sepanj ang tahun 20214, satuan kerj a Bal
Direktorat Jender al Admini strasi Hukum Ul
menyel esai kan at au meni nd8KB&a&mgmumiint aahan
per mohonan, |l ebi h detail terkai

ait juml ah p
t

Negara Bukan Pajak (PNBP) dapa dilihat pa

Tabel 5. Rincian Layanan BHP Makassar

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tarif FAEL thal
Permohonan Penerimaan
1.401.01.2 Penyumpahan Wali yang Ada Harta Rp100.000 65 Rp6.500.000
1.401.01.3 Penyumpahan Pengampuan Rp200.000 5 Rp1.000.000
1.401.03.1 Berita Acara Penghadapan Rp20.000 103 Rp2.060.000
1.401.03.2 Berita Acara Pencatatan Harta Rp20.000 99 Rp1.980.000
Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta
Kekayaan
1.401.03.3 Berita Acara Pembuatan Penyumpahan Rp20.000 101 Rp2.020.000
1.401.03.4 Surat Keterangan Hak Waris Rp20.000 5 Rp100.000
1.4011 (BHP) Pendaftaran Akta Wasiat Rp200.000 9 Rp1.800.000
1.4013 (BHP) Pembuatan Surat Keterangan Hak Rp200.000 12 Rp2.400.000
Waris
1.4014 (BHP) Surat Keterangan Persetujuan Rp200.000 4 Rp800.000
kepada Wali/Pengampu untuk Menjual
Harta Peninggalan/Kekayaan
1.13.9.2 Pengurusan Sumpah Rp200.000 1 Rp200.000
Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta
1.13.1.01 Pendaftaran Wasiat Terbuka/Umum Rp200.000 1 Rp200.000
1.13.1.03 Pembuatan Surat Keterangan/Salinan Rp200.000 2 Rp400.000
Surat Keterangan Hak Waris
Jumlah 407 Rp19.460.000
Berdasar kan dat a yang di saji kan pada

di si mpul kan bahwa Peneri maan Negara Bukan
Makassar peri dOésenbreuarri024 sebesar Rp 19. 4
jumlah total permohonan sebanyak 407 | ayan

Tabel 6. Rincian Layanan BHP Surabaya

N Jenis Penerimaan Negara Bukan " Jumlah Total Penerimaan
0. . Tarif
Pajak Permohonan
1.401.01.2 Penyumpahan Wali yang Ada Rp100.000 94 Rp9.400.000
Harta

1.401.01.3 Penyumpahan Pengampuan Rp200.000 28 Rp5.600.000
1.401.03.1 Berita Acara Penghadapan Rp20.000 181 Rp3.620.000
1.401.03.2 Berita Acara Pencatatan Harta Rp20.000 129 Rp2.580.000

Peninggalan/Harta Persekutuan,
Harta Kekayaan

1.401.03.3 Berita Acara Pembuatan Rp20.000 130 Rp2.600.000
Penyumpahan
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N Jenis Penerimaan Negara Bukan " Jumlah Total Penerimaan
0. . Tarif
Pajak Permohonan
1.401.03.4 Surat Keterangan Hak Waris Rp20.000 918 Rp18.360.000
1.4011 (BHP) Pendaftaran Akta Wasiat Rp200.000 36 Rp7.200.000
1.4013 (BHP) Pembuatan Surat Rp200.000 185 Rp37.000.000
Keterangan Hak Waris
1.4014 (BHP) Surat Keterangan Rp200.000 107 Rp21.400.000
Persetujuan kepada
Wali/Pengampu untuk Menjual
Harta Peninggalan/Kekayaan
1.4015.1 Penjualan Harta Kekayaan Rpl 9 Rp38.962.500
Barang Tetap dan/atau Barang
Bergerak
1.4016.1.1 Nilai Utang sampai dengan Rpl 1 Rp2.400.000
Rp50.000.000.000,00 (Lima
Puluh Miliar Rupiah)
1.4016.2.1 Nilai Hasil Pemberesan sampai Rpl 15 Rp753.876.450
dengan Rp50.000.000.000,00
(Lima Puluh Miliar Rupiah)
1.13.9.2 Pengurusan Sumpah Rp200.000 3 Rp600.000
Perwalian/Pengampuan yang
Ada Harta
1.13.9.3 Surat Keterangan Persetujuan Rp200.000 3 Rp600.000
kepada Wali/Pengampu untuk
Menjual Harta
Peninggalan/Kekayaan
1.13.1.03 Pembuatan Surat Rp200.000 11 Rp2.200.000
Keterangan/Salinan Surat
Keterangan Hak Waris
Jumlah 1850 Rp906.398.950
Berdasar kan dat a yang di saji kan pada
di si mpul kan bahwa Peneri maan Negara Bukan
Surabaya peri cRlesembrewar2024 sebesar Rp 9
dengan jumlah total per mohonan sebanyak 18
Tabel 7. Rincian Layanan BHP Semarang
N Jenis Penerimaan Negara Bukan . Jumlah Total Penerimaan
0. . Tarif
Pajak Permohonan
1.401.01.2 Penyumpahan Wali yang Ada Harta Rp100.000 27 Rp2.700.000
1.401.01.3 Penyumpahan Pengampuan Rp200.000 14 Rp2.800.000
1.401.03.1 Berita Acara Penghadapan Rp20.000 51 Rp1.020.000
1.401.03.2 Berita Acara Pencatatan Harta Rp20.000 35 Rp700.000
Peninggalan/Harta Persekutuan,
Harta Kekayaan
1.401.03.3 Berita Acara Pembuatan Rp20.000 50 Rp1.000.000
Penyumpahan
1.401.03.4 Surat Keterangan Hak Waris Rp20.000 20 Rp400.000
1.4011 (BHP) Pendaftaran Akta Wasiat Rp200.000 23 Rp4.600.000
1.4012 (BHP) Berita Acara Pembukaan dan Rp500.000 1 Rp500.000
Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia
1.4013 (BHP) Pembuatan Surat Keterangan Rp200.000 40 Rp8.000.000
Hak Waris
1.4014 (BHP) Surat Keterangan Persetujuan Rp200.000 2 Rp400.000
kepada Wali/Pengampu untuk
Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan
1.4015.1 Penjualan Harta Kekayaan Barang Rpl 1 Rp27.500.000
Tetap dan/atau Barang Bergerak
1.4015.2.3 Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Rpl 1 Rp923.400
Pengawas
1.4016.2.1 Nilai Hasil Pemberesan sampai Rpl 1 Rp82.500.000
dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima
Puluh Miliar Rupiah)
1.13.9.2 Pengurusan Sumpah Rp200.000 1 Rp200.000
Perwalian/Pengampuan yang Ada
Harta
1.13.1.01 Pendaftaran Wasiat Terbuka/Umum Rp200.000 1 Rp200.000
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Jenis Penerimaan Negara Bukan . Jumlah Total Penerimaan
No. . Tarif
Pajak Permohonan
1.13.1.03 Pembuatan Surat Keterangan/Salinan Rp200.000 1 Rp200.000
Surat Keterangan Hak Waris
Jumlah 269 Rp133.643.400
Berdasar kan dat a yang di saji kan pada
di si mpul kan bahwa Peneri maan Negara Bukan
Semarang peri obdeselJbrerar 2024 sebesar Rp 1
dengan jumlah total per mohonan sebanyak 26
Tabel 8. Rincian Layanan BHP Medan
No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tarif Wl thal
Permohonan Penerimaan
1.401.01.2 Penyumpahan Wali yang Ada Harta Rp100.000 29 Rp2.900.000
1.401.01.3 Penyumpahan Pengampuan Rp200.000 22 Rp4.400.000
1.401.03.1 Berita Acara Penghadapan Rp20.000 118 Rp2.360.000
1.401.03.2 Berita Acara Pencatatan Harta Rp20.000 55 Rp1.100.000
Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta
Kekayaan
1.401.03.3 Berita Acara Pembuatan Penyumpahan Rp20.000 54 Rp1.080.000
1.401.03.4 Surat Keterangan Hak Waris Rp20.000 148 Rp2.960.000
1.4011 (BHP) Pendaftaran Akta Wasiat Rp200.000 13 Rp2.600.000
1.4013 (BHP) Pembuatan Surat Keterangan Hak Rp200.000 44 Rp8.800.000
Waris
1.4014 (BHP) Surat Keterangan Persetujuan Rp200.000 21 Rp4.200.000
kepada Wali/Pengampu untuk Menjual
Harta Peninggalan/Kekayaan
1.13.9.2 Pengurusan Sumpah Rp200.000 1 Rp200.000
Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta
1.13.1.01 Pendaftaran Wasiat Terbuka/Umum Rp200.000 2 Rp400.000
1.13.1.03 Pembuatan Surat Keterangan/Salinan Rp200.000 1 Rp200.000
Surat Keterangan Hak Waris
Jumlah 508 Rp31.200.000
Berdasar kan dat a yang di saji kan pada
di si mpul kan bahwa Peneri maan Negara Bukan
Medan periodPesdamhiari 2024 sebesar Rp 31. 2(
juml ah tot al per mohonan sebanyak 508 | ayan
Tabel 9. Rincian Layanan BHP Jakarta
No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tarif Sl thal
Permohonan Penerimaan
1.401.01.2 Penyumpahan Wali yang Ada Harta Rp100.000 50 Rp5.000.000
1.401.01.3 Penyumpahan Pengampuan Rp200.000 28 Rp5.600.000
1.401.03.1 Berita Acara Penghadapan Rp20.000 187 Rp3.740.000
1.401.03.2 Berita Acara Pencatatan Harta Rp20.000 112 Rp2.240.000
Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta
Kekayaan
1.401.03.3 Berita Acara Pembuatan Penyumpahan Rp20.000 102 Rp2.040.000
1.401.03.4 Surat Keterangan Hak Waris Rp20.000 68 Rp1.360.000
1.4011 (BHP) Pendaftaran Akta Wasiat Rp200.000 67 Rp13.400.000
1.4012 (BHP) Berita Acara Pembukaan dan Rp500.000 3 Rp1.500.000
Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia
1.4013 (BHP) Pembuatan Surat Keterangan Hak Rp200.000 71 Rp14.200.000
Waris
1.4014 (BHP) Surat Keterangan Persetujuan Rp200.000 5 Rp1.000.000
kepada Wali/Pengampu untuk Menjual
Harta Peninggalan/Kekayaan
1.4016.2.1 Nilai Hasil Pemberesan sampai dengan Rpl 1 Rp634.713.320
Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar
Rupiah)
1.13.9.2 Pengurusan Sumpah Rp200.000 3 Rp600.000
Perwalian/Pengampuan yang Ada Harta
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No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tarif Pel:]nle?r:zzan Penzg:ﬁlaan
1.13.1.01 Pendaftaran Wasiat Terbuka/Umum Rp200.000 3 Rp600.000
1.13.1.03 Pembuatan Surat Keterangan/Salinan Rp200.000 1 Rp200.000
Surat Keterangan Hak Waris
Jumlah 701 Rp686.193.320
Berdasar kan dat a yang di saji kan pada
di si mpul kan bahwa Peneri maan Negara Bukan
Jakarta peri ®eésenbreuari24 sebesar Rp 686.1
jumlah total permohonan sebanyak 701 | ayan
1. 1CdpaikKammeDjiaekt or at Keknadyeaan | nt(eklekt ual
Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jender
mener i3ma& . 801 per npoehnodnaafnt ar an Kekayaan | nte
berbagai jenis, seperti yang terlihat pada
B 01 reevononan xmvams wriocrun. I
Hak Cipta
voro (T N
i
Kl Komunal m
N b/
W o2 vevveesan caxmvaan wreiecon I
woxcipte (T
Merok
e
Indust
kikomunal (TN
Gambar 5. Penyelesaian Layanan DJKI
Rincian layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:
1 Hak Cipta menjadi jenis permohonan tertinggi dengan 177.889
permohonan
1 Merek menyusul di posisi kedua dengan 145.149 permohonan
1 Paten tercatat sebanyak 15.833 permohonan
1 Desain Industri  mencapai 7.926 permohonan
1 Kekayaan Intelektual Komunal tercatat sebanyak 942 permohonan
1 Indikasi Geografis merupakan permohonan terendah dengan 62
permohonan
Sement ar a Il tupenjyemleasf@i an peKenodyaam
I ntel ektual pada periode 3J3AIn.gd2Fangaymena
menunj ukkan tingkat penyel esaian yang tin
permohonan yang masuk. Rincian penyelesaia

1 Hak Cipta diselesaikan sebanyak 177.890 layanan , bahkan sedikit
lebih banyak dari jumlah permohonannya.

T Merek diselesaikan sebanyak 131.668 layanan

1 Paten diselesaikan sebanyak 14.819 layanan

1 Desain Industri  mencapai 6.009 layanan penyelesaian
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1 Kekayaan Intelektual Komunal diselesaikan sebanyak 589 layanan
1 Indikasi Geografis  diselesaikan sebanyak 52 layanan

Dat a i ni menunj ukkan bahwa pel ayanan |
intel ektual telah berjalan secara efisien,
per mohonan hak cipta dan merek yang merupal
masyarakat. Namun demi ki an, terdapani el ua
| ayanan seperti i ndi kasi geografis dan k

per mohonan maupun penyel esaiannya.

Di

mencapai b

sampi ng i tu, sepanj ang tahun 20214
e

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN ANTI PENYUAPAN

DJKI berhasil mempertahankan 2 tahun berturut-turut, Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
dari TUV Nord (Lembogo Sertifikasi Internasional) dengan hasil Zero Finding

DJKI berhasil mempertahankan 3 tahun berturut-turut Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO
37001:2016 dan dengan hasil Zero Finding

OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM LAYANAN PUBLIK

Mempertahankan 2 tahun berturut-turut

1

Sertifikasi Sistem Manajemen Pelayanan Teknologiinformasi (Surveillance 1SO 20000-1:2018)

2. sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan dan Kontrol Keamanan Komprehensif (Surveillance 1SO 27001:2022)

PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PENYELESAIAN PERATURAN IIIBIIIMG\
29 KEKAYAAN INTELEKTUAL
I53 Penyelesaian Perkara Litigasi

1. UU No. 65/2024 tentang Perubahan
Ketiga atas UU No. 13/2016 tentang

18/22 Penyelesaian Perkara Non Litigasi (mediasi) Paten
2. Permenkumham No.15/2024 tentang
464  Situs/Website DIAJUKAN DI TUTUP fenge'_olazn Rovsa"‘: " Ua:ai
; : ; isensi Penggunaan Sekunder Untu
426 dari DJKI dan 38 dari Kominfo Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis
-|7 5 Situs/Website TIDAK DIREKOMENDASIKAN Lainnya J
DITUTUP

Gambar 6. Capaian Ditjen Kl 2024

1. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan
komitmen berkelanjutan terhadap tata kelola yang berkualitas dan
bebas korupsi dengan capaian sebagai berikut:

il

Berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2015 selama dua tahun berturut  -turut dari lembaga
internasional TUV Nord (lembaga sertifikasiinternasional) , dengan
hasil Zero Finding

Berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan 1ISO 37001:2016 selama tiga tahun berturut  -turut,
juga dengan hasil Zero Finding

2. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Layanan Publik
Dalam rangka memperkuat digitalisasi dan keamanan layanan, DJKI
berhasil mempertahankan selama dua tahun berturut -turut:

il

f

Sertifikasi Sistem Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi
(Surveillance 1ISO 20000 -1:2018)

Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan dan Kontrol Keamanan
Komprehensif (Surveillance 1SO 27001:2022)

3. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Di

berapa hal seperti pada gambar
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Sepanjang tahun 2024, DJKI juga aktif dalam upaya penegakan
hukum di bidang kekayaan intelektual dengan hasil sebagai berikut:

f
f
f

29 dari 53 perkara litigasi berhasil diselesaikan.

18 dari 22 perkara non -litigasi  (melalui mediasi) diselesaikan.
464 situs/website diajukan untuk ditutup , terdiri dari 426 oleh
DJKI dan 38 oleh Kominfo

Selain itu, 175 situs/website tidak direkomendasikan untuk
ditutup karena tidak memenuhi kriteria pelanggaran KiI.

4. Penyelesaian Regulasi di Bidang Kekayaan Intelektual

DJKI juga turut mendorong penguatan regulasi melalui penyelesaian
dua regulasi penting:
1 UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 13

Tahun 2016 mengenai Paten.

1 Permenkumham No. 15 Tahun 2024 mengenai pengelolaan royalti
atas lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan/atau
karya tulis lainnya.
1C8pai an KiDierglat or at JRerdatr warl a n Perundar
Perundanf )

Sepanjtaamlgpun 2024, Direktorat Jender al P €
Perunda(BdWler hasi | mencapali kinerja yang ¢
berhasil menghasil kan regul asi di berbagai
pada gambar di bawah ini

FASILITASI PERDA DAN PERKADA
= Penyusunan Konsepsi 10 RPUU + 1.371 Perda dan 3774 Perkada telah
» Penyusunan 2 RUU diharmonisasi
+ Penyusunan 5 RPP + Peningkatan kapasitas 200 Perancang PUU
» Penyusunan 4 Rperpres + Pembinaan Jabfung Perancang PUU pada 5
+ Penyelarasan 20 RPermen Instansi Pusat dan 5 Instansi Daerah
« Pembahasan 3 RUU
BIDANG POLHUKAMKESRA
1.248 PUU Diundangkan : + 2 RUU selesai
s 66 PUU terdaftar dalam Lembaran Megara » 29 RPP selesai dan 1 RPP dalam proses
« 64 PUU terdaftar dalam Tambahan Lembar + B3 RPerpres selesai, 5 RPerpres dalam
Megara proses dan 4 RPerpes dikembalikan
» 1.113 PUU terdaftar dalam Berita Negara + 586 RPermen selesai, 34 RPermen dalam
+ 5PUU terdaftar dalam Tambahan Berita proses dan 33 RPermen dikembalikan
MNegara
BIDANG PEREKONOMIAN
» 3 RUU selesai dan 1 RUU dalam proses
LITIGASI PPU » 55 RPP selesai, 5 RPP dalam proses dan 1
« Memberikan  keterangan  Presiden di RPP dikembalikan
persidangan  Mahkamah  Konstitusi  dan « 40 RPerpres selesai, dan 2 RPerpres dalam
Jawaban Termohon di Mahkamah Agung prosas )
(177 selesai dan 16 masih dalam proses) = 364 RPermen selesai, 96 HPelrrnen dalam
« 3 Perkara sengketa PUU melalui mediasi proses dan 3 RPermen dikembalikan
telah selesai
Gambar 7. Capaian Ditjen PUU 2024

Berdasar kan dat a yang di saji kan dal am
di si mpul kan bahwa kegiatan Perancangan dan
Perundamdgangan (PPU) serta |litigasi dan ha
kinerja yang signifikan dalam berbagai bid
1. Perancangan PPU

A Telah dilakukan penyusunan 10 koensepsi

Undang (RUU), 2 RUU, 5 Rancangan Perat
dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RP

A Sel ain It u, di |l akukan penyel arasan 2 C

Ment er.i (RPermen) dan pembahasan 3 RUU
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2. Pengundangan PPU
A Sebanyak 1.248 Per atwnmrdaann gRe&r u(nRdlalh)g t e

diundangkan, dengan rincian 66 terda
Negar a, 64 dalam Tambahan Lembaran Ne
Berita Negara, dan 5 dalam Tambahan Be

3.Litigasi PPU

A Di beri kan keterangan Presi den di Ma h k
j awaban ter mohon di Mahkamah Agung,
selesai dan 16 masih dalam proses.

A Tiga perkara sengketa PUU telah disele

4 Fasilitasi Perda dan Per kada
A Sebanyak 1.371 Peraturan Daerah (Perdas
Kepal a Daerah (Perkada) telah di har mon
A Dilakukan peningkatan kapasitas bagi 2
pembinaan jabatan fungsional di 5 inst
daer ah.
5.Har moni sasi PPU
A Bidang Pol hukamkesra
A 2 RUU selesai, 29 RPP sel esai (1 dal
sel esai (5 dalam proses, 4 di kembal. i
selesai (34 dalam proses, 33 di kemba
A Bidang Perekonomi an
A 3 RUU sel esai (1 dalam proses), 55
proses, 1 di kembal i kan), 49 RPerpr
proses), serta 384 RPermen selesai
di kembal i kan) .
Secar a keseluruhan, kegiat an PPU me n c
pengundangan, l'itigasi, fasilitasi, dan ha

yang komprehensif dalam mendukung sistem
l ndonesi a.

CadpaikKannemBjaa@an Pembinaan Hukum Nasional ( Bl
Sepanjang tahun 2024 BPHN tel ah mel aksana
kegiatan strategis yang berkontri busi | an
kual i tas pembentukan dan pel aksanaan h

Pel aksanaan program tersebut menghajsa | kan
utama yang mendukung capaian sasaran strat

1. Analisis dan Eval uasi Hukum
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan program Analisis
dan Evaluasi Hukum guna meningkatkan kualitas hukum dan
peraturan perundang -undangan berbasis bukti (evidence -based
approach). Upaya te rsebut diwujudkan melalui:
1T Penyusunan peraturan internal, t er ma
tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi
tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembent
Pel aksanaan Hukum;
T Penyampai an 179 rekomendasi hasi | ar
hukum nasional, serta 33 rekomendasi |
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T Pembi naan terhadap 3.860 Jabatan

Analisis dan Evaluasi Hukum
Permenkumham tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum
serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum

dalam Pembentukan Peraturan dan Pelaksanaan Hukum
1 Pedoman
Hasil Analisis dan Evaluasi Hasil Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional Hukum Wilayah
179 Rekomendasi 33 Rekomendasi

Pembinaan JF Analisis Hukum

3860 Orang

Gamb&r Capaian Kinerja Anal

2 . Perencanaan Hukum Nasi onal

rekomendasi 6 Naskah

1 rekomendasi 1 dokumen usulan Akademik
Pemerintah

FASILITASI FASILITASI
L PERENCANAAN REGULASI DI
DAERAH

HUKUM NASIONAL
Hasil

Penyelarasan 34 Lembaga 33 Kegiatan

PROGSUN
PP/PERPRES

5 9 rekomendasi

Gamb&®&rCapaian Kinerja Perencanaan

Upaya strategis dalam perencanaan hukum diwujudkan melalui:

f

=A =4 -4 =4

Penyusunan 1 rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional ;

Penyusunan 1 rekomendasi Dokumen Program Legislasi Nasional
Usulan Pemerintah ;

Penyusunan 6 Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang
(RUU);

4 rekomendasi Hasil penyelarasan Naskah Akademik RUU ;
34 kegiatan fasilitasi perencanaan hukum nasional ;

33 kegiatan fasilitasi regulasi di tingkat daerah ;

Rekomendasi atas penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah
dan Peraturan Presiden.

Fun

Hu k u

3.Layanan Pembudayaan dan Bantuan Hukum
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Layanan Pembudayan
dan Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum
Terakreditasi

Penyuluh Hukum
yang Dibina

777 Lembaga 1.134 Orang

Penyuluhan Hukum Pengelolaan Desa Sadar Hukum

975 Kegiatan

151 Kegiatan

Penyaluran Bantuan Hukum
Litigasi

14.104 Orang/ Kasus

Penyaluran Bantuan Hukum
Non Litigasi

4 131 Kegiatan

Pembinaan Lembaga Bantuan Hukum

1.044 L.embaga

GambdroCapai an Kinerja Layanan Pembudayaan dan
Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memperluas akses
keadilan melalui:
1 Pembinaan 1.134 JF Penyuluh Hukum.
1 Pelaksanaan 151 kegiatan penyuluhan hukum.
1 Pengelolaan 975 desa/kelurahan sadar hukum
1 Pembinaan 619 Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi periode
2022 -2024 (1.044 kegiatan pembinaan).
1 Penyaluran bantuan hukum mencakup 14.104 penerima bantuan
hukum litigasi dan
1 Penyaluran bantuan hukum 4.131 untuk non -litigasi.
1 Akreditasi 777 lembaga bantuan hukum periode 2025 - 2027.
4 Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDI
Dalam mendukung keterbukaan dan literasi hukum, BPHN telah:
T Menyelenggarakan 9 kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
1 Mengintegrasikan sebanyak 524.000 dokumen dan informasi
hukum ke dalam sistem JDIHN.
5.Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDI
Dalam mendukung ketersediaan dan akse
kepada masyarakat, | ayanan dokument asi
tel ah:

1 Menyelenggarakan 9 kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
T Memberikan 106.375 layanan akses terhadap dokumen dan
informasi hukum pada Portal JDIHN.

Gambadrl

Layanan Literasi dan
Pembinaan JDIH

Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional

9 Kegiatan

Dokumen yang Diakses
Oleh Masyarakat

106.735

Dokumen

Capaian

Kinerja

Layanan

Li

terasi
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Strategi

Kebijakan

Sepanjtaanhgun 2024 BSK berhasi|l
di gambarkan pada grafi k beri
CAPAIAN PEMANFAATAN

ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN

ANALISIS KEBIJAKAN

a3

(kegiatan)
Analisis
Kebijakan

98,64%

146 Rekomendasi Kebijakan
yang ditindaklanjuti dari 148
Rekomendasiyang dihasilkan

Gambar 12. Capaian Pemanfaatan Analisis Strategi Kebijakan

Sebagai

bagi an

dar i

bukt Kement etbieamasi |
kebijakapanj ang

Dar i

dit

j uml ah
i ndak,)] ayngmug

tahun
menghasilldlBBamekomendasi.
tersebwdosp
mencer mi

upaya

2024.
kebijakan

nkan

Hukum

k ut

penguatan
mel|l adk3s akakgaat an
Hasi |

sekamgaklasi
tingkat

mencapal

(

B
b

per u

anal
dar

t e

pemantf

yang sangat tinggi 98y@a&mwCamainzm@apiani menunj
efektivitas kegiatan analisis kebijakan d:
keputusan yang |l ebih strategis, tepat sasa

Di samping capaian pemanfaatan analisis st
mencapai tugas mandatori seperti yang ter]
i ni

Sejak ditunjuk sebagai
Kementerian Hukum dan HAM melalui

PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

sun\ tahun 20

emenkumham yang saat ini menjadi

stitution IRH melalui BSK Hukum me!
n sinergitas regulasi berbasis simpli

partisipasi publik dalam pembentukan peraturan

undangan melalui Penilaian IRH. Target IRH adalah 100% K/L/PD

berkategori BAIK.
Jumiah Instansi 2023

83 KL
546 PD

71 KIL (85,54%)
364 PD (66,66%)

83 KIL (100%)
493 PD (90,29%)

Total Partisipan 435 K/UPD 576 KIUPD

Kategori Baik (>70) 133 K/LUPD 393 KIUPD

Partisipan meningka

PENILAIAN SURVEI SPKP DAN SPAK

Sejak tahun 2020, BSK Hukum melaksanakan kegiatan Pengukuran
anan Publik
K/WBBM di

(874 Satker)

psi dari pengguna layanan melalui Aplikasi Survei

3AS. Aplikasi ini telah dimanfaatkan/direplikasi oleh 10 (sepuluh)

Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korups!
dalam rang! bangunan Zona Integritas menu
lingkungan nkumham untuk seluruh Satker
berdasarkan

K/L/Pemda.

SPAK 17,21 dari 18,00

Capaian Tahun

(]
2024 ki

17,18 dari 18,00

Jumlah responden 450.813 orang

at 22,42
gka

leading institution

KemenKumham

PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)
Pelaksanaan pengukuran mandiri IKK kepada BSK Kumham dalam
rangka meningkatkan kualitas kebijakan (2023). BSK Kumham
Kemenkumham,
pendampingan, self assessment kpd UKE I, dan mengusulkan

melakukan inventarisasi kebijakan

penilaian IKK ke LAN

Tahun 2023 2024

Target 60,00 (cukup) 65,00 (baik)

Penilaian Mandiri 56,55 (cukup) 71,88 (baik)

25,98
(kurang)

81,04
(sangat baik)

Hasil Penilaian

(LAN) 91,03 (unggul)

PENILAIAN INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN (ILK)

BSK Kumham mendapatkan penugasan mengukur ILK pada seluruh
Satker Kemenkumham. ILK digunakan untuk mengukur kualitas

pelayanan ke
Perencanaan dan
Ca!alan dn tahu

Capaian

Target
Okt

| 3.1 (baik)
| 3.1 (baik) |

Gambar 13. Capaian tugas mandatori
1. Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)

2.45

BSK Kumham 3.72

BSK Hukum berhasil

meningkatkan kualitas dan partisipasi instansi dalam penilaian Indeks
Reformasi Hukum:

1 Jumlah partisipasi meningkat sebesar 22,42%

9 Juml

(K/L/PD) pada tahun 2023 menjadi

ah i
meningkat signifikan sebesar
K/L/PD

nstansi

576 K/L/PD

yang
41,34% , dari 133 menjadi

pada 2024.

Indeks

IRH pada tahun 2022,

, dari 435 instansi

393

me mp eskoo>7@ hjugh at egor
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1 Capaian ini mendekati target nasional, yaitu 100% K/L/PD
berkategori baik

2. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
Untuk mengukur mutu kebijakan yang dihasilkan, BSK Hukum
melaksanakan penilaian mandiri dan didampingi oleh LAN:

1 Target 2024 adalah 65,00 (kategori baik)

1 Capaian penilaian mandiri mencapai 71,88 (kategori baik).
1 Penilaian LAN menempatkan IKK Kemenkumham pada skor 91,03 ,
yang masuk kategori  unggul , meningkat signifikan dari 81,04

(2023) dan 25,98 (2022)

3. Penilaian Survei SPKP dan SPAK
Sejak 2020, BSK Hukum mengukur Survei Kepuasan Masyarakat

(SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk seluruh
satuan kerja (874 satker). Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai
berikut:

1 SPAK: Skor 17,21 dari 18,00

1 SPKP: Skor 17,18 dari 18,00

1 Jumlah responden mencapai  450.813 orang

T Aplikasi survei ini telah dimanfaatkan oleh 10 K/L/Pemda  lainnya
sebagai bentuk replikasi.

4. Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK)
Penilaian ILK digunakan untuk mengukur kualitas layanan di bidang
kepegawaian, keuangan, perencanaan, BMN, umum, dan kehumasan:
f Target ILK Kemenkumham adalah 3,1 (kategori baik)

1 Capaian Kemenkumham tahun 2024 : Indeks 2,66 , masih di
bawah target, dengan nilai bulanan 2,45 (September) dan 2,89
(Oktober).

1 Capaian BSK Hukum  telah melampaui target dengan indeks 3,49,
menunjukkan kualitas layanan kesekretariatan yang baik dan
konsisten.
lC8paikKnherdjaam Ter oBadamengembarmsdah BP SDM)
Bi dang Hukum
Sepanjang tahun 2024, BPSDM Bidang hukum mencapai beberapa hal
seperti pada gambar di bawah ini:
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/" PENYELENGGARAN PELATIHAN DAN
PENILAIAN KOMPETENSI

Penyelenggaraan Pelatihan
Bidang Fungsional dan HAM
141.256 orang

Penyelenggaraan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan
200.721orang

Penyelenggaraan Pelatihan
di Wilayah 14.380 orang

Penyelenggaraan Penilaian
Kompetensi 5.520 orang

Penyelenggaraan
Pendidikan Vokasi 2.521
orang

POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA

Restrukturisasi Politeknik llmu Pemasyarakatan dan
Politeknik Imigrasi menjadi Politeknik Pengayoman
Indonesia  (POLTEKPIN), sebagai tindak  lanjut
rekomendasi BPK untuk meningkatkan efisiensi dalam
manajemen dan operasional pendidikan

6 WEBINAR SERIES

301.240 reserta
Gambar 14. Capaian BPSDM Hukum 2024

1.Penyelenggaraan Pel ati han dan Penil aian
Sepanjang tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM melalui unit
terkait berhasil menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan
penilaian kompetensi yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas

sumber daya manusia. Total peserta pelatihan tersebar dalam berbag ai

kategori sebagai berikut:

1. Pelatihan Bidang Fungsional dan HAM diikuti oleh  141.256
orang .

2. Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan diikuti oleh  200.721 orang

3. Pelatihan Wilayah  menjangkau 14.380 orang

4. Penilaian Kompetensi dilakukan terhadap  5.520 orang

5. Pendidikan Vokasi diselenggarakan untuk  2.521 orang

2. PolitekRemnkayomadonesia (POLTEKPI N)
Sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penguatan kelembagaan
pendidikan, Kemenkumham telah melakukan restrukturisasi
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi
Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) . Langkah ini
merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK guna meningkatkan
efektivitas manajemen dan operasional pendidikan di lingkungan
Kemenkumham.

3.Kegi aWahinar
Selain pelatihan formal, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui
penyelenggaraan 6 webinar series  yang berhasil menjaring  301.240
peserta , menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pembelajaran
digital dan kolaboratif.
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l1ClpaikKinnednapektoran (Jletndeenr)alKemenkum
Sepanjang

mer ai

NILAI ASPEK EVALUASI
AKIP INTERNAL

1.Ni

19,39/20

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi
AKIP Tahun 2024 Nomor
B/614/AA05/2024 Tanggal 19
Desember 2024 dari Kementerian
PANRB

tahun
h beberapa

NILAI KOMPONEN STRUKTUR
DAN PROSES PADA MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP

0 ,87]/0,802

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi
Atas Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP  Terintegrasi
Pada Kemenkumham Tahun 2024
Nomor PE.09.03/LHP-99/D202/1/ 2024
tanggal 31 Juli 2024

2024,
capaian

l nspektorat

sepert.i

INDEKS MANAJEMEN

RISIKO

pada

3,338:.0

Berdasarkan Laporan Hasil Pemetaan
Penyelenggaraan SPIP  Terintegrasi
(SPIPT) dalam rangka Pengukuran
Baseline Maturitas SPIP Terintegrasi
pada Kemenkumham Tahun 2024
Nomor  PE.09.03/SP-10/D2/02/2025
tanggal 12 Februari 2025

INDEKS EFEKTIVITAS NILAI KAPABILITAS APIP
PENGENDALIAN KORUPSI e

2,8] 4/3,0

Berdasarkan Laporan Hasil Pemetaan
Penyelenggaraan SPIP  Terintegrasi
(SPIPT) dalam rangka Pengukuran
Baseline Maturitas SPIP Terintegrasi
pada Kemenkumham Tahun 2024
Nomor  PE.09.03/SP-10/D2/02/2025

2024

2024

tanggal 12 Februari 2025

3,25 5/3,1

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi
Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas
APIP Pada Ijen KemenkumhamTahun
Nomor
93/D2/02/2024 tanggal 4 September

PE.09.03/SP-

Gambar 15. Capaian Itjen 2024

ai Aspek

Ev al

uasi

AKI P |

nt ernal

Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai 19,39 dari total 20
dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024. Penilaian ini berdasarkan Laporan Evaluasi Kementerian PANRB

Nomor B/614/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024. Nilai i

mencerminkan tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi

pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian.

2 . Ni

ai

Komponen

Strukt

ur

dan

Proses

ni

dalam

SPI P

Pada aspek maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Kementerian memperoleh nilai 0,871, melebihi
target yang ditetapkan sebesar 0,802. Capaian ini mengindikasikan
bahwa struktur dan proses pengendalian internal telah terlaksa
secara memadai dan terintegrasi.

3.1

ndeks

Manaj emen

Ri si

k o

na

Nilai indeks manajemen risiko mencapai 3,338, melampaui target
mencerminkan bahwa Kementerian telah
mengimplementasikan pengelolaan risiko secara komprehensif dan
terintegrasi, sesuai dengan hasil pengukuran baseline SPIPT oleh
Inspe ktorat Jenderal.

sebesar 3,0. Hasil

4 .1

ndeks

ini

Ef ek

ti

vitas

Pengendal i an

Korupsi

Dalam aspek pengendalian korupsi, Kementerian memperoleh nilai
2,814 dari target 3,0. Meskipun belum mencapai angka maksimal,

capaian

ini

menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi

pengendalian potensi korupsi di lingkungan Kemenkumham.

5.Ni
Nilai

ai

Kapabilitas

kapabilitas Aparat
Kemenkumham mencapai 3,255 dari target 3,1, yang menandakan
bahwa fungsi pengawasan internal telah dilaksanakan dengan tingkat
kematangan tinggi dan mendekati level optimal.

API
Pengawasan

P

dalam

Intern Pemerintah (APIP)

Jende
gamba
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Capatcaanpai an tersebut menunjukkan komitm
dal am meningkatkan tata kelola pemerintah

dan akuntabel mel al ui penguatan sistem pen
strategis pengawasan internal

Sepanjang 2024 I nspektorat Jender al Kem
serangkaian kegiatan pengawasan internal
tabel di bawah:

Tabel 5. Capaian Kegiatan Itjen 2024

No Kegiatan Capaian

AUDIT (Barang Jasa dan Pengelolaan BMN, Tusi, 151
Pengelolaan Keuangan Negara, Pengelolaan PNBP)

2 AUDIT TUJUAN TERTENTU  (Pengaduan Masyarakat) 87
REVIU (Laporan Kinerja, RKAKL, RKBMN, P3DN,

3 Buka Blokir Anggaran, PBJ, Laporan Keuangan) 160

4 EVALUASI (SAKIP satker, WBBM, SPIP Terintegrasi, 168
Duta Integritas, Prog Prinas, Manajemen Risiko)
PEMANTAUAN (Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi

5 SPIP Terintegrasi, SAKIP, Rekomendasi APIP 115
ITJEN/BPK/BPKP/ORI)

6 PENGAWASAN LAINNYA (Asistensi, konsultasi, 231

sosialisasi, workshop, Sidak Pimpinan)

1. Capaian Kegiatan Pengawasan Tahun 2024
Sepanjang tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan
HAM melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pengawasan untuk
memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan
akuntabel. Total enam kategori kegiatan berhasil dilaksanakan denga n
capaian sebagai berikut:

2. Audit
Meliputi audit atas pengadaan barang/jasa, pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN), tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan negara, dan
PNBP, dengan capaian 151 kegiatan

3. Audit Tujuan Tertentu.
Merespons pengaduan masyarakat melalui audit dengan fokus
khusus, dengan total 87 kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Reviu
Meliputi reviu terhadap laporan kinerja, RKAKL, RKBMN, P3DN, hingga
laporan keuangan dan pembukaan blokir anggaran, dengan capaian
160 kegiatan

5. Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap SAKIP satuan kerja, Zona
Integritas (WBBM), SPIP Terintegrasi, Duta Integritas, Program Prioritas
Nasional, dan manajemen risiko, dengan total 168 kegiatan

6. Pemantauan
Fokus pada tindak lanjut hasil evaluasi SPIP Terintegrasi dan
rekomendasi pengawasan dari APIP, Itjen, BPK, BPKP, dan ORI.
Capaian mencapai 115 kegiatan

7. Pengawasan Lainnya
Berupa asistensi, konsultasi, sosialisasi, workshop, dan inspeksi
mendadak pimpinan, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan non -
rutin dengan jumlah tertinggi yaitu 231 kegiatan
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1.10Capaian Kin€ejabdsan Bidang Ref or masi

Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
merepresentasikan  kemajuan dan efektivitas pelaksanaan RB
Kementerian. Tujuan implementasi RB yaitu menciptakan tata kelola
pemerintahan yang bersih, akuntabel, efisien dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Capaian bidang RB Kementerian Hukum dan
HAM meliputi Pelayanan Publik, Indeks Sistem Merit , dan Opini BPK atas
laporan keuangan.

N
PENGHARGAAN DARI KEMENPAN RB
Piagam penghargaan terhadap 3 lokus

kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik tahun
2023 yaitu:

Berdasarkan Undang -undang
Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan
publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka

akKanim Non TPl Balikpapan dengan pemenuhan kebutuhan
Kategori Pelayanan Prima.

b.Gerai Pelayanan AHU Cikini dengan pelayanan Sesua| dengan
Kategori Sangat Baik.

c.Lapas Kelas | Surabaya dengan Kategori peraturan perundang - undangan

Baik.

bagi setiap warga negara dan

Piagam penghargaan terhadap 5 lokus

SRR penduduk  atas  barang, jasa,

prasarana kelompok rentan yaitu:

dan/atau pelayanan administratif

a.Kanim Kelas Il Non TPl Ponorogo sebagai

UPP Terbaik. | yang disediakan oleh
b.Lapas Kelas | Cirebon dengan Kategori .

sangat Baik. penyelenggara pelayanan publik.
c.lapas Kelas Il B Yogyakarta dengan .

Kategori Sangat Baik. Capaian Kemenkumham  dalam
d.Kanim Kelas | TPl Palu dengan Kategori

Sangat Baik. penyelenggaraan pelayanan

e.Kanim Kelas Il TPl Tanjungpandan
dengan Kategori Sangat Baik.

publik pada tahun 2023 vyaitu
Gambar 16. Terobosan bidang Reformasi Birokasi; Menerima piagam penghargaan
terhadap 3 (tiga) lokus kegiatan
pemantauan dan evaluasi kinerja
peny elenggaraan pelayanan publik dan 5 (lima) lokus kegiatan monev
sarana prasarana kelompok rentan.

Penghargaan dalam Pelayanan Publik

WYoerese

panrb

Digiﬁl Government Award
~ SPBE Summit 2024 7' ©

Penerapan e
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ¢ akieleie T
Terbaik pada Kategori C e
Kementerian S :_:7: _: X

Diberikan Kepada: b

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 17. Gambar 24. Terobosan bidang Reformasi Birokasi: Indeks SPBE
Capaian lainnya yang turut meningkat adalah indeks SPBE dimana
Kemenkumham  mendapatkan kategori terbaik di tingkat Kementerian
pada Digital Government Award SPBE Summit 2024. Indeks SPBE
merupakan ukuran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk
menilai seberapa efektif penerapan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) dalam proses pemerintahan. Capaian indeks SPBE Kemenkumham

B
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mengalami peningkatan dari 4,21 di tahun 2023 menjadi 4,36 di tahun
2024 .

336,5
SANGAT BAIK
» KEMENTERIAN HUKUM
" DAN HAK ASASI MANUSIA 3735
AR l _ ?{} . SANGAT BAIK
- 3 A i T
B KK
* Anugerah Meritoktasi tahun
2022 dengan predikat
‘Sangat Baik”.
PENGHARGAAN KASN AWARD * Termasuk dalam 10 Nilai
Sistem Merit Tertinggi di
B — Tingkat Kementerian,

Gambar 18. Terobosan bidang Reformasi Birokrasi: Anugerah meritokrasi
tahun 2022

Terobosan Kemenkumham berikutnya terkait dengan pengelolaan
SDM ASN. Pada tahun 2022, Kemenkumham mendapatkan anugerah
Meritokrasi dengan predi kat o0Sangat Bai ko
Sistem Merit tertinggi di tingkat Kementerian. Sistem Merit sendiri
merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Peningkatan sistem merit  Kemenkumham terjadi dalam rentang waktu
2020 0 2023 dimana capaian periode 2020 0 2021 sebesar 336,5
meningkat menjadi 373,5 di periode 2022 0 2023.
Penilaian Opini BPK terhadap laporan
keuangan merupakan penilaian atau
pendapat profesional yang diberikan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
kewajaran penyajian laporan keuangan
pemerintah, baik pemerintah  pusat
maupun daerah, berdasarkan hasil audit
yang dilakukan. Opini ini merupakan
evaluasi terhadap kesesuaian laporan
keuangan dengan prinsip akuntansi yang
berlaku dan standar pemerintahan yang
ditetapkan. Capaian  Kemenkumham vyaitu
Reformasi  Birokrasi:  Opini  BPK perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian
kategori WTP selama 14 tahun (WTP) sebanyak 1 5 kali berturut -turut
terakhir diartikan bahwa pelaporan keuangan telah
disusun dan dirumuskan dengan wajar dan
sesuai dengan standar yang ditetapkan atau dengan kata lain, pengelolaan
keuangan Kemenkumham akuntabel.

Gambar 19. Terobosan bidang
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TINDAK LANJUT PENGADUAN
MASYARAKAT (LAPOR)

Sebagai salah satu Kementerian dengan
pengelolaan terbaik dalam penanganan
pengaduan, Kemenkumham berkomitmen
meningkatan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik dengan prinsip
memberikan respon dan solusi cepat serta
terpercaya atau “fast response, fast
solution, and trusted complaint handling
system"”, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

Tahun 2023 : Meraih TOP 10 Kementerian
Peng terbaik dengan Peringkat
terbaik pada Posisi Ke-3, dengan

penilaian atas Kecepatan dan
Ket P iganan Tindaklanjut
Laporan Pengaduan baik di Unit Pusat
dan Kantor Wilayah serta UPT

Gambar 20.  Terobosan bidang Reformasi

Birokrasi:peringkat ke-3 dalam kecepatan dan

ketuntasan penanganan LAPOR

Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online  Rakyat
(LAPOR), adalah sistem
pengaduan terpadu berbasis
digital yang memungkinkan
masyarakat Indonesia untuk

melaporkan berbagai keluhan,

masalah, atau aspirasi terkait

pelayanan publik,

administrasi pemerintahan,

maupun kebijakan tertentu.

Tindak lanjut terhadap
pengaduan masyarakat
merupakan bukti bahwa
Kemenkumham berkomitmen
untuk mendengar dan
memproses pengaduan serta
aspirasi masyarakat dalam
penyelenggaraan tugas dan

fungsinya. Kecepatan penanganan pengaduan dan aspirasi diharapkan
dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap

institusi serta mendorong peningkatan peran masyarakat dalam
pengawasan pelayanan publik. Lebih jauh lagi, tindak lanjut dihar apkan
dapat me njadi solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan
publik. Prestasi Kemenkumham terkait LAPOR yaitu masuk ke dalam TOP
10 Kementerian Pengelolaan terbaik dengan berada pada peringkat ke -3.
Hal tersebut didapatkan dari hasil penilaian atas kecepatan dan
ketuntasan penanganan tindak lanjut laporan pengaduan di tingkat pusat,

kantor wilayah dan UPT.

dan_perseroan perseorangan, layanan jaminan-
fidusia dan layanan administrasi kurator.

- DITJEN KI
Gambar 21. Terobosan bidang Reformasi Birokrasi:

Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik

Kinerja reformasi kementerian Kemenkumham dapat dlihat melalui
hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim evaluator KemenpanRB sejak
tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM selalu berkomitmen untuk
membenahi tata kelola pemerintahan dan telah berhasil meraih indeks
reformasi birokrasi tahun 2024 denga n predikat AA (sangat memuaskan)
yaitu 90,38. Dimana nilai RB general 86,33 sedangkan untuk nilai RB
tematik 4,05, adapun pencapaian tersebut tersusun 28 indikator RB
general antara lain:



-56 -

I Capaian | Capaian

No Penilaian Skala 2023 2024

1. | Tingkat implementasi rencana aksi 100 93,27 100
RB general

2. | Persentase penyederhanaan 100 86,05 100
struktur organisasi

3. | Tingkat capaian sistem Kkerja 5 4 5
untuk penyederhanaan birokrasi

4, Indeks Tata Kelola Pengadaan 100 95,77 99,87

5. | Survei Kepuasan Masyarakat 100 97,74 98,22
(SKM)

6. Indeks Perencanaan 100 94,01 97,80
Pembangunan

7. Indikator Kinerjaa Pelaksanaan 100 95,40 95,72
Anggaran (IKPA)

8. Indeks Pelayanan Publik 5 412 4,72

9. Indeks Kualitas Kebijakan 100 81,04 91,03

10. | Indeks Pengelolaan Aset 4,00 3,23 3,60

11. | Tingkat Digitalisasi Arsip 100 75,11 88,70

12. | Tingkat Kepatuhan Standar 100 83,81 87,56
Pelayanan Publik

13. | Indeks SPBE 5,00 4,21 4,36

14. | Survei Penilaian Integritas (SPI) 100 71,92 78,40

15. | Nilai SAKIP 100 77,89 78,32

16. | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 100 54,60 77,88
Pemeriksaan BPK

17. | Indek BerAKHLAK 100 58,90 77,20

18. | Indeks Pembangunan Statistik 5,00 3,21 3,39

19. | Tingkat Maturitas SPIP 5,00 2,72 3,34

20. | Tingkat Implementasi Kebijakan 5,00 1,00 3,00
Arsitektur SPBE

21. | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan 5,00 5,00 5,00
Masyarakat (LAPOR) yang sudah di
selesaikan

22. | Indeks Reformasi Hukum 100 100 100

23. | Indeks Sistem Merit 410 373,50 373,50

24. | Tingkat Keberhasilan 3,00 1,00 1,00
Pembangunan Z|

25. | Opini BPK WTP WTP WTP

26. | Capaian Prioritas Nasional 100 99,60 98,37

27. | Capaian IKU 100 100 95,23
Kementerian/Lembaga

28. | Rencana Aksi Pembangunan RB 3,00 2,90 2,50
General

Sedangkan untuk pencapaian RB Tematik tersusun dari
indikator, antara lain :

_— Capaian | Capaian
No Penilaian Skala 2023 2024
1. Pengentasan Kemiskinan 2,00 0,00 0,55
2. Peningkatan Investasi 2,00 2,00 0,79
3. Penanganan Stunting 2,00 0 0,55
4, Penggunaan Produk Dalam Negeri 2,00 1,92 1,37
5. Laju Inflasi 2,00 0 0,79

Capaian RB Tematik tersebut diwujudkan dengan beberapa

peluncuran layanan meliputi:

5
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Jenderal

Peraturan Perundang -
undangan (Ditlen PP) telah berhasil melakukan terobosan signifikan

dalam meningkatkan  aksesibilitas dan transparansi informasi hukum
melalui integrasi layanan berbasis teknologi.

1. Portal Terintegrasi
Ditjen PP telah mengintegrasikan
ke dalam satu portal tunggal, yaitu

Swenkum e-penyusunan

seluruh layanan teknologi informasi
https://djbp.kemenkum.go.id

e-pengundangan ga

N

X D A &
oy @2

Gambar 22. Tampilan https://djbp.kemenkum.go.id
Langkah ini memudahkan masyarakat dan stakeholder
mengakses berbagai layanan hukum secara efisien dari mana saja,
kapan saja.

untuk

2. Peraturan.go.id sebagai Pusat Data Hukum
Portal peraturan.go.id juga diintegrasikan dengan website e -
pengundangan serta pengelolaan data hasil integrasi kedua website
tersebut. Portal ini berfungsi sebagai pusat data dan informasi hukum
yang komprehensif, mencakup:

o Peraturan tingkat pusat (seperti
Peraturan Pemerintah).

o Peraturan menteri/lembaga non

o Peraturan daerah.

o Selain itu, portal ini juga menampilkan relasi antar peraturan,
seperti keterkaitan sebagai peraturan pelaksana, dasar hukum,
atau informasi tentang pencabutan dan perubahan suatu
peraturan.

Terobosan ini tidak hanya menyederhanakan proses pencarian dan
analisis peraturan, tetapi juga mendukung transparansi dan
konsistensi hukum di Indonesia. Dengan adanya fitur relasi peraturan,
pengguna dapat memahami konteks hukum secara lebih holistik.

Peraturan Presiden atau

-kementerian.


https://djbp.kemenkum.go.id/
https://djbp.kemenkum.go.id/
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Pengelolaan data Peraturan Perundang -undangan yang telah
diundangkan pada website peraturan.go.id, mencakup jumlah data
Peraturan Perundang -undangan yang telah dipublikasikan pada
website peraturan.go.id, yang terdiri dari peraturan yang diundangkan
dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara dan Lembaran
Negara/Tambahan Lembaran Negara. Lebih detail terkait data PUU
yang dikelola melalui website peraturan.go.id dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Tabel 6. Data pada website peraturan.go.id

No. Jenis Peraturan Jenis Pengundangan Jumlah

1 | Peraturan Menteri/Lembaga Berita Negara (BN) 892
2 | Undang -Undang Lembaran Negara ( LN) 134
3 | Peraturan Pemerintah Lembaran Negara (LN) 47
4 | Peraturan Presiden Lembaran Negara (LN) 132
5 | Peraturan OJK Lembaran Negara (LN) 29
6 | Peraturan Bank Indonesia Lembaran Negara (LN) 10
7 | Peraturan BPK Lembaran Negara (LN) 1

Total Jumlah Peraturan 1245

Berdasarkan data yang tercatat, terlihat jelas bahwa sistem peraturan
perundang -undangan di Indonesia memiliki karakteristik yang
berlapis dan dinamis. Dominasi Peraturan Menteri/Lembaga yang
mencapai 892 dokumen atau 71,6% dari total 1.245 peraturan
menun jukkan betapa aktifnya tingkat kementerian dan lembaga
dalam menerbitkan regulasi teknis. Peraturan -peraturan ini
seluruhnya diundangkan melalui Berita Negara, yang mencerminkan

sifat operasional dan implementatifnya.

Di tingkat yang lebih tinggi, terlihat konsistensi dalam hierarki hukum.

Undang -Undang sebanyak 134 dokumen, Peraturan Presiden 132
dokumen, dan Peraturan Pemerintah 47 dokumen semuanya
diundangkan melalui Lembaran Negara, sesuai dengan kedudukan
pentingny a dalam sistem hukum nasional. Angka -angka ini
menunjukkan keseimbangan antara produk legislatif dari DPR dan
Pemerintah, dengan Peraturan Presiden yang nyaris menyamai jumlah
Undang -Undang.

Sektor keuangan juga tercatat memiliki peran dalam pembentukan
peraturan, meskipun dengan volume yang lebih kecil. Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menerbitkan 29 peraturan, Bank Indonesia 10
peraturan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1 peraturan.
Meskipun hanya menyumbang 3,2% dari total, peraturan -peraturan
ini memiliki dampak signifikan khususnya di bidang moneter dan

fiskal.
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Q) peraturan.go.id e
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Gambar 23. Kinerja website Peraturan.go.id

Berdasarkan hasil monev, layanan website Peraturan.go.id telah
menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang tahun 2024. Tingkat
ketersediaan ( availability ) layanan mencapai 99,9% , jauh melampaui
target yang ditetapkan sebesar 92%. Angka ini menunjukkan bahwa
platform tersebut beroperasi secara stabil tanpa mengalami
gangguan yang signifikan selama periode tersebut. capaian tingkat
ketersediaan ( availability ) layanan mencapai 99,9% menunjukkan
bahwa downtime (website tidak dapat diakses) kurang dari 9 jam
dalam setahun dan Rata -rata downtime hanya 43 detik per hari

. Aplikasi e -Harmonisasi

Aplikasi e-Harmonisasi merupakan platform digital yang dirancang
untuk mempermudah proses harmonisasi rancangan peraturan
antara pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota), dan masyarakat.
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Fitur keren
e, e-Harmonisasi:

Pemerintah K/L dan Pemda dapat mengajukan,
serta peny

terhadap rancangan peraturan secara lebih

terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Masyarakat dapat
memberi masukan/
tanggapan atas
rancangan regulasi. J

~"_/

Gambar 24. Fitur Aplikasi e -Harmonisasi
Aplikasi e -Harmonisasi dapat memudahkan Pemerintah K/L dan
Pemda untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan
terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan
terdokumentasi dengan baik. Selain itu, aplikasi e -Harmonisasi ini
juga dapa t digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau
tanggapan atas rancangan regulasi.
Kehadiran layanan baru ini sangat penting karena pembentukan
peraturan perundang -undangan merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam tata pemerintahan suatu negara. Dengan jumlah 55
Kementerian/Lembaga (K/L), 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota,
Indonesia ten tu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan
perundang -undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum.

Gambar 25. Peluncuran layanan e -Harmonisasi

Layanan ini diluncurkan secara resmi pada 25 Februari 2025 oleh
Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Japan
International Cooperation Agency (JICA) dan Kedutaan Besar
Jepang.

. Buku tanya jawab
Buku Tanya Jawab ini merupakan hasil dari "Proyek Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual dan Konsistensi Hukum dalam Rangka
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Peningkatan Lingkungan Usaha" yang telah dilaksanakan sejak
Desember 2015 hingga September 2021, dan "Proyek Mekanisme
Penyelesaian Sengketa yang Efisien dan Adil serta Pengembangan
Kapasitas Penyusunan Peraturan Perundang -undangan untuk
Meningkatkan Lingk ungan Usaha" yang telah dimulai sejak Oktober
2021. Sebelumnya, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan edisi peraturan tingkat pusat telah
diterbitkan pada Desember 2019, dan edisi tingkat peraturan daerah

telah diterbitkan pada  Juli 2022.

Hal menarik di
Buku Tanya Jawab:

Sudah memuat hal- =

hal baru dalam Kitab —y

Undang-undang
Hukum Pidana
(KUHP)

Ada contoh kasus
bagaimana
merumuskan ketentuan
pidana pada Peraturan
Daerah di masa transisi
keberlakuan Kitab
Undang-undang Pidana
dan setelah berlakunya
KUHP

Sudah memuat
materi terkini seputar
peraturan perundang-
undangan

Gambar 26. Fitur buku tanya jawab
Buku tanya jawab ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang biasa
diajukan oleh para perancang peraturan yang bertugas menyusun dan
meninjau peraturan sehingga setiap perancang peraturan memiliki
pemahaman yang sama dengan satu sama lain.

. Pengesahan RUU perubahan ketiga atas UU 13/2016 tentang Paten
Perubahan undang -undang ini merupakan langkah penting dalam
memperkuat sistem paten di Indonesia, meningkatkan pelindungan
terhadap invensi -invensi di tanah air, serta menyelaraskan dengan
ketentuan internasional.
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Menkumham Supratman Andi Agtas
mewakili Presiden Republik Indonesia
mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas
UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
pada 30 September 2024.

Gambar 27. Pengesahan RUU perubahan ketiga atas UU 13/2016 tentang Paten

Perubahan signifikan yang disepakati meliputi penambahan definisi

baru terkait "Pengetahuan Tradisional” dan "Sumber Daya Genetik,"
pembaruan ketentuan terkait invensi yang tidak dapat diberi paten,

serta penambahan grace period dari enam bulan menjadi satu tahun
Pengaturan permohonan paten terkait pemakaian sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional sesuai dengan World Intellectual
Property Organization (WIPO) Treaty on Genetic Resources Related to
Traditional Knowledge (GRTK) yang telah diadopsi Ind onesia dalam
Sidang Umum WIPO pada 9 Juli 2024 di Jenewa, Swiss

. Kerja Sama di Bidang Hukum

Pada 6 Februari 2025 , Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan
menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) di Kota
Sejong, Korea Selatan, untuk memperkuat kerja sama di bidang
hukum. Kerja sama ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM

RI, Supratman Andi Agas , dan Menteri Legislasi Pemerintah
Republik Korea, Lee Wan -Kyu, sebagai wujud komitmen kedua
negara dalam meningkatkan tata kelola hukum berbasis teknologi dan
pertukaran pengetahuan.



-63 -

Indonesia - Korsel
Tanda Tangan Kerja Sama
di Bidang Hukum

i dan pemanfaatan
stem informasi hukum

Gambar 28. Kerja Sama di Bidang Hukum

Bentuk Kerja Sama Hukum Indonesia -Korea :
A pembangunan sistem informasi hukum

penguatan kapasitas legislatif
A pembagian informasi hukum secara waktu nyata (real -time)
A pertukaran informasi dan dokumen hukum
A penelitian bersama dalam bidang hukum
A penyelenggaraan konferensi internasional

1.1.12Terobosan Program Administrasi Hukum Um
Ditjen AHU telah memiliki 95 Layanan yang bersifat online sehingga
memudahkan masyarakat atau stakeholder untuk mengakses dimana

saja melalui https://ahu.go.id/


https://ahu.go.id/

-64 -

Ditjen AHU Online

Gambar 29. Portal layanan AHU Online
Sepanjang tahun 2024, Ditien AHU berhasil melakukan beberapa
terobosan di bidang:

1. Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan merupakan Bentuk b
didirikan Ol eh hanya 1 (satu) orang tan
dan memenuhi kriteria Usaha Mikro Keci
KehadiRPeamser oan Perorangan M&imMu pPaekraonr an
terobosan hukum yang strategis dalam me

ek onomi I ndonesi a. Kebijakan I ni
menyeder hanakan pendirian badan hukum u
pel aku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
mudah dia@alkeslkssel uruh | akpats.an masyar a
Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp.50.
dapat memi | i ki perseroan perorangan de
beri kut:
1. Mendapatkan kepastian status badan h
2.Pemi sahan kekayaan pribadi dengan ke
3.Pendirian sangat mudah, bi sandiilnekuk:
(tidak perlu ke notaris)
4 Memi |l i ki NPWP sendiri
5.Modal pendirian bebas (bisa RpO s.d
6.Bi sa membuat rekening bank atas nama
7.Sertifikat dapat di gunakan sebagai
mo d al ke bank dan investor
8. Pendiri menj adi direktur dan pemegan
9. Menj adi prioritas program pemerintah

Sejak peluncuran pada tahun 2021, permintaan terhadap layanan
perseroan perorangan terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti
terlihat pada gambar di bawah ini:
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86.597 83.340

60.793

9.112

2021 2022 2023 2023

Gambar 30. Pendaftaraan Perseroan Perorangan

Peningkatan per mintaan tertinggi t er ha
perorangan terjadi pada tahun 2022 denc
567, 188ngan jumlah permintaan | ayanan s
.Layanan Aposill e

Aposi Imer upakan pengesahan tanda t an
pengesahan cap, juga segel resmi dal am
mel al ui pencocokan dengan spesi men me
Adapun manf aat dar i Apostill e adal ah (
me menuhi persyarat ajnenliesgadolswamen 6@Bubl i k
menj adi standar dalam pengajuan vVvi sa,
persyaratan pendidi kan, dan pelati han d
dan transkrip nilai, serta dokumen | ai
dapat | angsung di gagarkanPidhakli2KomMvens:i
dan dapat mendukung | alu Ilintas dokume
menj adi | e Pier md enpgata.n | ayanan dapat dil &
apostill e.daahnu. meonaeaet akan sti ker | egal i s
apostille dapat dili hat pada gambar di
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Lippo Mall Puri, GF-99 (Samping Lobby SOGO)
JI. Puri Indah Raya No. 6 RT.3/RW.6, Kembangan
Sel,, Kec, Kembangan, Kota Jakarta Barat

R o [ |

[ 1 ) ) O

Galeri Layanan AHU, Kuningan City Mall Lt. 2
JI. Prof. Dr. Satrio NoKav. 10, Kuningan,
Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan

e = = fi) o |
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Gambar 31. Tempat cetak stiker legalisasi dan sertifikat apostille

Adapun terobosan Dit jLeany aAnHaln tAepr dhsatdeahpl ae

Ditjen My eder hanakan proses l egal i
Il nternasional yang sebel umnya amembut u
menj adi 1 tahapan mel al ui penerbitan

Kementerian Hukum sebagai otoritas Kkomp

@ Permohonan @ Diselesaikan

194.097
137.550
59.189

2022 2023 2024
Gambar 32. Penyelesaian permintaan layanan apostille

Ani mo masyarakat sangat tin
di luncur kidal I ni ditandai de
per mohonan terhadap | ayanan da
tertinggi terjadi pada tahun 2
permohonan, dengan 98, 48% permohonan da
tahun tersebut
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3.Naturalisasi Atl et Sepak Bol a

Naturalisasi i sti mewa adalah proses pei
I ndonesia kepada orang asing yang diang
kepentingan khusus bagi negar a, yan

g
keputusan presiden dengan persetujuan O
Admini st Hagum Umum (Ditjen AHU) me mi | i k

dal am memproses permohonan naturalisasi

I sti mewa, sebelum diajukan ke pRedraa nparne s

tersebut diantaranya:
a.Pemroses Per mohonan: Ditjen AHU bel
per mohonan naturalisasi, bai k y anc
| angsung maupun mel al ui perwakil an
b.Verifikasi dan Validasi: Ditjen AHU
val i dasi terhadap kelengkapan dokunm
persyaratan yang berl aku
c.Penyusunan Dokumen: Ditjen AHU ber
dal am penyusunan dokumen yang dip
pengajuan permohonan naturalisasi k
termasuk presiden dan DPR.
d.Koordinasi: Ditjen AHU juga berper a
dengan berbagai instansi terkait dal

Dengan demikian, Diten AHU memiliki peran sentral dalam
memastikan bahwa proses naturalisasi, khususnya naturalisasi

istimewa, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku dan memberikan manfaat bagi negara.

Salah satu layanan naturalisasi istimewa yang diberikan oleh
Ditien AHU adalah naturalisasi terhadap pemain keturunan
Indonesia yang bermain di liga Eropa untuk masuk ke dalam
timnas , seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
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NAMA-NAMA ATLET SEPAK BOLA NATURALISASI ISTIMEWA

Gambar 33. Atlet Naturalisasi

Sepanjang tahun 2024 -2025 Ditjien AHU telah memberikan

layanan naturalisasi atlet sebanyak 20 orang, 10 (50%)

diantaranya dilakukan pada tahun 2024. Naturalisasi ini

dianggap penting dengan tujuan sebagai berikut:

a.Menambah kedal aman skuad ti mnas
b.Transfer kaoaawil ekgmpet i si Eropa
c.Meningkatkan daya saing di l evel asi
d.Pembinaan usia dini & regenerasi pen

4 Pencat asto&amal enterprise : empowering ch

Merupakan bent uk usaha ber badan
di definisikan sebagai perusahaan vyang
profit, tetapi juga bertujuan untuk mer
dan/ atau memberi kan dampak positif k ep
' i ngkungan mel anlguidibliasikieksgyrayla ber kontri b
pada SDGs, entitas ini di harapkan mamp
nyata di-seslktkdror penting sepert.i pengent
kesehat an, pendi di kan, kesetaraan gend:é
energi dan |lingkungan.al Pemiteirpba@amsteu] uar
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unt uk member i kan pengakuan res mi kepad
berdedi kasi untuk tujuan sosi al

Pencatatan i ni memungki nkan peme
memberi kan insentif khusus dan fasilita
oper asisomrcadlal ent xkhpursiusey a bagi usaha
menengah serta perusahaan yang mel i bat
seperti penyandang disabilitas. Layanan
menari k minat investor berdampak dari b
di tengah meningkatwodwphami navegtabnl sos
l i ngkungan. Dengan pencatatan r esmi i ni
mudah mengi desmotciiefailtkearsplrii slendonesi a yang
terverifikasi, sehingga mereka dapat me
mencapali tujuan yang sepmuiams uwgetnagiama bpl rei
i nvesting

Bent uk kontri busi i nvestor ber dampa
emberian hibah, eguwijtaymawmg s gdaarndi har apka
emberi kaai nmenngb u at model bi snis- seper
embaga pendidi kan dunia yang memang su
uatu jarmpagamvestor duni a. Dengan dem
anya membuka peluang unso&i pengedimbapgia
[ t nasi onal tetapi juga memperl ua
I

a

I

ngan | angkah I ni , PT Soci al Ent e

tan ekonomi baru yang mendukung Kk
dan pembangunan yang indklusif. Sel ain

ng bagi i nvestor berdampak gl obal

I Entlemgpomnesi di mel al ui hi bah, pinj .

n pencatatan resmi, mereka dapat

an dengan prinsip Sustainable I nve

dananNMWHK Badan Usaha

en AHU telah melakukan penyesuai an
em AHU Online. Penyesuaian i ni me r |
en Pajak dalam pemadanan NI K -sebaga
ngn Nomor 7 Tahun 2021 yang atur an
turan Romsei d&8nTahun 2021 dan Perat
ngan Nomor 112/ PMK. 03/ 2022.

I ni Pendaftaran badan bai k i1itu bas
a dimudahkan dengan hadirnya Siste:]
m ( SABH) dan Sistem Administrasi B a
en AHU. SABH dan SABU me mbuat pe
kukan secaarna bdearkiansg pdun di git al de
Tangan El ektroni k (TTE) . l zi n usaha
Penyel enggaraan Peri zinan Berusaha Bel
Sistem Onl i ne Singl e Submi ssion ( OSS

A

(¢
—F X CcC SO~ wnm
C oo Q— ~+—

@ —

l nvestasi/ Badan Koordinasi Penanaman Mo
Waji b Pajak Badan saat mendaftar mel al u
mendapat kan NPWP berdasarkan SABH Ditj e
hukum sepert.i Perseroan Terbatas (PT),
(PP), Yayasalngi dansdratitan SABU Ditjen AHU
usaha rsteipePer sekutuan Komanditelrai(mCV) , F

6.PengembakgGamsi
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Dalam rangka mendorong percepatan | ayar
Ditjen Administrasi Hukum Umum eaengemb
Gr assebagai i novasi di gital unt uk me
pengajuan permohonan secara elektroni k.

« Surat Permohonan dari LAPAS ke Ditjen
AHU digjukan secara proses surat menyurat
konvensional sehingga memakan waktu
yang lama.

« Dokumen persyaratan kelengkapan
Permohonan grasi dilampirkan dengan Surat
Permohonan grasi dan dikirimkan secara fisik

+ Pemeriksaan dokumen kelengkapan
permohonan grasi dilakukan secara manual
oleh Tim Kerja Layanan Grasi

LAYANAN GRASI ELEKTRONIK

resmi Ditjen AHU

Ditjen AHU

+ Surat Permohonan grasi disampaikan secara
elektronik/berbasis TI oleh pemohon grasi
yang berada di LAPAS/LPKA melalui laman

« Dokumen persyaratan kelengkapan
Permohonan Grasi dikirimkan secara
online/soft file (diunggah) pada laman resmi

= Pemeriksaan dokumen kelengkapan Surat
Permohonan grasi oleh Tim Kerja Layanan
Grasi dilakukan secara elektronik/berbasis Tl

« Jangka waktu penyelesaian surat
pertimbangan grasi sesuai Pasal 17
Permenkurm dan HAM No. 49 Tahun 2016
yaitu 14 hari kerja dan diperpanjang menjadi
14 hari menjadi mundur bahkan melampaui
waktu penyelesaian yang ditentukan

waktu

« Pengawasan/pemantauan proses
penyelesaian surat pertimbangan grasi yang
berjenjang menjadi sulit untuk dipantau/
dikontrol/dikendalikan karena dilakukan
secara konvensional

secara elektronik

Gambar 34. Perbedaan layanan grasi manual vs e

» Jangka waktu penyelesaian surat
pertimbangan grasi menjadi terukur, tepat

» Pengawasan/pemantauan proses
penyelesaian surat pertimbangan grasi yang
berjenjang menjadi lebih mudah
dikontrol/dikendalikan karena dilakukan

-Grasi

Langkah i ni di ambi | guna meningkatkan
bai k dalam proses pengajuan maupun pen
at au perti mbangan grasi ol eh Menter.
Manusi a.

Sebagai bentuk kéembaga, apada tanggal 2
2025 telah dil akukan penandatanganan No
dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar a
Pemasyarakat an. Kol abor asi i ni menj adi
integrasi | ayanan gSealsanjswetcrayaa, dgagda atlar

Februari 2025e-Grapliesknaisi di t ayangkan dan
di akses mel adhuu. gioamam andai di mul ai ny a
pel ayanan grasi yang | ebih cepat, trans
13Terobosan Program Kekayaan I ntelektual
Ditjen Kekayaan Intelektual telah memiliki 9 Layanan yang bersifat
online sehingga memudahkan masyarakat atau stakeholder untuk

mengakses dimana saja melalui

https://www.dgip.go.id

LAYANAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

(

D@ ®

MEREK PATEN DESAIN HAK CIPTA INDIKASI
INDUSTRI GEOGRAFIS
.
) @) @
DTLST RAHASIA K.l PENYIDIKAN
DAGANG KOMUNAL Kl

Gambar 35. Layanan DJKI
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Selama tahun 2024 DJKI talah melakukan beberapa terobosan guna
meningkatkan pelayanan Kil, diantaranya adalah:
1.Nai knya peringkat ghdbaksianpad@Gloin) i nd
tahun 20214

2.Penerapan Persetujuan Otomatis Per mohon

Direktorat Jender al Kekayaan I nt el ekt
menerapkan sistem Persetujuan Otomati s
empat jenis |l ayanan kekayaan intelektu
bertujuan untuk mempercepat proses pel a
kemudahagi bmasyarakat. Adapun empat | a\
menggunakan mekani sme POP adal ah sebaga

l1.Pencatatan Hak Cipta (POP HC)
2.Perpanjangan Mer ek
3.Pencatatan Lisensi Mer ek

4 Peti kan Resmi Mer ek

3. Tahun 2024 sebagai Tahun I ndikasi Geogr

I ndi kasi Geografis adalah suatu tanda vy
asal swuatu barang dan/ atau produk yang
geografis termasuk faktor al am, faktor
dar i kedua faktor tersebut me mber i kan
kar &kt stik tertentu pada barang dan/
di hasil kan. Tanda vyang di gunakan sebaq
nama tempat, daer ah, atau wilayah, k at
Kombi nasi daurnisuunstuerr sebut . Contoh I G

Cil embu, garBamk emedarGalyioka dl |

4# INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR
DI INDONESIA SELAMA 2024

] 8 2 TOTAL INDIKASI GEOGRAFIS
TERDAFTAR DI INDONESIA

Gambar 36. Pendaftaran IG hingga 2024

Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanya
yang ber hasi|l di daftarkan. Dengan penar
tot al I ndi kasi Geografis yang telah ter
182 I G. Il ndi kasi Geografis mer upakan
perligamnhukum terhadap produk yang mem,
kual i tas tertentu yang dipengaruhi ol eh
al am, manusi a, atau kombinasi keduanya
pendaftaran i ni mencer minkan wupaya yan
mendorongdwmrgdn nhukum terhadap produk
meni ngkat kan daya saing dan nil ai tam

daerah di pasar nasional maupun interna
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PETA JALAN INDIKASI % 3

GEOGRAFIS NASIONAL W=
2025-2029

Gambar 37. Peta Jalan IG Nasional

Dalam upaya meningkatkan daya saing dan

produk | okal, DJKI telah resmi mel uncul
Geografis (1 G)-2N29 @pmala 2Gxhxyggal 30 Dese
Peta Jalan I G Nasional tersebut disusun
naisonall untuk pelindungan dan pengemban
berbasis geografis di I ndonesi a. Dengan
geografis ini, pengel ol aan dan pengemba
l ndonesia dapat berjalan | ebih terarah
manf aat nyat a bagi masyarakat l okal . F
me mu at | angkah strategi s dan rencana

nasi onal

LANGKAH STRATEGIS ©

ATAN PEMASARAN

PENGUATAN REGULASI = (oomfsr & EKSPOR)

PENGEMBANGAN KAPASITAS
PEMILIK HAK IG
SOSIALISASI DAN EDUKASI

RENAKS!
AKSELERAS| JUMLAH PRODUK IG

PENGUATAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS DIGITAL

AKSELERASI JUMLAH PRODUK IG

KONSOLIDASI DAN PENGEMBANGAN REGULAS!
PELINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN (3P) IG

PENGEMBANGAN KAPASITAS
PEMILIK HAK IG

PENINGKATAN PEMASARAN
DOMESTIK DAN EKSPOR RENCANA AKSI

Gambar 38. Langkah strategis dan Rencana aksi IG

| angkah strategis dan peta jalan I ndika
sebagai bagian dar.i upaya penguatan si
pemanfaatan |1 G di Il ndoamsi angRahdapatt
ut amayang menj adi kerangka pengembang
berkelanjutan, yang di j7ebbar € a0 anke adkasli
(renakslLiaanglalgkah strategis tersebut mel
1. Penguatan regulasi , yang difokuskan pada konsolidasi dan
pengembangan kerangka hukum terkait pelindungan,
pengelolaan, dan pemanfaatan IG (3P 1G).
2. Sosialisasi dan edukasi , guna meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap pentingnya pelindungan dan
pemanfaatan IG.
3. Penguatan infrastruktur berbasis digital , terutama dalam
tata kelola I1G yang terintegrasi secara daring dan efisien.
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4. Akselerasi jumlah produk 1G , untuk mendorong

peningkatan jumlah produk lokal yang terdaftar sebagai 1G.

5. Pengembangan kapasitas pemilik hak IG , melalui pelatihan

dan pendampingan agar pelaku lokal dapat mengelola hak IG
secara optimal.

6. Peningkatan pemasaran domestik dan ekspor , Sebagai

k e
da
Hi
re
me
y a
re
e k
ma
me

.l n

Pa
be
t e
da
un
pe
pr

tahap akhir dalam mendorong pemanfaatan ekonomi dari
produk IG secara luas, baik di pasar nasional maupun
internasional.

Pr
h a

tiap | angkah strategis tersebut di ur
ntuk rencana aksi yang spesifik. Mi ¢
rdap@trengkeg di fokuskan pada pengua
mudi an dilanjuduBkaenada&lsgmnbi dang sosi a
n edukasil]l sentwmhsiuk penguatan iinfra
ngga tahap adm@aisi nhgmagsirmadg eqgi di jabar k;
ncana aksi yang saling terintegrasi (
rupakan panduan nasional dal am menge:
ng kokdh,siifn dan berdaya saing tinggi
ncana aksi yang terstruktur, l ndonesi
osistem |I G yang tidak hanya melindung
mpu memberi kan nil ai tambah ekonomi |
ndor ongnbpuehratnu ek spor .

donesia perkenal kan 135 produk I ndi ka

maj elis umbmW &0
meran diselenggarakan pada tanggal 9
rtempat di Lobby WI PO Saloon Apoll on
ma komoditas yang berbeda setiap hari
l am Sidang Majelis Umum WI PO menjadi
t uk mempé&elmuas aan internasional, k hu
ngembangan strategi pelindungan | anj
oduk Indikasi Geografis (I1G).
Gambar 39. Pameran 135 produk Indikasi Geografis di
sidang majelis umum ke  -65 WIPO

oduk I G yang ditampil kan dalam pamer
sil kerja keras petani dan pengrajin

k o
k e

mi t men pemerintah dalam mendukung pr ol
kayaan i ntel ektual nasi-mmaduk Ayampgn
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di pamer kan mel i put. kopi , harseampabmer kel
kerajinan tangan, serta produk dari sekHt
.Tiga produk asal |l ndonesia mendapat kan
geografis Uni Eropa

Uni Eropa, mel al ui program Trade Cooper
berperan aktif dal am mendukung | n
mengembangkan dan mempr omosi kan prod
member i kan bantuan tekni s, pengembang
peluang akses pasar magii aproduk I G I ndo

Ball /
aram Amed
Bu(:\gi Garam Amed Ball Lada Putih Muntok

Gambar 41. Sertifikat IG
Sebanyak tiga produk akatal RdbonbsiMant gl
Garam Amed Bali, dan Koepnd®&patbk&ma Sawnytoi f
indi kasi geografis (1 G) dar i uni Er or

Komi saris P

ertan
28 Oktober 2024

ilan Uni Eropa Janusz Wo
di Hot el Ayana, Jakarta

.Terobosan Meerrekkaidi l ndonesi a
Mer ek merupakan tanda vyang di gunakan
suatu produk berupa barang atau jasa da
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dapat berupa kat a, | ogo, suar a, bent uk
hol ogr am. Per mohonan pendaftaran mer ek
daring mel al ui Direktorat Jender al Ke k
dengan lnengakses situs res$ebagai meujekd
akuntabilitas publi k atas proses pendaf
pendaftaran mer ek da+ di defntgaurmudmatno | a k
di publi kasi kan diindemhessita..dgidk.igo. id
Terkait pengel ol aan mer ek, DJKI saat
war al aba asl. I ndonesi a. War al aba meru
kerja yang mempunyai sebuah kontrak at
pemil ik w af rraal nacbha d@rn penferainphi 6 Eer ek
merupakan aset utama dalam sistem war al
kuat dan terdaftar secara sah, sebuah
daya tariKk serta perlindungan hukumny
pendaftaran dan pengel ol aan merek yang |

kéder hasil an d a na nk elbiesdniasnj war al aba. Wa r
I ndonesia tersebut adal ah
l. Il ndomar et
Bertujuan unt uk memper mudah penyed:i

pokok karyawan, | ndomar et didirikan
Seiring dengan kebutuhan pasar,
me nambah ger ai di ber bagai kawasanrn
war al aba Hi ngga November 2024, I
sebpak2. 869 .ger ai
2.Al famart
Dengan vi si menj adi jaringan distrib
Mini mart berdiri pada tahun 1989. Pa
I ni di akusi si dan berubah menjadi A
|l ebi hl18a6B8 gperaper asi di l ndonesi a.
3.Janji Jiwa
Janj i Ji wa menghadi rokGrna b k e€dyaatogdk o p i
mengadopsi fketmddepan menyajikan pilih
|l ok al I ndonesi a. War al aba i ni menaw:
dalam produk kopi 9d@0oultdikith seédur uh
l ndonesi a.
4 .CFC
Didirikan sej ak tahun 1983, Califo
(Terwar al aba Pioneer Take OQut) a (
perusahaan gener asi pertama di
memper kenal kan konsep restoran cepat
ayam. Pada 1989, perusahaan me mu
mempoduksi dan memasar kan mer ek S
California Fried Chicken (CFC). Pada
ad281 g&F&Li di seluruh I ndonesi a.
5.Kebab Turki Baba Raf.i
Berdiri sejak tahun 2003 dan membuk:
2005, Kini Kebab Tur ki Baba Rafi Suo
1.300 odisleenbi | an .negealraai n Kebab Turk
Raf i, PT Sari Kreasi Boga Tbk. j uga
mer ek dagang | ainnya untuk beberapa
6.Fore Coffee
Didirikan pada tahun 2018, Fore Coff
retail kopi yang menyajikan kopi be

para pelanggannya. Nama Horeysdng mbi |
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k an harapan unt uk t umbuh denc
dan menghi dupi semua yang ad
02l41,1 Fore Coffee2tm@mogkr ki deké
| nddaain egse raa i di Singapur a

~+@Q T

a
[
21|
di
£ 4K
-R4 Kmerupakan jaringan apotek ya
op setiap hari yang ber komit
uhamr baliath dengan harga wajar.
di Yogyakarta-24kitreil alAp btee kk e iKb ¢
a | et gerrdai di 141 kdamdaé kabup
disil ndonesi a.
mel aksanakan pengel ol aan terh
si a, Direktorat Jender al Kekayaal
an aktif dal am mendukung penguat
agar mampu bersaing di pasar gl o
i upmegralni ndukum terhadap mer ek, f ac
asional, serta pembinaan kepada |
katkan daya saing dan nil ai k o me
t internasional. Beber angar diurna rad | «

<@Q@QNC»mw "y -SQ C

= d® 530> O0OTS>SO00 —*9 5 —
- Q

tonscarves

tonscamevepakan mer ek | ok al di b i
ab yang berhasi|l menari k perhatia
ak hanya di Il ndonesi a, tetapi ]
g

apur a.

Mer ek i ni ber awal dar
usaha rumahan y
member dayakan banya
Rumah Tangga sebagai
kerj a. Memasuki7 tahur
sejak didirikan, Butt
tel ah memDI| itkoko d
|l ndonedgiaa 3 toko di
3 Mal ay,si a menunj ukk
| S pertumbuhan bi sni s
' VES signifikan.
I||BUTTON§_C_AB_-_—_ Dal am perjal anann
- Buttonscarves tel ah
Gambar 42. Brand Bottonscarves sejuml ah pengharg
bergengsi, antar a
penghargaanBsessebédagaiMusl|l i mddreirbZakor a
l ndonesia pada tahun 202M0hedaBes2021
Valuable Bramdi 2H19up I ndonesi a.
Buttonscarves jug&obdhbiofamenjatiennas
dengan ber bagai mer ek t erhiasmae yduni
Hasb,rodan seri &lmit ¢r k enxn afBaarhiksa n , mer e
i ni pernah t almpght dsahaw di, Ay &angDube
di kenal sebagai bi angl alfaselbbealbesar
pencapai an yang menunj ukkan eksi
Buttonscarves di industri fesyen hij
I ndomi e
l ndomi e adal ah mer ek mi e i nstan Y
I
I

arn
k

an

ndof ood CBP Sukses Makmur (I CBP), a
ndofood Sukses Mak mur . Saat ini, [
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satu produsen mie instan tteerrsbeebsaarr ddii
100 negengad palhi berbagai negar a.
3.Kopi ko

Kopi ko adal ah merek permen kopi yang
l ndah Tbk (MYOR). K®B8®i knoe gteirrass e bana, di
bahkan pernah dikirimkan menuju Sta
Il nternasional sebagai konsumsi par a

4 . Tolak angin
Tolak angin adalah produk obat her b

di produksi oleh PT Industri Jamu dan
Tbk (SI1DO). Produk jamu her bal I ni b
tersebar20 negQhbat I ni sangat terken

hingga Arab Saudi
5.Kapal api

Kapal Api adal ah merek kopi asli | ndc
l ebi h dar.i 100 tahun atau I ahir sej.
di produksi oleh PT Santos Jaya Abadi
tersalbarm8 negPaardaa 2018 | alu Kapal Api
54 kont kiomer i nstan 0Good Daydé dan b
| ai nnya seperti Kopi ABC, Kopi Santo
Kopi Kapten.

6.Sil verqueen

Mer ek cokl at bat angan yang terkenal
kacang mede i ni di produksi ol eh PT
buatan Garut, Jawa Barlhebiitmidareil ah0
negadan terkenal di negaraMAbawsTangg
dan Fi lLi PPirmauk i ni telah berjaya sel
merupakan salah satu cokl at kegemar a
7.J. Co Donut

Siapa yang sering makan donat? Yup,
tidak asing dengan J. CO, dong. J. CO
I ndonesi a yang menj ual mi numan dart
berbagai vari an rasa. Restoran i ni
Andr ean Group yang di di riClOanmugd aji ak
mendunia ketika membuka <cabangnya d
2007, di Singapura tahun 2008, di F
Hong Kong tahun 2016, hi ngga di Ar a
2018. Maka tak heran jika J.CO seri
negeri, padalalu bmand es masuk brand
yang menduni a.

7. Terobosan terkait Desain industr.i
Desain industr.i merupakan suatu kreasi
Komposi si garis dan warna yang memberi
suatu produk, komodi t as industri, ma u |
Desain I ndustri dapat berbentuk 3 din
Perlindueghadap desain industr.i di | akuk
dan tidak dapat diperpanjang.

Saat i ni, I ndonesia mencatat peni ngkat
j uml ah per mbdoaiam | nhduwvetbraigai mana terce
dal almmporan Worl d I ntell ectual Propert:
2024y ang di terbi tWoan d ollenit el | ect ual P

Organization (Wl PO)
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da tahun 2023, | n dpeemd snigk ameamc gpteantd a f t
sain industr.i dalam negeriyateutsphes
, 3% Sel ain itu, l ndonepieai Nnglgat mka e ung
rtingagi dal amnhal peningkatan juml ah
sain i ndustri setlaaiak késledmr maamun |
gBdengan pertumbuh3an%ds dblaemsiamgkan t ah
bel umnya.
rtumbuhan pemohon dari dalam neger.
sitif dar i berkembangnya kreativitas
ningkatan sebesar 37,3% menunj ukkan
donesi a semakin menyadar.i pentingnyeé
dustri u n tjuakn g mednauyna saing produk, b &
mesti k maupun internasional

T e

/; 2022 - 2024

2024

2023

2022 4.875

Sektor desain yang mengalami

lonjakan signifikan meliputi

produk transportasi, kemasan,

furniture dan fashion.
Gambar 43. jumlah permohonan desain industri 2022 -2024
l am kurun waktu tiga tahun terakhir,
ningkatan yang signifikan dalam j uml
dustri Pada tahun 2022, tercatat s el
ng kemudian mengal ami kenai kan menj ac
da tah8n ZTOEn positif ini berl anjut h
na j uml ah per mohonan meni ngkat taj a
rmohonan. Kenai kan i ni mencer mi nkan t
ra pelaku wusaha, desainer, dan i ndus
rifindungan hukdesaitmasyamagi mereka cipt
k tsoerkt or yang member i kan kontri busi
njakan i ni antar a l ain adal ah sekto
rnitur, dan fesyen. Keempat sektor
nami k a i novasi dan kreativitas y a
ngindi kasi kasmilmalpwa ddu&k ki ni tidak han
ri si si fungsi , tetapi juga dar. Si S|
sar . Dengan tren tersebut, dapat di ¢
kayaan intelektual, khususnya di bi
makin mendapatanemémjtacin kllagi an penti
rategi pengembangan produk dan bisnis
berapa contoh desain industr.i yang d
al ah:
l1.Senapan serbu amphibious Ol eh PT. Pl
SS Amphibious adalah produk senapan
Pindad, pengembangan -¥d4r HBsgaapgahebS§
memenangkan berbagai | omba tembak ke

T NI
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NOMOR SERTIFIKAT

IDDO00073237
Gambar 44. Senapan serbu amphibious Oleh PT. PINDAD

Secara khusus, SS Amphibious di t uju
perairan, perairan pantai, bawah

Kei sti mewaan utama SS Amphibious ad
unt uk menembak bai k di darat maupun
kedal aman bawah air . Setel aan mel ak
pengujian, SS Amphibious memiliki | a
sebesar 15 meter paiam&teaelral af®adargk
pada kedal2OmametSer memi |l i ki jarak ten

SS Amphibious juga mampu dioperasi ka
jarak tembak 200n mked¢wmggWwleammgawat er pr

atau tahan air, SS Amphibious memi.|l
dan ketahanan tinggi, sehingga ideal
TNI yang memerl ukan senjata pada kon

Jam tandgaArL A Ubur Jingga Samudra 37 mi

Kreasi PALA Nusantar a

Ubuubur Jingga, l ahir dar.i pesona in

Kal i mant atubuWbuWrn ngga Pul au Kakaban.
Warma transparan-pada |
Ubur Jingga mencer.i
keuni kan -ulbur Pul au
Kakaban yang canti k
bersahabat. Spektrum
biru daambabmenceritaka
dua duni a, angkasa
samudra wuntuk terbang
dan berl ayar j a

NOMOR SERTIFIKAT menyampai kan cerita t

IDDO00067945 Nuantara kepada duni a.

Gambar 45. Jamtangan - PALA

Ubur Jingga Samudra 3. Pompa l nvedter

l nverter Booster P

Shi mi zu SI P 500 BI T ol eh PT. TI

NUSANTARA
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Pompa Booster SHOOMI BUT SImRrupakan P c
Dorong yang berfungsi unt uk menstabi
toren ktei ttiik ilKkran air yan:q
dalam rumah serta mempuny
OQut put 500 Watt d®da®O0Ol nput

Watt. Pompa Boost eé&rO0SHI MI .

BI' T memi | i ki beber apa Kk

ut ama yaitu 2 i n 1 Boos

(Booster Bisa, Hisap Bi sa)

Dayldi sap maksi mal 6,5 met e

Sel ain i tu pompa mengg

Brushl ess DC Mot or dan (o

dengan Smar t I nverter De

. berfungsi untuk mengatur

< E—— daya | istrik berdasarkan
Gambar 46. Pompa yang di gunak-a800 BI P

Inverter 3 Inverter menggunakan otomati s k o
BOOSteSrIEuS'BSEPT'm'Z“ Flow Switch dan Pressure
sehingga tekanan pompa

k stabl e pressu

(ti dak cet ak cetok),
di l engkapi Colokan Listrik

Pendaftaran desain i1 ndustr.i tidak hany

industri dan pelaku usaha, tetapi j uga

ol eh kalangan perguruan tinggi. Hal i ni

| embaga pendi di kan tinggi dal am me n d

kekayaan el ekt ual serta mendorong hilir

i novasi ke arah yang | ebih aplikatif de

di saji kan daftar 10 perguruan tinggi d

desain industri terbanyak pada tahun 20
l.UniversitadPAdddagasSumatera Bar at

2. Tel kom UnidoBendubhyg, Jawa Bar at

3. lnstitut Teknol ogi SSePpwind aitha yNig p e dndb w a
Ti mur

4.1 SI Surda&alra,a Jawa Tengah

5.Uni versitas NeéeMedan MeSlwmmatera Ut ar a
6.Uni versitas Ahobdd Ybhaglylakmr t a

7.UPN Veteran J&Swar albanwywa, Jawa Ti mur
8.Uni versitas NegisreimaSemagr,and@wa Tengah
9.Universitas 17 Agust WsSuitadaydSurdban
Ti mur

10Uni versitas GabDlj avho gMaadkaar t a

Daftar I ni menunj ukkan bahwa kontribus

pertumbuhan ekosistem kekayaan intel ek

meni ngkat dan strategis.

.Terobosan terkait Hak Cipta
Hak Cipta merupakan Hak Ekslusif yang o
dal

I
a

saat karyanya diwujudkan am bentuk
batasan hukum yang berl aku. Hak Cipta |
Kekayaan I ntel ektual dengan <cakupan pe
mel i puui pehmget ahuan, seni , sastra dan
Masa perlindungan hak cipta berdasarkan

yang terkait. Masa perlindungan i ni me
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mana penci pta atau pemegang hak ekskl us

atas ciptaannya. Penjelasannya sebagai
1. Perlindungan Ha k Cipta berl aku sel
pencipta ditambah 70 tahun setel ah
dunia. Ketentuan ini umum berl aku unt
dan karya il miah.
2.Program Komputer mendapatkan perl in
tahun sejak pertama kal: di publ i kasi
3.Pel aku Pertunjukan, seperti aktor at
yang dilindungi sel ama 50 tahun S
pertunjukan tersebut dipertunjukkan
4 . Produser Re kaman me mper ol eh perlind
tahun sejak pertama kal. ciptaan dir
dal am media tertentu.
5.Lembaga Penyiaran mendapatkan masa p:¢
20 tahun sejak pertama kal. siaran d
Dengan adanya ketentuan masa perlindun
yang berkepentingan di harapkan me maharm
ekskl usif yang mer ek a mi | i ki at as Ci |
pendaftaran dan pencatatan guna me mp e
hukum yang maksi mal
Sal ah satu contoh pemegang h a k cipta
terkenal adal ah Friedrich Silaban yang
rancangan mes¢@gad mebhuménl nasi onal yang
Jakarta. pMaast id Il stiqgl al dan Mo numen
menj adi bagunan i koni k di Jakarta Pusat
l stiglal di kabarkan menj adi masjid terb
.Terobosan terkait Paten
Paten merupakan Pelindungan eksklusif b
atau penemuannya di bi dang teknol ogi . I
bila invensi tersebut baru, mengandung
diterapkan dalam industri. Pateng diber
bar u, mengandung | angkah inventif, dan
i ndustri. Sedangkan paten sederhana dib
bar u, pengembangan dar.i produk atau pro
dapat diterapkan dalam industri. Sel a
fusg/ kegunaan yang | ebih praktis dari ps
masa perlindungan paten berdasarkan jen
yaitu paten dan paten seder hana. Pat en
waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal
patent.erPai ni umumnya diberikan untuk in
tingkat kebaruan, l angkah inventif, da
I ndustri
Sementara itu, paten sederhana diberika
tahun sejak tanggal peneri maan per moho
Jenis paten ini bi asanya diberikan unt
kompl eksitas teknis yang | ebih rendah,
dari wupkr cadt au proses yang telah ada.
Sel ama masa perlindungan tersebut, peme
eksklusif untuk menggunakan, mel i sensi k
l ai n menggunakan i nhvensinya tanpa i
perlindungan berakhir, invensi tersebut
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blic domai n) dan dapat di gunakan ol e
n dari pemegang paten.

am pengel ol aan paten nasional, beb
akukan ol eh Mekiler aplpamlent one st o]
Vi ®eas ent One St oyanSerdviisceel enggar akat
ektorat Jender al Kekayaan I ntel ektu
uk mempercepat dan memper mudah prose
Il ndonesi a. Layanan I ni di rancang

kemudahan kepada masyarakat dal am mem,

pen
Pat
| ai

Q DO QOO T

- <Z
-

ny a

3
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DO T DESSD 300600

) T o-oo0o-awnw—. . . . ..
4o uw 4o ~*<QQ<c~o FRPROFLNT—~

WS T on— —w0m

Q

.Pencetakan sertif
.Pemel i haraan pate
.Pel ayanan hukum

'_,
D

dampingan, dan perlindungan terhadap
ent One Stmepnf &erf Vi tasi berbagai keg
n:

.Pengenal an bisnis proses paten
Asi steatsent drafting
.Pendaftaran paten
.Bi mbi ngan teknis p
[
n

erbai kan spesifika

k at

al ui | ayanan ini, para i nventor juga
e

a
ri sasi i1 nvensi, sehingga dapat mer a
dar i hasi l i novasi mer ek a. Capai

Do o

sanaan di 32 daerah

peserta sosialisasi

peserta bimbingan

ertifi kat paten diterbitkan
dokumen final hasil substantif
okumen hasiplatkeinmbidmagdrn i n

satu cont oh keberhasil an prograr
ut Teknol ogi Bandung (1 TB) yang
pat en yanggr adn theytlha na kaRcaareant One St o
yaxcka Januari 2024.

am ini menj adi |l angkah strategis d
Ssi nasional sekaligus meningkatkan
mbuhan ekonomi berbasis pengetahua
apa invensi dar i inventor yang di a
[ Crack Progression Oleh B.J. Ha
i Perambatan Keretakan digunakan
mul a keretakan pada sayap pesa’
S membuat rumus perhitungan men
a tahapan at om.
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ki nkan pembangunan struktur p
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tuhkan drainase dan sambungan
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uhkan drainase dan sambungan Kk
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Jagorawi ke Tanjung Priok ol eh Kement

it u, sol usi non konvensional

bu

meni mbul kan kemacet an |l al u |l i ntas

sedang berl angsung. I r . Tjokorda
Il novasi yang terinspirhadir oldiak i

pu:
maoin

sehingga konstruksi dapat di sel es ai
mana i novasi tersebut di sebut sebag
Teori i ni pertama kal: di apli kasi kan
konstruksi Tol Wiyoto Wiyono. Teknik

untukenghasil kan banyak j alan

| ay a

l ndonesia dan juga beberapa negar a

Filipina, Thailand, Singapura, dan

10Terobosan terkait Kekayaan Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal disingkat KIK adalah Kekayaan
Intelektual yang kepemilikan bersifat komunal dan memiliki nilai
ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan
budaya bangsa.

KI K Tracaional
YANG TELAH "
TERDAFTAR DI —
INDONESIA, T

Dari 1.841 Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang telah
diidentifikasi sebagai KIK, baru 284 EBT yang berpotensi
ekonomi.

Gambar 47. KIK terdaftar

Gambar di atas menyajikan data mengenai Kekayaan Intelektual
Komunal (KIK) yang telah terdaftar di Indonesia. KIK mencakup
berbagai bentuk kekayaan intelektual yang bersifat komunal dan
diwariskan secara turun -temurun oleh masyarakat adat atau
komunitas te rtentu. Hingga saat ini, jumlah KIK yang telah tercatat
meliputi:

a. Ekspresi Budaya Tradisional
ngetahuan Tradisional
mber Daya Geneti Kk
nsi I ndi kasi Geografis
kasi Asal

B RN

© -

oA Do
(e’)
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b
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d. ot e
e ndi
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Dari total 1.841 Ekspresi Budaya Tradisional, baru 284 EBT yang
telah diidentifikasi memiliki potensi ekonomi, artinya hanya
sebagian kecil warisan budaya tradisional yang telah diarahkan
atau dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah secara
ekonomi bagi komunitas pemiliknya.
Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya
dan sumber daya genetik yang sangat besar, namun masih
memerlukan upaya lebih lanjut dalam hal perlindungan,
pemanfaatan, dan pengembangan agar potensi ekonomi dari KIK
tersebut dapat dioptimalk an, sekaligus menjaga keberlanjutan
warisan budaya nasional.
Beberapa KIK yang berpotensi ekonomi adalah sebagai berikut
a.Ul ap Doyo (Kain Tradisional Khas
Kai n Ul ap Doyo dapat di t emukan

A

( E

Kal
di

pengrajin di Kal i mantan Ti mur, sepe
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Kabupaten Kut ai Barat . Anda bisa mer
tokosouvemndiir Samarinda dan Bali kpa
menyediakan kain ini

" Gambar 48. Ulap doyo

Beberapa pehjl m«lal pun menyediakan pe
ke luar Kal i mant an. Dar i seqgi har ga
mul ai dar i Rp500. 000 hingga Rp3.000
tersebut sangat tergantung dar.i ukur
kerumitan proses pembuatannryabi Sl ai
mendapat kan produk ol ahan ul ap doyo,
atau aksesori, biasanya memiliki har
mul ai dar i Rp150. 000.

.Kain Endek (Kain Tradisional Khas Ba
Kain tenun yang telah I ama dijadikz¢
persaudaraan di Pul au Dewat a, Kai n
perbincangan hangat para pemer hat.
dal am Paris Fashion Week, tepatnya o
terkenal ChristianabDi arar s elkad &ik s b a gn

semi dan musim panas 2021.
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ksi Christian Di or (
i on We e k yang mengg
Endek Bali ada sekit
in terbaru untuk kol «
t as dengwar nwaruwmmi k
an i nspirasi Di or
angkat nil ai dar i k
a keraji man atmean gd re ht ¢
penenun perempuan.
m beberapa motif ter
n i ni j uga berfungs
| ak bal a dan per
runtungan. Namun S
r
|

QS5 I D

embangan j aman, k ai
i di gunakan unt uk

rair i . Tekni k pembuat
mel ewat i serangkai .
kreatif kar en me madukan pemil i han
pewar naan al ami dengan desain me n a
mil eni al Kai n Tradisional Khas Bal i
dengan semakin mendunianya Kain End
banyak pula pagel aran busameanaeyrang d

QJB_QJWCDOCQJQJ""(Q(Q

Gambar 49. Kain endek

u

Sy >~ -STO0OS5S ST T T3S 3SSnTuo—

dengan kreasi terbaru dalam berbagai
termasuk sandal, dompet, clutch, b a
uni k untuk | ebih menari k para anak
mel estari kan kain tenun ini di mat a
Bal i . Kai n endekkeBaldabediaepkas proggar a,
Jepang dannegagraa adi Eropa.

.Songket Silungkang (Kain Tradi si ona
Bar at)

Songket Silungkang menj adi sal ah sat
tradisional yang memi | i ki sejarah (
mendal am. Terkenal sebagai sal ah sa
tangan dar.i Sumatera Barat, ternyat
mel egenda dan merupalgeaal bdgran want ¢
budaya Mi nangkabau. Songket Silungk
dinyatakan sebagai War i san Budaya

Kementerian Pendidi kan dan Kebudayas:
2019.
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Gambar 50. Songket silungkang

Songket Silungkang memili ki nilai ek
signifikan bagi masyarakat Mi nangka
salah satu komoditas unggul an dal an
tangan, songket ini juga merupakan s
dan tradisi. Bahkamgkme nesswdahs men|j
identitas di ri war ga Silungkang. f
Silungkang di waj i bkan unt uk bi sa r
mel ambangkan status sosi al mer ek a.

tenun Songket menunj ukan status soOSI
kain songketnyakimaka nsgeggmm st atus so0sSi

l14Terobosan Program Kesadaran Masyarakat

Sepanjang tahun 2024 BPHN telah melaksanakan beberapa

terobosan terkait program kesadaran masyarakat, diantaranya adalah:
1. Pemberian bantuan hukum.

Bantuan hukum diberikan dengan tujuan Mewujudkan akses
keadilan bagi masyarakat/kelompok masyarakat miskin dan
peningkatan kesadaran hukum, serta meningkatnya jumlah
penerima bantuan hukum yang melingkupi anak, perempuan,
masyarakat marjinal (orang maupun kelompok orang miskin).
Berdasarkan Undang -undang No. 16 Tahun 2011, BPHN di
Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Program
Bantuan Hukum dengan tiga unsur yang harus dipenuhi :
A Penyelenggaraan Bantuan Hukum dal an

Pemerintah (Kementerian Hukum cq. BP
A Pemberi Bant uan Hukum adal ah Lemb
Bantuan Hukum vyang memi | i ki sertifi

Kementerian Hukum dan HAM untuk me |
Bantuan Hukum bagmi m&syar akat

A Peneri ma Bant uan Hukum adal ah ma ¢
kel ompok masyarakat ti dak ma mp u
menghadapi per masal ahan hukum.

Pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan oleh BPHN
secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun
2016 -2024. Bantuan hukum yang diberikan adalah bantuan
hukum litigasi dan non litigasi. Lebih jelas terkait jumlah bantuan
hukum yang diberik  an dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
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Penerima Bantuan Hukum Litigasi 2016 - 2024

14.007 14.104

11.473 12698 11.990

8586 10.251 9.389
) ' I I
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi 2016 - 2024

4.031 4.125 4.131
3.849 3608 3523
3.074
l2-348 : I I
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 51. Pemberian bantuan hukum 2016 -2024

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum
yang diberikan oleh BPHN cenderung meningkat dari tahun ke
tahun. diagram tersebut menggambarkan perkembangan jumlah
perkara Litigasi dan Non -Litigasi dari tahun 2016 hingga 2024.
Secaraumum, jumlah  perkara Litigasi mengalami tren peningkatan
yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami
penurunan tajam pada tahun 2022. Pada tahun 2016, jumlah
perkara Litigasi tercatat sebanyak 7.755 kasus dan terus
meningkat hingga mencapai puncakny a pada tahun 2020 dengan
12.698 kasus. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan drastis
menjadi 9.389 kasus, sebelum akhirnya melonjak kembali menjadi
14.007 kasus pada tahun 2023 dan sedikit naik menjadi 14.104
kasus di tahun 2024. Sebaliknya, jumlah per kara Non -Litigasi
menunjukkan tren yang lebih stabil dan bertumbuh secara
perlahan. Dari 2.348 kasus pada tahun 2016, jumlahnya
meningkat secara bertahap hingga mencapai 4.131 kasus pada
tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, khususnya pada
tahun 2021 dan 2022, angka perkara Non  -Litigasi tidak mengalami
perubahan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
perkara Litigasi mengalami dinamika yang lebih besar
dibandingkan dengan Non -Litigasi, baik dari segi jumlah maupun
tren tahunan

2. Akreditasi pember.i bantuan hukum
Upaya perluasan jangkauan layanan bantuan hukum melalui

peningkatan jumlah Pemberi Bantuan Hukum sehingga pemberian
bantuan hukum dapat lebih merata keseluruh pelosok Indonesia.
Hingga tahun 2024, baru 54% dari total 514 kabupaten/kota yang
memiliki PBH. A dapun jumlah PBH dari 619 PBH pada tahun 2024
bertambah sebanyak 158 PBH sehingga jumlah PBH saat ini
menjadi 777 untuk periode akreditasi 2025 -2027.

3.Peacemaker T(rJumu n@amai )
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Melaksanakan peacemaker training yang sebelumnya paralegal
academy guna mewujudkan kepala desa/lurah yang berperan
sebagai juru damai di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 kegiatan
peacemaker training sudah melahirkan 294 Kepala Desa/Lurah
sebagai Juru Damai dan pada tahun 2024 juga berhasil melakukan
pelatihan terhadap 292 Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai.

Pelatihan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap
penyelesaian kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi
masyarakat di desa. Penyelesaian kasus  -kasus tersebut dilakukan
oleh para alumni  Paralegal Academy . Pada tahun 2023, tercatat
sebanyak 37 kasus berhasil diselesaikan, sedangkan pada tahun
2024 jumlahnya meningkat menjadi 57 kasus. Dengan demikian,
terjadi peningkatan sebanyak 20 kasus, atau setara dengan

kenaikan sebesar 54,05% dibandingkan tahun sebel umnya .
J
e l
- 2023 37kasus =
1
Kepala 2024 57 kasus ,J
Desa/lLurah

——— e = /_/"“*-*'-—”“\\__J

Gambar 52. Penyelesaian 5ermasalahan/kasus hukum

Pot endailPer masal ahan

2Pénghargaan dan Apresi asi unt uk Kemenkum

Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kinerja dalam mendorong
transformasi digital, tata kelola yang berkelanjutan, serta inovasi
pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) memperoleh sejumlah penghargaan bergengsi di tingkat
nasional sepanjang tahun 2024. Penghargaan ini menjadi cerminan atas
dedikasi kementerian dalam memberikan pelayanan yang transparan,

akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berikut adalah daftar pengha rgaan

dan apresiasi yang telah diterima:
.Indonesia Sustainable Procurement

.Merdeka Awa+Pdr 02g0r2adm | novati f untuk

abh wnN R

kategor.i Medi a Sosi al

6.Zakat Fitrah Terbanyak KateBarznabndéAtwwands

2024

7.Panugr ah Manaj emeKat A§NT i Pengel ol aan
Kementerian dan Pengel ol aan Kompetensi
Kemenkumham dianuger ahi penghargaan
Negar a ( BKN) dal am ajang Anuger ah
Negar a ( ASN) pada Rabu 13 November

.Digital Government Award Spbe Summi:t

.Anugerah SDM dan Kel embagaan Pengadaan
Neger.
.Terbai k Il Anugerah Media Humas Tahun
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi a
penghargaan Terbai k |1 Anugerah Medi
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mendapat kan penghargaan tersebut pada

Di siplin Kementerian dan Pengel ol aan K
sebuah pencapaian yang menggari sbawahi Kkc¢
dal am membangun kualitas dan kedisiplinal

2Pt edaimer masal ahan gaikKkemegkum
Dalam penyusunan Renstra Kemenkum periode 2025 -2029, perlu
dilakukan analisis terhadap potensi dan permasalahan serta tantangan
yang dihadapi
kebijakan organisasi yang relevan. Analisis ini menjadi landasan penting
dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sejalan
dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN
2025 82029. Melalui identifikasi potensi, diharapkan kementerian mampu
mengoptimalkan s umber daya dan peluang yang tersedia. Sementara itu,
pemetaan permasalahan dil akukan untuk merumuskan solusi yang
sistematis terhadap berbagai hambatan struktural, kelembagaan,
maupun teknis yang selama ini menghambat pencapaian kinerja.

sebagai salah satu dasar dalam  merumuskan strategi dan

Potensi:

1.Dukungan politik terhadap reformasi h u k
Pemerintah pusat menempatkan refor masi
prioritas nasi onal dabam RPNMN/ ) 20 2nbe mb
pel uang bagi Kemenkum wuntuk berkontrib
koordinasi l intas sektor dan mengarusut
dan responsi f

2. Kemenkum tel ah mener apkan transfor mas
pembentukan dan penyebarl uasan regul asi
Saat i ni Kemenkum telah mel akukan tran
bentuk pemanfaatan teknol ogi i nfor masi
pl atfdargmt al e-Blepmobhi,SafiYUdabl H Nasi onal
yang menj adi mo d a l besar unt uk membang
yang | ebih terbuka, efisien, dan akunt a
3.Penguatan fungsi Jabatan Fungsi onal (JF
Berdasar kan dukungan regul atier atyamagn di
Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang K
Kementerian Hukum dan Ha Ke mdesnaksu mhMann u s |
memi | i ki kewenangan strategi s unt uk r
terhadap j abatan fungsional (JF) yan
pembinaannya. Penguatan i ni dapat di |l a
pendekatan, bai k pengembanganmkeapasttias
peni ngkatan kompetensi, penataan kari
berkel anmat puan mel al ui kol aboegmgan eks
perguruan tinggi, |l embaga riset, serta
Sinergi |l intas sektor tersebut menj adi
memasti kan profesional i s me j abat an f
mendorong terciptanya tata keloltai hukum
dan berbasis pengetahuan.

Permasalahan:

1. Tumpang tindih dan disharmoni regul asi
Banyak peraturafmngangadanygmng saat i ni
menunj k kan adanya tumpang tindih,

tin

[ dan yangmbepuh seoadaa ahnotrairzao n
uran setingkat yang di kelwuarkan

u p

keti daksinkronan baaktaeraapar ateut akayan
i t a

o]

g
t
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ber beda. Ketidakhar moni san I ni ti dak
kebingungan dalam penafsiran dan pel ak
juga mel emahkan kepastian hukum vyang

fondasi utama dalam sistem hukum nasi on:
kompl eks dengan terus meningkatnya | uml
di tingkat pusat maupun daer ah, yang

mekani sme har moni sasi dan evaluasi y ang
banyak |l maegu yang bersifat sektoral, t u
bahkan bertentangan dkeonngsatni t i ma ndgaant pr i
prinsip hukum nasional, sehingga me n
kebijakan publ i k serta me mb uk a ruang

kewenangan dalam penegakan hukum.
.Kel emahan dalam penegakan hukum

Penegakan hukum di l ndonesia hingga Kk
pendekatan yang bersifat formalistik, Y
pada aspek prosedur al dan |l egalistik d
keadilan yang seharusnya menjadi tujua
prakti apganat penegak hukum seperti polii
kerap memi | i ki penafsheda tyamnliyadbaepr be dEe
hukum yang sama. Per bedaan i ni tidak
kurangnya standardi sasi dal am penerapa
meni mbul kan ketmnamak kldeanl sainet genanganan p
bai k dal am tahap penyelidi kan, penunt u
pengadil an. Aki batnya, muncul kesenjanc
berl aku secalrawtiem ttulfeddqokeal i tas 1 mpl ¢
di | apalhgan i )acty amg pada gilirannya
mengabai kami Inaiil aikeadi | an substanti f,
kel ompok rentan dan masyarakat ber peng
memi | i ki akses terbatas terhadap b a
perlindungan hukum yang memadai
.Kualitas pembentukan peruwndamganpebalnudm i
I deal

Beberapa peratur-andapegandwagg diterbitk
bersifat reakt-i sutakhadapaitsau tekanan p
tanpa mel al ui proses per encanaan yang
mendal am. Peraturan tersebu kerap di s
denganskmaa akademi k yang komprehensif
dampak regebasiatdqry I mpa)}tyamsgememadali
sehingga tidak mampu menganti sipasi i mj
maupun hukum yang mungkin timbul. Aki b
yang teblbuuwudanbenaki s bukti I ni, munc.
yang bersifat mul titafsir, membuka pel
yang tidak konsisten, serta berpotensi
tertentu Lebi h jauh l agi , banyak dar.
dii mpl ement asi kameknpreematt ikdhamk kondi si f
| apangan, keterbatasan sumber daya pel
bertentangan dengan peraturan | ain yang
pada akhirnya menghambat efektivita
pemerintahan dan perlindungan hak masya
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2PB8tensi , Per masal ahan dan Tantangan

Perunddmgangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang -undangan (Ditien PP)
merupakan UKE 1 di lingkungan Kementerian Hukum yang bertanggung

jawab terhadap kualitas peraturan perundang -undangan nasional.
Dengan tugas dan fungsi yang mencakup penyusunan, pembahasan,
pengesahan dan pengundangan sekaligus menjadi Pembina bagi Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang -undangan (JF PUU). Hingga
saat ini, sudah ada ukuran terkait kualitas PUU yang digunakan secara
nasional. Pengukuran terhadap kualitas PUU tersebut dilak ukan oleh
Kementerian Hukum melalui analisis dan evaluasi. Namun disadari
bahwa ukuran tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya.

Kualitas PUU yang dimaksud adalah PUU yang menjadi bagian dari tugas

dan fungsi Kementerian Hukum, yaitu PUU terkait dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Luasnya cakupan tugas tersebut
menjadi tantangan tersendiri untuk menjamin kualitas PUU nasional.

Oleh karena itu, dengan fungsi Pembina JF PUU, Ditlen PP dapat
menjamin kualitas PUU melalui peningkatan faktor modal manusia.
Faktor tersebut berbicara mengenai bagaimana peningkatan kualitas JF
PUU dan keterlibatannya dalam penyusunan PUU di tingka t pusat
maupun di tingkat daerah. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan
seperti Uji kompetensi dan bimbingan teknis, Ditien PP berhadap dapat
berkontribusi masif dalam peningkatan kualitas PUU nasional. Dengan

isu tersebut, terdapat potensi yang dapat dioptimalkan untuk
meningkatkan peran Ditjen PP dalam rangka peningkatan kualitas PUU.
Potensi tersebut yaitu keterlibatan Ditjen PP dalam memberikan
rekomendasi kebutuhan formasi JF PUU dalam instansi Pemerintah.

Fenomena kedua terkait Ditjen PP adalah belum adanya tolak ukur yang
terstandar terkait uji publik PUU di tingkat nasional . Uji publik
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta
menyediakan ruang bagi penyampaian aspirasi. Adanya uji publik
memperkuat posisi Ditjen PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi litigasi.
Dalam beberapa kesempatan, berdasarkan hasil diskus I, sering kali uji
formil terhadap PUU sulit untuk dilawan di pengadilan karena hasil uji

publik tidak ditemukan. Fenomena tersebut te rjadi karena tidak adanya
kontrol terhadap pelaksanaan yang disebabkan tidak adanya standar
untuk melakukan uji publik PUU. Terlebih, uji  publik yang
terdesentralisasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
sehingga ada kesenjangan kualitas antar inisiator PUU. Ditjen PP melihat

hal tersebut sebagai  potensi untuk menginisiasi standar uji publik bagi

inisiator PUU Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Standar
tersebut tidak hanya mengatur dari level makro namun sampai tingkat

mikro yang menjamin bahwa u ji publik kepada masyarakat telah
dilakukan dengan melibatkan lapisan masyarakat, tidak hanya pada

kelompok tertentu yang terpilih. Potensi lainnya adalah menjadi
penjamin  kualitas implementasi uji publik PUU inisiasi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah . Namun pemanfaatan

potensi tersebut menimbulkan tantangan mengenai mekanisme
pelaksanaan dan kesanggupan Ditjen PP secara beban kerja.

Fenomena terakhir yaitu terkait dengan hyper regulation . Fenomena
tersebut lebih banyak terjadi pada peraturan di daerah dan Peraturan
Menteri. Hyper regulation yang dimaksud tidak selalu mengacu pada

Di

rekt
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banyaknya regulasi yang dikeluarkan, dengan kata lain, selama regulasi

yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab tantangan
legislasi nasional, maka hal tersebut tidaklah menjadi sebuah masalah.
Fenomena tersebut akan mendorong polemik dalam tah apan harmonisasi
dimana banyaknya PUU vyang harus diharmonisasi dapat
membutuhkan waktu yang lebih banyak dan potensi tumpang tindih

PUU yang meningkat sehingga sulit untuk mengimplementasikan dan
pengawasan terhadap implementasi PUU . Penyelarasan, kesepaka tan
dan pola/teknik dalam PUU merupakan tantangan yang perlu dijawab

Ditien PP agar fenomena hyper regulation dapat ditekan dan kondisi
legislasi nasional meningkat kualitasnya melalui PUU yang efektif dan
sesuai dengan kebutuhan serta visi bernegara.

Pt ensi , Per masal ahan dan Tant angan Di
Admini strasi Hukum Umum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan

salah satu unit eselon | di lingkungan Kemenkum yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditjen AHU Kemenkum memiliki beberapa
potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi
tantangan Renstra tahun 2025  -2029. Potensi dan peluang tersebut
adalah:

1.Sebagian besar SDM ASN Ditjen AHU memil i}
Sarjana @8a¥y. ke

JUMLAH ASN KLASIFIKASI PEGAWAI LATAR BELAKANG
BERDASARKAN JABATAN PENDIDIKAN PEGAWAI

337

»PNS = PPPK = Pejabat Struktural = Fungsional PNS = Fungsional PPPK = Pelaksana s2 s1 D3 SMA Smp

Gambar 53. Komposisi SDM ASN Ditjen AHU

84,3% SDM ASN Ditien AHU memiliki latar belakang pendidikan
Sarjana (S1) ke atas, terdiri dari  61,5% Sarjana (S1), 22,26% Master
(S2) dan 0,55% atau 3 orang Doktor (S3). Hal ini tentu menjadi modal

manusia yang penting bagi Ditien AHU dala m menjalankan tugasnya.
2. Potensi Bal ai Harta Peninggalan (BHP)
BHP memiliki peran penting dalam melindungi hak -hak keperdataan
warga negara, yaitu:
a.Pengurusan dan penyel esai an mas a l
Pengurusan pengampuan;
b.Pengurusan harta kekayaan yang pemil ik

hadiaf weziygheid
c.Pengurusan harta peninggal ambghapgr de d:
nal at ens;chap
d.Pendaftaran wasi at terdaftar, pembukaa
wasi at rahasial/tertutup;
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e.Pembuatan sur at ket erangan
Bertindak selaku kurator dalam penguru

f.pel aksanaan | i kuidasi perseroan terbat

g.kepailitan; dan

h.Penyel esaian penatausahaan uang pi hak

Hingga tahun 202 4, realisasi PNBP kelima BHP tersebut cukup

menjanjikan, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Realisasi PNBP BHP Ditjien AHU
Realisasi PNBP
BHP
2020 2021 2022 2023 2024

Jakarta 34.442.005 3.708.985.361 58.060.000 1.653.039.552 686.193.320

Semarang 26.310.000 93.784.657 274.321.312 351.858.124 133.643.400

Surabaya 135.520.099 369.491.368 312.020.000 107.217.500 906.398.950

Medan 24.622.893 23.700.000 220.375.625 1.618.817.142 31.200.000

Makassar 1.780.000 24.740.000 14.900.000 125.344.943 19.460.000

TOTAL 222.674.997 4.220.701.386 879.676.937 3.856.277.261 1.776.895.670

Realisasi PNBP BHP Ditjen AHU secara keseluruhan mengalami

peningkatan yang cukup  signifikan yaitu sebesar 697 ,9% pada tahun

2024 dibanding tahun 2020. Hal ini dapat memberikan peluang

pengembangan BHP maupun pengembangan layanan PNBP ke depan .

3.Potensi PNBP | ayanan kewilayahan Ditjen
Potensi PNBP Ditjen AHU juga didapat dari layanan Ditien AHU di
kewilayahan, ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Tabel 8. Realisasi PNBP BHP Ditjen AHU

ACEH Rp5.641.700.000 Rp5.058.300.000 4.138.900.000 Rp4.043.950.000 Rp3.334.900.000
S?%@;ERA Rp19.253.422.893 Rp21.463.700.000 23.307.125.625 Rp23.052.917.142 Rp17.542.650.000
SK'F\{":TT 230 Rp7.283.400.000 Rp8.411.650.000 8.896.300.000 Rp8.832.750.000 Rp6.920.300.000
RIAU Rp12.374.150.000 Rp14.857.500.000 16.829.650.000 Rp16.033.100.000 Rp12.847.500.000
JAMBI Rp5.463.150.000 Rp5.627.850.000 6.233.450.000 Rp5.745.550.000 Rp4.026.050.000
gg["/fTTAENRA Rp13.016.250.000 Rp15.252.100.000 15.225.450.000 Rp12.480.100.000 Rp8.286.600.000
BENGKULU Rp1.783.850.000 Rp1.853.800.000 1.823.250.000 Rp1.546.950.000 Rp1.033.850.000
LAMPUNG Rp9.861.350.000 Rp10.214.600.000 10.573.550.000 Rp10.461.150.000 Rp8.048.125.000
KEPULAUAN
BANGKA Rp1.010.250.000 Rp1.333.950.000 1.594.600.000 Rp1.223.200.000 Rp784.000.000
BELITUNG
EEAPUULAUAN Rp8.015.400.000 Rp8.732.100.000 10.066.850.000 Rp9.491.050.000 Rp7.560.900.000
DKI JAKARTA Rp91.387.371.005 Rp121.522.585.361 129.547.560.000 Rp128.804.439.552 Rp112.143.725.000
JAWA BARAT Rp121.128.150.000 Rp177.436.000.000 173.235.250.000 Rp181.167.900.000 Rp191.588.150.000
%AE\l/\lvéAH Rp39.019.660.000 Rp47.245.384.657 53.662.471.312 Rp51.833.358.124 Rp44.271.250.000
DAERAH
ISTIMEWA Rp6.016.750.000 Rp7.511.700.000 8.739.350.000 Rp8.032.050.000 Rp6.561.250.000
YOGYAKARTA
JAWA TIMUR Rp58.379.220.099 Rp65.000.791.368 73.239.500.000 Rp61.469.567.500 Rp52.836.750.000
BANTEN Rp103.555.350.000 Rp152.624.000.000 175.876.200.000 Rp180.437.550.000 Rp165.665.425.000
BALI Rp10.893.150.000 Rp13.097.100.000 17.756.650.000 Rp21.048.150.000 Rp14.828.650.000
NUSA
TENGGARA Rp6.128.550.000 Rp6.091.350.000 6.450.950.000 Rp6.999.200.000 Rp6.339.250.000
BARAT
NUSA
TENGGARA Rp2.657.350.000 Rp2.576.050.000 2.638.700.000 Rp2.576.050.000 Rp1.694.550.000
TIMUR
KALIMANTAN

BARAT

Rp6.617.350.000

Rp7.483.700.000

7.772.250.000

Rp8.389.750.000

Rp7.456.300.000

h a

oY (N
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.*ﬁéh'('\;"/fﬂTAN Rp3.581.200.000 Rp3.638.150.000 4.128.600.000 Rp2.922.350.000 Rp2.271.850.000
g'é'[%mm"‘ Rp6.778.450.000 Rp7.227.200.000 8.057.300.000 Rp6.411.250.000 Rp4.488.150.000
m-b'\gANTAN Rp10.757.400.000 Rp11.790.650.000 14.377.450.000 Rp14.799.150.000 Rp10.933.350.000
ﬁgkﬁ‘/’\VEs' Rp4.279.700.000 Rp4.581.150.000 4.933.450.000 Rp4.736.400.000 Rp3.516.450.000
fg,'\'léVXES' Rp2.326.050.000 Rp2.320.950.000 2.845.550.000 Rp2.547.700.000 Rp1.514.200.000
SULAWESI

A Rp11.506.080.000 Rp12.761.990.000 14.233.800.000 Rp13.458.494.943 Rp8.318.500.000
SULLAR = Rp2.982.050.000 Rp3.453.200.000 4.046.900.000 Rp3.729.750.000 Rp1.961.750.000
TENGGARA pe.62.050. po.&os.240. 046,980, po. 129,190 PL=0L 70,
GORONTALO Rp1.332.650.000 Rp1.525.700.000 1.392.350.000 Rp1.311.050.000 Rp902.250.000
SULOWES! Rp302.300.000 Rp510.550.000 513.050.000 Rp419.050.000 Rp139.400.000
MALUKU Rp520.950.000 Rp649.300.000 669.300.000 Rp489.050.000 Rp304.150.000
e Rp499.700.000 Rp678.650.000 678.650.000 Rp519.000.000 Rp281.000.000
PAPUA Rp3.153.350.000 Rp3.329.600.000 3.892.850.000 Rp3.409.950.000 Rp2.134.350.000
Ny Rp1.442.850.000 Rp1.468.000.000 1.576.350.000 Rp1.244.350.000 Rp611.000.000

TOTAL RP578.949.054.997 Rp747.329.301.386 Rp808.953.606.937 Rp799.666.277.261 Rp711.146.575.000

Dalam menyusun Renstra tahun 2025

Berdasarkan tabel

Jakarta. PNBP layanan AHU

di

atas, dapat dilihat bahwa 3 (tiga) wilayah
terbesar penghasil PNBP layanan AHU di wilayah dalam 3 (tiga) tahun
terakhir adalah Kanwil Jawa Barat, Kanwil Banten dan Kanwil DKI

secara total mengalami peningkatan dari
tahun 2020 hingga tahun 2022, namun sedikit menurun pada tahun

2023 dan berpotensi menurun pada tahun 2024. Potensi PNBP
Layanan AHU di wilayah berpotensi ditingkatkan, baik dari sisi jenis

layanan yang diberikan, m
layanan AHU. Untuk i

aupun pembaharuan terhadap PP Tarif

tu, maka diperlukan kajian mendalam dalam
memanfaatkan potensi PNBP layanan AHU di wilayah ini.

beberapa permasalahan dan tantangan, yaitu:

1.Sengket a

inter Palhgumusar @RRBlaktat an

l ndone@iNddengan

terhadap

ayanan

25

Pengurus
kenotar.i

at an

-2029, Ditien AHU menghadapi

Ditjen

Untuk layanan kenotariatan, adanya sengketa internal antara PP INI
dengan 25 Pengurus Wilayah INI mengganggu layanan kenotariatan

AHU karena untuk pengangkatan Notaris dibutuhkan sertifikat
kelulusan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang dikeluarkan oleh INI ,
serta dibutuhkan Rekomendasi INI untuk perpindahan Notaris.

.Potemeinyal ahgdataanDi tj en

AHU

Pemanfaatan data Ditjen AHU oleh Kementerian/Lembaga
dipergunakan di luar yang disepakati dalam MOU/PKS dan rentan

disalahgunakan
.Masyarakat

ayanan

belum sepenuhnya

Inovasi layanan Ditjen AHU khususnya layanan digital membutu
pemahaman lebih dalam pemanfaatannya. Masyarakat yang belum
terbiasa dengan layanan berbasis digital akan menghadapi kendala
dalam menerima layanan Ditjen AHU. Pemahaman terhadap alur
maupun proses layanan, khususnya layanan AHU berbasis digital,
akan sangat menentukan keberhasilan layanan publik yang diberikan
Ditjen AHU.

seringkali

me ma h a mi

hkan

Not ar i s
Wi | ayah

I NI
AHU

ter |
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4 . Kompl eksitas proses pengadaan menghambat
kepada masyar akat
Layanan AHU berbasis digital tentunya membutuhkan pengadaan
perangkat digital termasuk maintenance atas perangkat digital. Untuk
itu, dibutuhkan maintenance dan pengadaan untuk optimalisasi
pelayanan ke masyarakat berbasis digital. Namun hal ini sedikit
terhambat dikarenakan  syarat pengadaan yang terlalu kompleks dan
panjang .

2PBtensi , Per masal ahan dan Tantangan Direkt

I ntel ektual

Dalam konteks perencanaan strategis, permasalahan merujuk pada
segala tantangan, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya. Permasalahan tersebut dapat
berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Perm asalahan
yang diidentifikasi merupakan permasalahan yang dapat mengganggu
kinerja dan menghambat pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi

yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi

DJKI juga dilakukan melalui serangkaian FG D dengan para pemangku

kepentingan, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Detail

permasalahan dan kendala yang dihadapi DJKI telah dibahas pada sub

bab capaian kinerja pada masing -masing unit eselon II. Secara umum,

berikut adalah kesimpulan permasalahan yang dihadapi oleh DJKI:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM KI ,
fungsional teknis Kl seperti Pemeri ksa
Pemeri ksa Desain I ndustri, dan Anal i s
per mohonan KI . Hi ngga ma@aad mEagmig ebmdblainmg aand a
SDM KI .

2.Kurang optimalnya kinerja sistem infor me
| ayanan KI berbasis Teknol ogi I nf or masi (

3.Hingga saat i ni, DJKI b e | luRnf fripieargaaudpiu nk a n
kantor pemeri ksa K (kant ober spteamedra rk s
internasional .

4 . Belum ada pfakecagattie@dhadap peningkatan p
KI, sehingga antisipasi terhadap peningk
dapat dil akukan.

5.Kebijakan penentuan tarif PNBP vyang bel
periodi k.

6. Kebijakan pengurangan tarif at au pembe.
menyebabkan per mohonan meni ngkat, namu
cenderung rendah.

7.Pertumbuhan permohonan paten cenderung s
tahun terakhir, walaupun masi h terjadi p

8. Kurangnya kebijakan teknis KI dalam menga
teknis KI.

9. Rendahnya Kkesadar an masyarakat terhadap
( K1)

10Adanya | ayanan KI yang diberikan ol eh K/ L
masyarakat ti dak mendapat kan Ha k Kekay:
didaftarkan. SDM pember.i |l ayanan dar i
| ayanan sudah berpindah tugas dan tidak
sehgga penanganan progres permohonan KI m
tersel esai kan setlaaghnuan .ber t ahun
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l11Kurang optimalnya pembinaan, pendampi nga
kinerja Kant oKre mé@nkawahai t | ayanan KI,
berdampak terhadap kinerja | ayanan KI di

l12Pemeri ksa | G saat 1 ni dilakukan ol eh per
dapat mel aksanakan tugas sepenuhnya seba:

13Payung hukum I G masi h menjadi satu denga
sedangkan secara substansi kedua |jenis
sudah selayaknya diatur dalam 2 (dua) UU

14Bel um ditetapkannya st r artoeagdia pknla s3I elmad a iK|
regul asi dan acuan perlindungan dan pema
stakehol der

15Kurangnya SDM dengan kompetensi tertentu
di pl omat .

l6Layanan TI K Paten, Mer ek, | G dan DI ma
menyulitkan tata kelola dan integrasi i N

17Bel um terealisasinya satu data KI terint

18Bel um diter @dplasnya Rec oDbRPYy Hhhsainness
Continui(BCH) achal am pengel ol aan TI K DJKI

19Ti dak sei mbangnya rasio penyidik dengan
sehingga menghambat proses penyelesaian |

20Kurangnya Sarana dan Prasarana penangana
dal am menangani sengketa KI digital
Perkembangan lingkungan strategis tidak hanya menciptakan
peluang, namun juga tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan
Visi DJKI tahun 2029. Secara umum, tantangan yang dihadapi DJKI
dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Tantangan Politik dan Regul asi

aPercepatan penyel esai an UU dan peratur
sebelum tahun 2029.

b Ratifi kasi perjanjian internasional y a
memaj ukan perlindungan dan pemanfaatan

c Peningkatan peringkat I ndonesia dalam G
Filipina, Vietnam dan Thail and.

dPeningkat akatpémPi hgdex I ndonesia (US Cha

ePenyel esaian sengketa KI i nternasional
berbeda.
2. Tantangan Ekonomi

a Mo n e stsa KI' masi h menjadi tantangan ke de

bPotensi kerugian maupun potensi kehil an
aki bat pelanggaran HKI .

c Muncul nya model bi snis baru akibat KI,
dengan sengaj a unt uk menuntut pi hak
pel anggaran HKI, tanpa bermaksud menggu
di mi | i ki . Mi sRd t, e if te nTormeelnla

d Kepemilikan Kl menj adi persyaratan ek
ekspor dalam neger. yang belum terdaft e
dengan produk serupa dar.i negara kompet

elndonesi a hanya menj adi "pasar” bagi
i nternasi onal yang sudah mel akukan k or
di mi. i ki

3. Tantangan Sosi al



aPeningka
sengket a
horizont
bSerbuan
berpoten
c Rendahny
dan pema
di hasil k
d Rendahny
me nghamb

4. Tantangan
aPer kemba
pel angga
bPer kemba
tumpang

c Per kemba
keti dakj

di daftar

5. Tantangan
aKepemil
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t an per mohonan akan berkorel as
dan pel anggar an KI . Hal I ni
al antar masyarakat atau pel aku
pengajuan permohonan KI dar i p
s kepemilikan HKI tidak di mil/i
a kesadaran masyarakat atas per
nfaatan KI menyebabkan adanya Kk

an namun tidak dilindungi KI .

a kemampuan di gital masyar e
at |l ayanan KI berbasis digital
Teknol ogi

ngan teknologi digital me mb u k a
ran HKI .

ngan teknol ogi j uga memungki nk
tindi h HKI.

ngan teknol ogi digital menj a
el asan kepemilikan hasi | krea-c
kan HKI .

Lingkungan Hidup
kan HKI teknol ogi hijau dapat m

menjual produk seperti energi t-émabaruka
dengan har ga yang tinggi, sehingga
menj angkaunya.

b Kurangnya insentif Kl untuk sol usi ter
sumber t drolpeka sywaurg ej)ustru dapat ber dam
bagi masyarakat | uas.

c Penggunaan penamaan KI dengan | abel "ra
berpotensi digunakan hanya sebagai penci
kel estarian | ingkungan.

1.2P6tensi, Per masal ahan dan Tant angan Badar

Nasi onal

BPHN memiliki peran strategis dalam pembinaan hukum di Indonesia.

BPHN bertugas untuk

menyelenggarakan pembinaan hukum nasional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, BPHN perlu mempertimbangkan
kondis i lingkungan strategis organisasi. Hal ini dilakukan dengan

mengidentifikasi faktor

-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan

jangka pendek, menengah, dan jangka panjang organisasi

Lingkungan strategis BPHN mencakup berbagai faktor eksternal dan
internal yang berpotensi memengaruhi efektivitas tugas dan fungsinya.
Berikut adalah potensi dan permasalahan BPHN

1. Potensi
a.Penyel en
l1)Memver

ggaraan bantuan hukum
i fikasi dan mengakreditasi Or gal

Bantuan Hukum diberikan oleh organisasi yang telah

terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum melalui
BPHN, dalam bentuk litigasi (pendampingan di pengadilan)
maupun nonlitigasi (konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan,

dil) sebagaimana diatur da lam Undang -Undang Bantuan
Hukum. Proses verifikasi dan akreditasi bertujuan memastikan
organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang kompeten,
profesional, dan berintegritas yang dapat memberikan layanan
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hukum gratis serta menerima dana bantuan dari APBN.

Akreditasi juga diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan

sesuai kapasitas organisasi. Upaya ini merupakan strategi

untuk memperkuat sistem bantuan hukum nasional yang

berorientasi pada keadilan.
2)Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desal/ Kel

Pembentukan Posbankum di tingkat descz:
respons <cepat terhadap kebutuhan masy

hukum yang mudah di akses, khususnya
mewuj udkan pemer at aan aackcseesss ktegadj U an
hi ngga ke pelosok negeri. Posbankum
|l ayanan hukum, seperti i nfor masi dar
bantuan dan advokasi, penyel esaian Kkc
serta rujukan kepada advokat. Kehadir
sangat penti ngj aunngtkuaku nkeenl o mp o k rent a
sel amauilnit mengakses | ayanan hukum f o
3)Pembi naan Paral egal

Par al egal dapat berperan sebagai uj
hukum di tingkat komunitas, khususnya
pedesaan, atau wilayah yang sul it di
profesional. Keberadaan par al egal j u
upaya negar a d alkeam rmemajnalt a+Uhnddaanngg

No mor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
memper kuat demokr asi dan supremas:i h u
rumput yang menjadi kan Non Litigasi SeE€

Dal am Penyel esaian Per mMaoxnallaihtaing al u louwnn
Priamy Legal Ai d
4)Pembinaan Juru Damai

Per an Kepal a Desa/ Lur ah bukan saj a
sebagai pemi mpin for mal unt-uk usnanj al
administrasi pemerintahan, akan tetapi
tokoh sentral yang dipatuhi ol eh war

menj adi pengayatm mahigndapgi berbagai Kk
desa/ kel urahan dan menyel esai kan ber

serta konfl ik yang ter Nadi .Li Pegathi o
Peacemakenru Damai hal I ni sebagai man
Pasal 26 ayat (4)>Umdiamnd NKormordathgdahun
j o. Undrmdagng Nomor 3 tahun 2024 t ent
menyel esai kan perselisihan masyarakat
b.BPHN sebagai Pusat JDI HN
Pusat JDIHN memil i ki peran strategis un
hukum nasional, dengan memanfaatkan | ej
mul ai dar i kementerian, |l embaga, peme
perguruan tinggi. Integrasi seluruh dok
darberbagai sumber i ni dal am satu basi
memudahkan akses, tetapi juga menjamin
i nfor masi hukum.
Dengan data yang terpusat dan berasal
terpercaya, JDI HN seharusnya dapat m
I nf or masi hukum masyarakat secar a ut
menghil angkan keraguan atas kebenaran
karena setiap dokumendahukubmainkuliat u dar.
Perundamdgangan maupun dokumen hukum | a

dilacak secara digital
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c.Pembina Jabatan Fungsi onal Penyul uh Huk
Berdasar kan dukungan regul ati f yang di
Ment er Nomor 1 Tahun 2024 tentang Org
Kementerian Huk um, BPHN sebagai uni t
Fungsi onal Penyul uh Huk um dan Anal i s
kewenangan strategkskawmnt p&ngmaltan tert
Jabat an Fungsi onal Penyul uh Hukum da
Penguatan i ni dapat dilakukan mel al ui b
pengembangan kapasitas secar a I nternal
kompetensi, penataan karier, d aan peml
maupun mel al ui kol abor asi ekste
kementerian/ |l embaga/ pemerintah daer ah,
| embaga riset, organisasi profesi, orga
Sinergi l intas sektor tersebut menj adi
memasti kan psmkesi abaltian fungsi onal
mendorong terciptanya tata kelola hukum
dan berbasis pengetahuan.

d.Penat aan Peraturamd®&egamdared al ui pemar
dan peninjauan/analisis dan evaluasi hu
BPHN merupakan pelaksana dar.i kewenang
sebagai koordinator pemantauan dan p
Unda+mdang di l i ngkungan Pemerintah
di amanat kan dalam Pasal 95A ayat (3b) s
Peraturan Pendadegeaefpagai mana di amanat kan
Pasal 9 7 C -Whnddaanngg Nomor 13 Tahun 202
Perubahan Kedua -ndandgndlamgr 12 Tahun
tentang Pembent ukan PeratodanganPer L
Pemantauan dan PeninjauaWndeaemnd adlialpa Kkuinkdaa
unt ukemasti kan -Wmdaamg memi | i ki kedayagul
kehasil gunaan setiUmldaamg Unddhgyat akan b
sehingga akan menunjukkan apakah tercap
dar i pembentukan sWnd ain g Un,d a ndgga mp a k y &
diti mbul kan dari p e tUankdsaanmga a rs eUndaa mp n f a a
Negar a Kesatuan Republ ik Il ndonesi a. H
Peninjauan terhadagandgndarkg@an mendor c
pengampu/ pel aksana kebijakan unt uk me n
upayanya agar seluruh amanat at au keb
Unda+i#gmdng telah diimplementasi kan denga
analisis dan eval uasi terhadaganrgeamt ur
(di bawah -Undang) dil akukan untuk memast.
Perundamdgiangan tersebut sel ar as dengan
har moni s, seamamafjemi smadat annya, sel ar a:t
asas hukum, dan dapat dil aksanakan deng¢
Hasi | anal i sis dan eval uasi terhadap
undangan akan mendorong pengampu/ pel aks
merencanakan dan me ny uPsewrnu n Blamad ug am
berdasarkan atas argumentasi berbasis
direkomendasi kan yang dihasil kan dar. h

2. Permasal ahan

a.Pe
1)

nyel enggara bantuan hukum

Keterbatasan Akses dan Jangkauan Wil a
Layanan bant uan hukum masi h ter konse
perkotaan, sement ar a masyarakat di
perdesaan, dan perbatasan sul it meng
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kar ena ket erbatasan j uml ah Organi sas
Hukum ( PBH) .

2)Kualitas dan Kapasitas PBH yang Bel um
Ti dak semua PBH memi | i ki kapasitas
me mad a i dal am hal sumber daya manusi a
maupun pel apor an. I ni berdampak pad:
hukum yang di beri kan, terut ama di
keterbatasan SDM hukum ( AdyV o kyaatn g d an
profesional

3)Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentan:
Hukum
Masi h banyak masyarakat yang bel um
mereka berhak mendapatkan bantuan hukt
negar a. Mi ni mnya edukasi hukum menye
tingkat partisipasi masyarakat dal am
bantuan hukum.

4)Bel um Optimalnya Peran Paral egal
Par al egal sebagai ujung tombak bantu
komunitas sering kal.@ bel um mendapat
berkelanjutan, sehingga peran mereka
membantu masyarakat secara struktur al
Juga perlu pembiaganmbey&krmrhlmnab desal ke
unt uk memi |l i ki jiwa kesukarelaan sosi
untuk menjadi seorang Paral egal

5)Bel um Opti malnya Peran Juru Damai
Kepala desa atau |l urah sering berper
dal am penyel esaian persoalan hukum de
karena dianggap cepat, mur ah, dan se
|l okal, namun peran ini juga menghadir|
Keterbatasan pteemmahhaadraapn hukum f or mal ,
tindih kewenangan antara fungsi admini
sengket a, mi ni mnya dukungan perangk
tekanan sosi al dan pol itik | ok al S €
pel aksanaan peran tersebut s ead aarha ad.i
semakin serius keti ka pendekat an dar
kastkaasus pidana berat yang seharusny
hukum, kar ena berisi ko mengabai kan
mel emahkan prinsip negara hukum.

6)Posbankum Desa/ Kel urahan
Belum adanya dasar hukum yang me n g a
program Posbankum Desal/ Kelurahan y an
Il nstansi . Belum semua warga desa mau
Par al egal di Posbankum Desa/ Kel urahan

.Pusat JDI HN

l1)Per an BPHN sebagai pusat JDI HN masi t
sinergi l'intas instansi, bai k secar a
Na mun dal am prakti knya, bel un
kementerian/ |l embaga/ daer ah dan per
menunj ukkan komit men yandg konsisten
pengel ol aan JDI H, sehingga BPHN haru
pendekatan dani pembsnéaan

2)untuk mewujudkan National Law Single

ketersediaan dokumen hukum Naemmugnk,ap d
saat ini pencarian dokumen belum opt.i
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dat a bel um me mad a i dal am menj amin I
val i diStasin i tu, sinkroni sasi antar a
anggota JDIHN belum stabil, sehingga
berjalan dengan bai k. Ol eh karena itu
teknol ogi i nfor masi dan pengembanga
I nf or masi hukum owatgi fl edbbarh kol abor ati
berbasis tyakhigpep aty.
c.Pembina Jabatan Fungsi onal Penyul uh Huk
l1)Belum terbentuknya Petunjuk Pel aksan
Tekni s Jabat an Fungsi onal Anal i s Hu
Hukum pasca berlakunya Peraturan Ment
Aparatur Negara dan Refor masi Bi rokr as
2)Belum terbangunnya sistem informasi
Anal i s HukRiem yduabkhu k u m.
d.Penat aan Peraturamd®egamdared al ui pemar
dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hu
BPHN belum memiliki pedoman di bidang pe
dan pembangunan hukum nasional yang men\)
mengal ami kesulitan dalam menjal ankan t
bi dang pemantauan, peninjauan, dan p €
nasi onal . Tampanadaanylan tolak ukur yan
meni mbul kan permasal ahan berupa perbed
met ode dal am mel aksanakan tugas dan
pemantauan, peninjauan, dan pembangunan
Si si l ai n, kegiatan ankadmsdis BRHN evad a
memi | i ki pedoman yang di bakukan dal am
Badan. Pedoman I ni menj adi | angkah aw
menj aga kualitas serta konsistensi dal
evaluasi hukum yang dil akukan ol eh BPHN
i nme mi | i ki kekuatan yang | ebih besar dan
kerangka hukum nasional, perl u ditingke
Peraturan Menteri. Pengubahan i ni akan
hukum vyang | ebi h kokoh serta dapat me
tanggung sjegawalp uni't di BPHN dal am menj
eval uasi hukum, sekaligus memungkinkan
| ebi h bai k dengan kementerian/ |l embaga

perguruan ting®i hakanepik@aak | ainnya

3. Tantangan
a.Penyelenggaraan bantuan hukum

1)Regul asi yang mengatur bantuan hukum
kel ompok rentan yang bukan di kat egoc
masyarakat miskin sebagai peneri ma bal

2)Memasti kan kualitas | ayanan bantwuan h
standar | ayanan bantuan hukum;

3)Sebaran PBH | ebih terkonsentrasi di Kk
provinsi, sedangkan penerima | ayanan
dar i desa/ daerah terpencil

4)l nformasi tentang program bantuan huk.!
seluruh masyarakat terutama di daer ah
tertinggal;

5)Ego sektoral antara Kementerian/ Lembac

dan aparat penegak hukum untuk mengin
bantuan hukum;
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6)Bel um semua pemerintah daerah membent
yang mengatur tentang penyelenggaraan
7)Besar an bi aya bantuan hukum bai Kk p e

nonl i tigasi 10 tahun terakhir belum a:q
8)Pengenaan pajak untuk | ayanan jasa bal
9)Pengakuan/ |l egiti masi hasi | perdamai an

kepala desa/lurah sebagai juru damai ;
10Bel um adanya standar mut u |l ayanan p C

secara nhasional
.Pusat JDI HN
Mel aksanakan tat a kel ol a dokumen dan i

bersumber dar. anggota jaringan.

.Pembina Jabatan Fungsional Penyul uh Huk

l1)Kemaj uan Al mengurangi peran penyul uh
i nfor masi hukum;

2)Kesenjangan kesejahteraan antar Jabat:
3)Bel um terdapat keseragaman standar da
Jabatan Fungsional

.Penataan Peraturamd®egamdared al ui pemar
dan peninjavuan/analisis dan evalwuasi hu
Pemant auan dan peninjauan -Uhdahgdap

di koordinasi kan ol eh beberapa pi hak, y
l i ngkungan DPR, Paniti-&nBangndangi dgédan

DPD, dan Menter. Hukum di l i ngkungan
sebuah tantangani luinktiuk stneenndar di sasi y
mendukung agar ketiga institusi di maks
kualitas pemantauan dan peninjauan y a
memungki nkan adanya pemanfaatan ber same
hasi l pemantauan dan peninjauan (

|l el mads$si onal
Dal am rangka mendukung penataan per a

undangan, BPHN secara berkelanjutan mel
evaluasi hukum terhadap ber bagqaianpmearnat urt
yang berl aku. Kegiatan i ni bertujuan me

bai k yangt breegulfatif mewympumt inon yang
di manfaatkan ol eh Kementerian/ Lembaga d

sebagai kerangka atau bahan penydsunan
undangan baru maupun perubahan regul asi
Namun, realisasi tindak | anjut atas rek
eval uasi hukum masi h menghadapi t ani
Berdasar kan dat a, hanya sekitar 40 %
ditindakl anjuti ol eh instansi peneri ma.
l anj ut i niandiosleebhabbker bagai faktor, ant
optimal nya integrasi hasi l analisis da
perencanaan regul asi nasi onal maupun

mekani s me koordinasi l'intas sektor

I mpl ement asi rekomendraisoir;i t @esr bkeedbaiajna k@ n
Il nstansi ; serta keterbatasan sumber day
tindak | anjut.

Selain 1tu, sebagyangrdkbamisdbhanber si f a
umum dan bel um sepenuhnya di l engkapi
mendal am terkait I mplikasi kebijakan, s

penguatan kualitas substansi hasi |l eval
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2PBtensi , Per masal ahan dan Tantangan
Hukum
Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) merupakan salah satu
Unit Eselon | yang memiliki peran strategis dalam menghasilkan
rekomendasi kebijakan di bidang hukum. BSK Hukum mempunyai tugas
yaitu menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian
reko mendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Dengan adanya
transformasi Kemenkumham menjadi Kemenkum, semakin memberikan
peluang BSK Hukum menjadi policy think tank  dalam membahas berbagai
isu kebijakan level nasional maupun internasional di bidang hukum.

Adapun potensi pada BSK Hukum ke depan, antara lain :

1. Penguatan Tata Kelola Kebijakan Publik Kementerian Hukum
Tuntutan menciptakan kepastian hukum dan mengakomodir
kebutuhan masyarakat dalam pembentukan regulasi dibutuhkan
proses analisis kebijakan yang komprehensif berbasis bukti ( evidence
based policy ) sehingga diharapkan kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah dapat memberikan kontribusi pelayanan publik yang lebih
berkualitas dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Output
analisis strategi kebijakan BSK Hukum menghasilkan alternatif atau
bahan pert imbangan dalam perumusan kebijakan maupun
rekomendasi pembentu kan progsun Peraturan Menteri Hukum.

Badari

Sel ain itu, hadirnya BSK Hukum sebagai

Kemenkum yang mendampingi UKE | dalam memastikan kualitas
kebijakan Kementerian Hukum telah sesuai dengan prinsip Indeks
Kualitas Kebijakan (IKK) mulaida  ri proses perencanaan, penyusunan
hingga implementasi peraturan yang berlaku.

2. Pengukuran Indeks di lingkungan Kementerian Hukum
BSK Hukum juga memiliki peran yang masih sangat dibutuhkan
untuk melakukan pengukuran/survei serta mengembangkan indeks
baru terkait kebijakan Kementerian Hukum seperti pengukuran
survei indeks layanan kesekretariatan, penilaian indeks kualitas
kebijakan, survei persepsi kualitas pelayanan dan persepsi anti
korupsi, uji kelayakan inovasi dalam pemberian penghargaan bagi
pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.

3. Peran Strategis dalam Pembentukan Kebijakan di bidang hukum.
Kebutuhan terhadap kebijakan berbasis bukti ( evidence based policy )
yang semakin tinggi dan seiring dengan adanya kompleksitas
permasalahan di bidang hukum, sehingga BSK Hukum dapat
memberikan rekomendasi kebijakan di bidang hukum secara
responsif dan adaptif terhadap dinamika yang ada.

4. Transformasi Digital ~ dan Inovasi Kebijakan Hukum
Dalam era digitalisasi saat ini, BSK Hukum memiliki potensi untuk
mengembangkan sistem digitalisasi analisis kebijakan hukum dan
menerapkan Al dan  machine learning . Selain itu, dengan membangun
platform kolaboratif untuk hasil analisis kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga lain.

5. Berperan dalam Peningkatan Kapasitas Analis Kebijakan
BSK Hukum dapat berperan dalam memberikan pendampingan dan
pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas jabatan fungsional
Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum. Saat ini, jabatan
Analis Kebijakan banyak ditempatkan di Unit Eselon | lainnya sela in
BSK Hukum. Bahkan rekrutmen baru jabatan Analis Kebijakan yang
ditempatkan di seluruh Kantor Wilayah. Hal ini merupakan pekerjaan
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rumah sekaligus potensi bagi BSK Hukum untuk dapat berperan lebih
dalam memberikan penguatan dalam meningkatkan kapasitas dan
mengimplementasikan  Corporate University .

6. Berperan sebagai inisiator membentuk forum kolaboratif antar
Kementerian/Lembaga kebijakan
BSK Hukum dapat berperan sebagai inisiator dalam membentuk
forum kolaboratif atau Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang
melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga yang memiliki pengampu
tusi kebijakan. Bentuk kerjasama dan kolaboratif dimaksud,
diharapkan dapa t menjawab atas kebutuhan kompleksitas
pembangunan nasional yang memerlukan mekanisme koordinasi
yang dapat menyelaraskan kebijakan di berbagai sektor dan tingkat
pemerintahan. Selain itu, dapat membangun pemahaman yang sama
mengenai tata kelola dan sinerg i kebijakan dalam skala nasional serta
mendorong peningkatan kualitas kebijakan secara nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BSK Hukum, tentunya terdapat
permasalahan dan kendala yang dihadapi, diantaranya adalah :

1. Belum terdapat pedoman yang baku dalam melaksanakan kegiatan
analisis kebijakan.
Saat ini pedoman penataan tata kelola kebijakan Kementerian Hukum
masih mengacu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM. Sehubungan dengan transformasi organisasi,
dinilai per lu untuk dilakukan revisi sekaligus melakukan penyesuaian
perubahan dinamika tata kelola regulasi dan tata kelola kebijakan
publik yang baru disertai petunjuk teknis pelaksanaan analisis
kebijakan.

2. Hasil analisis kebijakan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh unit

terkait
Rekomendasi yang dihasilkan analisis kebijakan secara keseluruhan
belum dimanfaatkan dan digunakan oleh stakeholders , sehingga hal

ini menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Strategi Kebijakan
Hukum dalam mewujudkan kebijakan yang berkualitas di lingkungan
Kementerian Hukum yang berbasis bukti.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sebanding
dengan beban kerja.
Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai jabatan analis kebijakan
dan kondisi e ksisting ( bezzeting), bahwa ditemukan gap yang
signifikan sehingga terdapat permasalahan kekurangan analis
kebijakan.

BSK Hukum dihadapkan pada tantangan besar dalam hal koordinasi
antar lembaga dan stakeholder , transformasi digital terkait kebijakan,
pengelolaan SDM dan kebutuhan akan kebijakan hukum yang inklusif
dan berbasis bukti. Dalam menjawab tantangan tersebut, BSK Hukum
perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM terutama analisis
kebijakan, memperk uat ekosistem kolaboratif, pemanfaatan teknologi
hukum, serta memperluas jangkauan analisis hukum ke arah yang lebih
antisipatif.
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1. 2P8B8tensi, Per masal ahan dan Tantangan Badan
Daya Manusia Hukum
Sebagai salah satu Unit Eselon | di Kementerian Hukum, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memainkan peran
penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang
berkompeten di bidang hukum. Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian Hukum untuk periode 2025 -2029 harus
mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik internal
maupun eksternal, yang berpotensi memengaruhi kinerja dan pencapaian
tujuan organisasi. Lingkungan strategis ini melibatkan permasalahan
yang perlu diatasi, potensi yang bisa dimanfaatkan yang berdampak
langsung pada pengelolaan SDM di bidang hukum. Potensi dalam
lingkungan BPSDM dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Aspek sumber daya manusi a
BPSDM saat ini melayani bidang pengembangan kompetensi untuk
Kementerian Hukum dan HAM atau dapat dikatakan ke depan
Kementerian akan menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM,
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Maka BPSDM mempunyai
potensiuntuk me mperluas peran. Dengan pemekaran ini, ada peluang
bagi BPSDM untuk memperluas cakupan peran menjadi pusat
pelatihan utama bagi keempat kementerian sekaligus. Ini akan

memperkuat posisi BPSDM sebagai pusat unggulan ( center of
excellence) untuk kompetensi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan
pemasyarakatan.

Dalam scope Kementerian Hukum dengan adanya jabatan fungsional
terbuka dimana Kementerian Hukum sebagai instansi pembina,
BPSDM tidak hanya melakukan pengembangan kompetensi di dalam
internal BPSDM tetapi juga dapat meningkatkan kompetensi bagi
Instansi pemerintah la  in sehingga eksistensi BPSDM sangat penting.

2. Aspek teknol ogi
Dengan perkembangan saat ini teknologi yang sudah diadopsi oleh
BPSDM maka proses pelatihan saat ini dikenal dengan Corporate
University dimana peserta pelatihan dapat melakukan pengembangan
kompetensi dimanapun dan kapanpun,tidak seperti dulu yang
konvens ional dimana pegawai harus datang ke BPSDM yang harus
mengeluarkan usaha, waktu dan biaya.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian
Hukum memiliki peran krusial dalam membentuk kompetensi dan
kapabilitas sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan
Kementerian Hukum  maupun instansi terkait lainnya. Namun, dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, BPSDM menghadapi sejumlah
permasalahan yang menghambat optimalisasi pencapaian cita -cita
BPSDM sebagai pusat unggulan pengembangan SDM di bidang
hukum. Permasalahan dalam lingkungan BPSDM dapat dijabarkan
seperti berikut:

3. Ketidaksei mbangan Proporsi SDM dengan Bel
Hambatan utama yang dihadapi BPSDM adalah ketidakseimbangan
antara jumlah sumber daya manusia (SDM) dengan beban kerja yang
ada. BPSDM masih kekurangan dokumen analisis beban kerja yang
terstruktur dan valid, yang menyebabkan pengalokasian tugas tidak
selalu optimal. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berlebihan
pada beberapa pegawai, yang pada akhirnya dapat menurunkan
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produktivitas dan kualitas pelatihan yang disediakan.
Ketidakseimbangan ini juga berdampak pada ketidakefisienan dalam
penggunaan sumber daya yang tersedia, yang pada akhirnya
mempengaruhi efektivitas pengelolaan BPSDM secara keseluruhan.

4. Kesenjangan Antara Generasi Pegawali BPSDI
Kondisi BPSDM Kementerian Hukum saat ini memiliki perbedaan
generasi yang cukup signifikan antara pegawai milenial dan pegawai
dari generasi X. Pegawai milenial seringkali memiliki karakteristik
yang berbeda, seperti kecenderungan untuk bekerja dengan lebih
fleksibel dan digital, namun cenderung kurang peduli terhadap norma
dan nilai yang diterapkan oleh generasi sebelumnya. Perbedaan ini
dapat mempengaruhi dinamika kerja d i ingkungan BPSDM, terutama
dalam hal komunikasi dan kolaborasi antar pegawai. Kuran gnya
pembinaan yang optimal terhadap pegawai milenial menyebabkan
kesenjangan antar -generasi semakin nyata, yang dapat berdampak
negatif pada kinerja organisasi.

5. Terbatasnya Pengembangan Kompetensi yan
Perkembangan Tugas dan Fungsi
Dalam menghadapi perubahan yang cepat, BPSDM masih mengalami
keterbatasan dalam pengembangan kompetensi yang relevan dengan
tugas pokok dan fungsi yang terbaru. Hal ini disebabkan oleh
minimnya dukungan manajemen untuk pengembangan SDM yang up-
to-date, serta keterbatasan dalam merespon perubahan kebutuhan
kompetensi yang muncul. Tanpa dukungan yang memadai dalam
peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas yang
berkembang, BPSDM mengalami kesulitan dalam memenuhi
ekspektasi sebagai pusat pelatiha n ung gulan di bidang hukum.
Keterbatasan ini juga menyebabkan BPSDM kurang responsif
terhadap perubahan situasi dan kebutuhan di lingkup Kementerian
Hukum.

6. Kebijakan KeR2 n BFAM(g Ti dak Mewaj i bkan F
Sebagai Syarat Kenai kan Jabatan
Berdasarkan peraturan KemenPAN -RB, pegawai yang ingin naik ke
jenjang jabatan yang lebih tinggi tidak diwajibkan mengikuti pelatihan
tertentu, tetapi cukup dengan uji kompetensi. Kebijakan ini menjadi
hambatan bagi BPSDM dalam menarik peserta untuk mengiku ti
pelatihan yang disediakan. Akibatnya, BPSDM menghadapi kesulitan
dalam memenuhi target jumlah peserta pelatihan, terutama untuk
program -program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi
pegawai sebelum naik jabatan. Hambatan ini mengurangi efektivita S
pelatihan BPSDM sebagai instrumen pengembangan kompetensi di
Kementerian Hukum. Unit Pengembangan Pelatihan Fungsional
kesulitan dalam mencari peserta pelatihan. Kesulitannya karena
adanya peraturan dari Kemen PAN-RB yang tidak mewajibkan JFT
yang akan naik jenjang lebih tinggi untuk melakukan pelatihan
tertentu dan cukup dengan melakukan uji kompetensi

1.2P6tensi, Permasal ahan dan Tantangan I nspek
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (lItjen Kemenkum ) merupakan
unsur pengawas intern di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Pengawasan intern ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan di Kemenkum berjalan sesuai dengan prinsip good governance
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serta memenuhi ketentuan peraturan perundang -undangan, kebijakan
pemerintah, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Itfen Kemenkum memiliki peran
strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di
lingkungan  Kemenkum. Melalui berbagai program, Itjen mendorong
penerapan sistem yang transparan dan akuntabel agar tercipta
pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab , Itjen

Kemenkum tentunya mengalami kendala/permasalahan yang dapat

menghambat tujuan Itjen yang telah ditentukan, dia ntaranya adalah:

1. I ntegritas pegawali Kemenkum saat i ni b
tercermin dar.i hasi | Sur vei Penil aian 1n
ol eh KPK. Survei Penil ai an Il ntegritas
diinisiasi ol eh Komi si Pemberantasan Kor
dari wupaya nasional dalam menekan risiko
|ntegr|tas serta kualitas | ayanan publ i k.
pi hak dalam penilaian, Sistem Pengendali
dapat member i kan pemahaman yangejnewmlyel u
mana 1integritas dan kerentanan terhadap
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah D
penil aian SPI menj adi sal ah satu indika
Birokrasi ( RB) yang berpengaruh phda tur
dan masuk dal am KRPUMN. 202R2i | akhir dari P
yang dil akukan ol eh KPK adal ah rekomenda:c
kepada K/ L/ D demi perbai kan sistem peme
publ i k di l ndonesi a. Beri kut adal ah
Kemekumhaml am kurun waktu | i ma 22&R381) :t er

4

Survel
Penilaian W

Integritas

CAPAIAN
INDEKS SPI-
KPK
2019 - 2023

71.00

Indeks SPI
Nasional
Tahun 2023

Gambar 54. Nilai SPI Kemenkumham 5 tahun terakhir

Berdasar kan penil ailanekkPKE®m¢inlkauimh a m

mengal ami penurunan dalam kurun waktu du,
pada tahun 2022 dan 2023 .Ni IPdmidle k$ alsPn 2
Kemenkumhaehbesar 78, 48, turun sebesar 3,
sebelumnya. Tr eNi |ldedaksun&m tersebut berl

tahun 2023 ,Ni dlmmderkas K&flenkumhsaenbesar 71, 97
turun sebesarWal, dwbpwoither j adiNi pmiWek snan,
SPKemenkumlsa&mara kesel uruhan masi h ber ac

rata nasional, yaitu 71, 00.

Pada penil ai an SPI tahun 20rde ktser dRIp at
KemenkumbBamesar 6, 43 menj adi 78,40 (Ter |
dar i | ndeks l ntegritas Nasi onal yang b

(Rentan).
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9 KPK o

INDEKS INTEGRITAS PER ESELON |

7092 7196 7165 7241 7108 7401 145 7110

Gambar 55 mdeks mtegrltas Kemenkumham per Eselonl

Gambar di atas menyajikan hasil penil ai
setiap eselon | di l i ngkungaarhAMKemedé ks i a
integritas i ni mer upakan suatu ukur an
memet akan risiko korupsi dan capaian up
yang dil akukan Kemeda#aairAiMaBie rtluaksiam kan has
penil ai an i ndeks integritas i ni, dapat
keseluruhan, tingkat integritas di Il i ngl
dan HAM sudah baik namun perlu untuk di
besar unliadn Else tel ah mel akukan per bai k:
meni ngkatkan integritas dalam penyel enggae
Dar i 11 Unit Esel on | masi h terdapat 2
masuk dalam kategor.i ORentandé yakin Ditj
HAM, terdapat 3 Uni t Esel on yang tern
OWaspadadé atau-nyadbksa®&®l dal am-"7,ndang
yai tu BPHN, BPSDM, dan Ditjen Kekayaan
untuk 6 Unit Eselon 1 telah berada dal am
77, 1 00) , yaitu BSK Hukum dan HAM, Ditj
Pemasyarakat an, Ditjen -RPedabhgeaan Pespalal
Jender al dan SekreDasampi dhgegndeuval bel um
Satuan Kerj a (Sat ker) Kkeime n K U mhg&km n g &
mengi mpl ementasi kan manajemen risiko, tei
Dengan demi ki an, Penyusunan Program Ker|j
(PKPT) belum berbasis risi ko. Hal I ni
penil aian SPI di tingkat Kementerian.
.Selain penilaian SPI yang dilakukan ol eh
Kemenkumhama dinil ai mel al ui penil ai an
Kinerja I nstansi Pemerintah (SAKNBP) P mat
terintegrasi yang di dal amnya terdapa
kapabilitas APl P. | nspeke memk umhdmnde
mengi denti fi kasi terdapat potensi penur u
penyel enggaraan SPIl P, Kemekh&pabhiakhat as n AP
kemungkidiasmmebabkan ol eh adanya per ubah:;
penil ai anakuwlkagn dollPekANRBledan BPKP sel aku ir
penil ai . Adanya perubahan mek poit emsi p
menyebabkan ti dak terpenuhinya bukti / ki
masi-mgsing penil ai an.

stem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pe
sistem yang dirancang ol eh pemerintah |In
meni ngkat kan akuntabilitas kinerja di s e
t er masuk kementerian, | embaga, d®h . peme
Penil aian SAKIP bertujuan untuk memasti ké
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dan program yang dijalankan ol eh i nstans
secara efektif, efisien, dan akuntabel,

tata kelola pemerindigalman gy & eRgen bagkicska)n.a an

penil aian SAKIP dilakukan sPeAcNAB ay dreg k al
bertujuan mengukur kinerj a serta akunt
penggunaan anggaran dan pel aksanaan p
direncanakan. Saat i ni penil ai an SAKI P

Per mMANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Eval
Kinerja il nPsetn@enrsi nt ah. Aturan tersebut men
RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Eva
sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pel
Maturitas Penyel enggar aan SPI P adal ah t
dal am mencapai tujuan pengendalian yang
efektif dan efisien, keandal an pelaporan
negar a, dan ket aat an terhadapgpdargabur al
Matruitas SPIP Terintegrasi I ni menunj ukk
i nstansi pemerintah dal am mener apkan K
terstruktur guna memitigasi risi ko dan n
Penil aian maturitas SPIP Terintegrasi bi
Pemgawasan Keuangan dan P¢gmbHansg un are n(i B RaK R
me mber i kan gambar an mengenali kekuat an
pengendalian internal yang ada, sekaligu
untuk meningkatkan kwualitas pengendal i an.
Tingkat maturitas penyel enggaraan SPI P

maturitas-mmashgg unsur SPI P, yang mel i pu
pengendal i an, Penil aian risiko, Kegi at an
komuni kasi , Pemant auan. Saat I ni peni

di kak an dengan mengacu pada Peraturan

Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengend
Terintegrasi pada Kementerian/ Lembagal/
Regul asi t earggemuti kmen Peraturan Kepal a Ba
Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2
Eval uasi Penyel enggaraan Sistem Pengend:

dan Peraturan Kepal a Badan Pengawasa
Pembangunan Nomor 4 TahuBRe@d®m&ntRaenial ai a
Strategi Peningkatan Maturitas Sistem
Pemerintah.
| mpl ement asi teknol ogi i nfor masi dal
pemerintahan me mb awa dampak posi tif (
efisiensi pemerintahan, tetapi j uga me
keamanan data dan infor masi
| mpl ement asi teknol ogi i nfor masi dal
pemerintahan t el ah memberi kan dampak p C
dal am meningkatkan efisiensi dan ef ekt
Teknol ogi i nf or masi memungki nkan proses
| ebi h cempsuapgar atnr,a dan terukur, yang pada
meni ngkat kan kualitas | ayanan kepada mas:
manf aat I ni, terdapat pul a peningkatan
keamanan data dan i nf or masi yang di kel ¢
privasi, p etnac,u rsiearnt ad ar | i ko kebocoran inf
yang har us di i

Dengan demi ki an, peran

S
menj adi tantangan seriu
I
|l nspektorat Jender al ti

s
nspektorat Jender
dak hanya har us
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knol ogi untuk mendukung tugas pengawas
tapi juga harus memasti kan bahwa pengel
| akukan dengan standar keamanan yang t |
nggunaan teknol ogi dal am proses audi
ngawasan dapat membantu I nspektorat Jer
tensi pel anggaran | ebih dini, meni ngka
rta mempercepat proses pelaporan dan a
ggunaan teknol ogi I ni har us di i mbar
ri i ndungan data yang kuat. l nspektor at
stem pengendalian yang ket at unt uk me
awasi , memasti kan kepatuhan terhadap
nNi ngnk aktagpasi tas dan pemahaman pegawai t
amanan data juga menj adi kunci agar sei
ngan perkembangan teknol ogi tanpa me |
amanan. Dengan demi ki an, l nspektor a
maksi mal kamapengegegknol ogi i nfor masi selt
ektif untuk pengawasan dan peni ngkat a
njaga keamanan dan integritas data ya
stansi pemerintah. Il ntegrasi teknol o
ngawasan yangadla@t akke atmamla n dat a, akan
ndasi kuat bagi tat a kel ol a pemerin
unt abel, dan andal di era digital i ni
mpl eksitas tugas yang semakint bgeasagam,
ndateeyta berbagai penugasan l ai n, me
nder al untuk meningkatkan kemampuan an
aptif. Di tengah perkembangan kebijaka
rubah, l nspektorat Jender al di harapka
nil ai d amna sme ngtaet api juga mampu meresp
ngan cepat dan tepat . I ni me mbut uhk:
ndal am at as kebijakan, Kkemampuan unt
mpak kebijakan terhadap pelaksanaan tu
l am mengi dent idmiktaisgasdanr imi ko. Dengar
spektorat Jender al dapat memasti kan ba
gi at an kementerian berjalan goe®gduai
ver nnanneenj aga akuntabilitas, dan tetap
rategis organisasi, sekaligus mampu mer
|l evan dan berkualitas demi perbai kan b
ningkatan kapasitas Aparat Pengawasan
bagai pengawas i ntern dier ilamg KHwrkgiam
rupakan | angkah strategi s dan tant an
wujudkan tata kelola pemerintahan yan:¢
unt abel . Sebagai bagi an dar i upaya [
mil i ki tanggung jawab utama untuk menge
nusyiaang kompeten dan profesional dengan
idang, termasuk pengawasan, audit, man a j
ngembangan kapasitas I ni ti dak hany
ni ngkat kan kualitas i ndi vidu, tetapi
ngawas yang tangguh dan mampu menghadap
l i ngkungan kerja yang di nami s. Dal an
rtifi kagkat amenkaeat erampil an tekni s, S e
ndal am terhadap kebijakan dan regul as
emen penting untuk membentuk pengawas

| ain aspek pengembangan SDM, pedoman
ngawasan harus diterapkan secara menye
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setiap i ni . Dengan penerapan pedoman
pengawasan akan berjalan | ebih efektif, s

yang ditetapkan. Pedoman i ni mencakup

standar audi t, dan prosedur kerj a
kegi atan pengawasan.
Hasil dari pel aksanaan pengawasan

hasi l pengawasan yang akurat, obj e

Kementerian. Laporan tersebut tida
dan kepatuhan terhadap peratur an
member i kan rekomendasi konstrukt.

mendatang. Dengan demi ki an, | apor an

f

yang

penting sebagai | andasan untuk membuat k
dan menci ptakan pemerintahan yang

beri ntsgtriinaqgi di | i ntgekumoa Hukeinme n
Kementerian Hukum dan HAM selalu melakukan upaya perbaikan
kinerja dibuktikan hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2024 menunjukkan

bahwa nilai sebesar 78,32 dengan predikat "BB". Hal tersebut
menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik",

yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pusat dan
sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwu judnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi inform asi. Rincian
hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham

Perencanaan Kinerj a 30 23,4 23, 47
Pengukuran Kinerja 30 23,3 23, 8¢
Pel aporan Kinerja 15 11,7 11, 7]
4. Eval uasi Akuntabil it 25 19, 3¢ 19, 3¢
Nil ai Hasi | Eval uasi 100 77,8¢ 78, 32
Tingkat Akuntabilitas Kiner BB BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 sebagai berikut:

W N P

1. Perencanaan Kinerj a

ber s

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi a

kinerja serta dokumen perencanaan

ki ner

Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya

Kinerja (Renja)
dengan dokumen |
dan HAM |juga t

a

dan Perjanjian Kinerja
ndi kator Kinerja Utama (I
el ah berupaya menyusun

memasti kan bahwa setiap anggar an dan
pencapaian kinerja.

2. Pengukuran Kinerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi a
mel akukan pengukuran secara berkala atas

seluruh unit kerj a.
3. Pel aporan Kinerj a

n

i
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi a t
akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik ti
tingkat wunit kerj a.

Eval uasi Akuntabilitas Kinerja Internal

|l nspektorat Kementerian Hukum dan Ha k

mel akukan eval uasi atas i mplementasi SAK
Unt uk mendukung pel aksanaan eval uasi t €
pedoman evaluasi yang telah disesuai kan

Pendgwaaan Aparatur Negara dan Ref or masi
Tahun 2021 tentang Eval uasi Akuntabi l

Pemerintah.

Namun terdapat beberapa rekomendasi agar pencapaian kinerja

Kementerian Hukum dan HAM lebih efektif dan akuntabel dengan
penjelasan sebagai berikut:

1.

10

11

Mel akukan reviu dan perbaikan penjenjanga
tertingagi hingga ke | evel oper alsaopin@d | de
framewloarnk CSF dal am mencapai tujuan dan s:
.Mel akukan identifikasi dan pemetaan pada
di mi | i ki unt uk mel i hat oadadktytaienpgod e e®ing al
tugas dan fungsi antar unit kerja maupun
l ain yang memil i ki keterkaitan dal am menc

.Mel akukan perbai kan dokumen perencanaan

penjenjangan kinerja yang telah disempur
kualitas dan keselarasan penetapan kiner|j

.Mereviu kembal. kualitas rencana aksi pad

memasti kan seluruh kinerja yang ditetapl

dengan-akksi yang selaras untuk mencapai ki
.Memaksi mal kan penggunaan teknol ogi i nfor
pemantauan kinerja setiap | evel organi s as

berkala (bulanan/triwulanan);

.Memasti kan dokumen | KU dilengkapi dengan
formul asi perhitungan serta sumber dat a
indi kator kinerja;

.Mel aksanakan pemantauan dan evaluasi renc
dan mendorong uni-t kerja untuk mel akukan
kerja di bawahnya secara berjenjang;
.Mengoptimal kan pemanfaatan hasi|l pengukur
perti mbangan dal anme wae b earnidanp,unpaemenetindan
strattegig,et kinerja kedepan, pol a pengemb
mut as.i rotasi pegawai ;

.Meningkatkan kualitas | aporan kinerja uni
keandal an dal am pengol ahan dan anal i si
menyaji kan anal i sis secar a mearkd aolra my atneggn
mempengar uhi ketercapaian/tidak tercapai
membandi ngkan realisasi kinerja dengan tr
tahun sebel umnya, dan analisis efisiensi
Salah satu cara yang dapat dilakukan adal
kinerja unit kerja sebelum dipublikasi kan
Menggunakan i nfor masi | aporan kinerja se

kebijakan dalam perbai kan perencanaan Kkin
kinerja tahun beri kutnya;

Meni ngkat kan kualitas eval uasi akuntabi
menggambar kan tingkat akuntabilitas uni t
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rekomendas.i hasil eval uasi t e

t kan
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SAKI P
er bai

sebagai umpan bal i k

berkel anjut an;

kapasitas eval uator
ma mp u
menprapé&sasi onal
simpulan hasil evaluasi yang
setiap unit kerja sehing

dal am
menggunakan i nstrul
sj eucdagreame ntte p at |,

kan akuntabilitas kinerja un

berjal an
kebewarkdanand pdenglmememanfaat k:

uasi

nit

P

pembanguna
Kk .

bai

kerj a

nosésr
I

rekomendasi hasil evaluasi AKI
kerja dan memasti kan adanya
pel aksanaan ti ndak

l anj ut a
dengan bai k;

AKI P internal i ni sehingg:
untuk mendorong peningk

knewk idge pembangunan

P Kementerian Hukum dan Ha k
Kementerian yang baru dapat

pada Kementerian baru
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BAB 2
VI SMI STUJUAINAN SASARAN STRATEGI S KEMENTERI
HUKUM AHUN 22229

IV Kiementeri anthidbhknmm 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen
PPN/ Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 -2029,
Visi merupakan Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai
K/L pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja

dampak ( impact). Visi merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L
selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan Gambaran
menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam
perumusan Visi K/L, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti, yaitu:

1.Vi si harus mendukung pencapaian Vi si dan
yang tertuang di dalam RPJMN

2.Format penulisan Vi si K/ L:

0éeé. (rumusan Vi si K/'L) dalam rangka mew
Vi si Presiden)o

3.Visi harus dapat memberi kan arah pandanga
ki nerja dan peranan organi sasi Kementeria
4 Vi si harus dapat memberi kan gambaran tent
yang ingin diwujudkan ol eh organisasi Kem
5.Vi si harus ditetapkan secara rasional, re
6.Vi si harus dirumuskan secara singkat, pad
7.Visi harus dapat dilaksanakan secara kons
8.Vi si harus selalu berl aku pada semua kem
mungkin ter Jadi sehingga suatu Vi si hen
fleksibel; da

9.Vi si dituangkan secar a daring dal-am Si

RENSTRAKL, dengan f or mat sebagai mana di a
Lampiran V tentang Sist-BBENEMRAKmMmasI KRI SN

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan
dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2025 -2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan
kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan
tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa
kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan
Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita -cita
Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas Tahun 2045" , Kementerian Hukum berperan
strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas
nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi
Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 02029 , khususnya Prioritas
Nasional (PN) 7 , yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan.”

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam
urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung
terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional
yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan
regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan
teknologi hukum digital.

2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang
selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global,
penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta
peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.

3. Penegakan Hukum . Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan
Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum
penguatan kewenangan dan  penguatan tata kelola  Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai
bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.

4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan
hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum,
pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris
melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang
menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025 -
2029 adalah:
OTerwujudnya supremas:i hukum dal am mencip

keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka
mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas
tahun 2045.0

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat
pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan
keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi
hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan,
serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia
Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025 -2029 telah menggambarkan
kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian
tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan
strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita
melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam
RPJIJMN 2025 -2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat
fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi.

Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa
kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Supremasi bekmakna terwujudnya kondi si y €
semua individu dan | embaga/ organi sasi , b
sektor privat, tunduk dan bertanggung |
Komponen utama dalam supremasi hukum mel i
a.Perat Preaund@dmdgangan yang berkualitas da

| angsung bagi masyarakat
b.Kesetaraan di hadapan hukum
c.Akuntabilitas pejabat dan | embaga peme
penyal ahgunaan kekuasaan dan menjamin t
d.Proses penegakan hukum yang adil dan tr
e.Pemi sahan kekuasaan antara eksekutif,
dal am pemerintahan
f .Kepastian hukum
g.Sistem peradiilnadnepgadagnt ber bagai i nt e
kekuasaan

2.Stabilitas kkeearmaankama kondi si di mana n e
mel i ndungi warga negar a, i nstitusi dan s
berbagai ancaman serta menjaga perdamai an

3.Pertumbuhan ekonombermeasinan alidahmw a k at as
kinerja yangKemémlsaik&baenr kont pabdasi
a.Stabilitas harga yang dapat menjaga dayze
b.Kepercayaan investor
c.Keberl anjutan fiskal yang adapti f unt u

pembangunan dan menjaga stabilitas sekt

4. Bersama I ndonesia Maju Menujuméndpakana E
Vi si Presidenydag Re€JIMadkna pembangunan me
kerja salmaruh putra putri terbaik bangsa Yy
tekad, dengf@amdadasakuat yang telah di bancg
kepemi mpinan presiden sebelumnya, sehingq
Il ndonesia setara negara maju di tfcahwan 20
I ndonesia Emas 2045.

. 2Mi skementerian Hukum
Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen

PPN/ Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 -2029,

Misi merupakan rumusan umum upaya yang dilakukan untuk

mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak ( impact ),

dimana penyusunan Misi harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. Mi si harumewnggpambar kan penjabaran RPJMN
yang di bebankan -Ohdant@mdandg ;

2. Mi si harus sejalan dengan upaya pencapai a

3. Mi si berl aku pada periode tertentu,;

4 . Mi si harus dapat menggambarkan tindakan d
dan fungsi organi sasi Kementerian/ Lemba
terhadap organi sasi Kementerian/ Lembaga |

5. Mi si har us dapat menj embat ani penjabar

Lembaga ke dalam tujuan Kementerian/ Lemba

6.Mi sdi tuangkan secara daring dalam Siste

m

RENSTRAKLdengan f or mat sebagai mana diatur

LampiramenYang Sistem | nrRENSIARAKKRI SNA
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Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025 -2029 dikenal dengan
Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode
RPJMN tahun 2025 -2029, yaitu:

1. Memper kuikduého!l ogi Pancasil a, demokr asi dan
( HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan n
kemandirian bangsa mel al ui swasembada pan
syariah, ekonomi digital, ek onomi hijau d

3.Mel anjutkan pengembangan infrastruktur da
kerja yang berkualitas, mendorong kewira
industri kreati f, serta mengembangkan agr
produksi mel al ui peran aktif koperasi

4. Memper kuat pembangunan Sumber Daya Manu
teknol ogi , pendi di kan, kesehat an, prest
gender , serta penguatan pefgenpeasmpmahen
dan generadsan Zppenyandang disabilitas

5.Mel anjut kan himeinrgiesnsbsain gckkaam i ndustr.i ber b.
daya alngamk meningkat kamninidlad eagn mimb a h

6. Membangun dar.i desa danpédmatrumbalwarm aldmudkn
pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemi

7.Memper kuat reformasi politik, hukum dan b
pencegahan dan pember amtaa kaprb ajkuodriu p sidan
penyelundupan;

8. Memper kuat penyel arasan kehi dupan yang
l i ngkungan, alam dan budaya, aearttaa mpenaitng
beragama untuk mencapai masyarakat yang a
Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian

Hukum tahun 2025  -2029 adalah:

1. Mi si Méwuj udkan kepastian Hukum bagi S

I ndonesi a

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam
mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai

dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan
hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2.Mi si Mel:aksanakan Refor maesme rBti groikamsHu k um
dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah vy
Misiini  merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) . Reformasi Birokrasi yang
dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya
diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian
Hukum vyang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birok rasi sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku, serta
profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. 3Tuj uKkementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen
PPN/ Kepala Bappenas ) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 -2029,
Tujuan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi. Tujuan juga
merupakan visi jangka pendek atau capaian antara sebelum tercapainya
visi jangka menengah tahun 2029. Penyusunan tujuan harus memenuhi
beberapa kaidah sebagai berikut:
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1. Tujuamar us sejal an dengan \birsgiani csars i
Kementerian/ Lembaga pada periode jangka

2. Tujuan harmendapakkan suatu kondisi yang
pada periode jangka menengah;

3. Tujulmamrus dapat dicapalil dengan Kk eontaenhp u an

Kementerian/ Lembaga;

4. Tujuan har umse ngaapaathkan perumusan Sasaran
Arah Kebijakan dan Strategi, seddlaanPr ogr
rangka merealisasi kan Vi si dan Mi si Ke me |

5. Tujudintuangkan secara daring dalam-Si sten
RENSTRAKLdengan format sebagai mana diaturt

LampiramnYang Sistem I nnRENBEARBRAKKRI SNA

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025 -2029 dalam
mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025 -2029, maka
Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025 -2029 adalah:

1. TujuarMMehi ngkatnya pembangunan hukum
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1:
Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian
Hukum

2. TujuanMe2nii ngkatnya kualitas Keméerpment ani
Huk u.m
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1
Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Hukum .

.S asaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen
PPN/ Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 -2029,
Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi
yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil ( outcome)
dari satu atau beberapa Program . Sasaran Strategis Berada pada tingkat
ki nerja dampak ( impact ) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:
1. Sasaran Strategi s Kementeri anuKwrmbrga

pencapaian dari Tujuan Kementerian/ Lembag

2. Sasaran smemdc¢emgimmisnkan bemnfutd cgsdiasya se mua
Program dal am Kementerian/ Lembaga;

3. Sasaran Strategis Kenkapetridin/f Lramblagra der

nomenklI| atur yang s ama dengan sasaran

RPJMN 22P28esuai dengan tugas fungsi Keme

masi-mgsi ng, dan/ at au di rumuskan dengan

menggambar kan dukungan secar a | angsung
pencapaian sasaran pembangunZzazh2 9p addean grRaPhd M

tetap mengacu padat Wgass ,seélhitsa fdamgs.ii Kem
Lembaga yang bersangkut an;

4. Sasaran Strategis Kementerian/memblaigli y art
sebab akiabatb)({$s$gcara | ogis dengan sasaran
dal am RPJMN maupjun RPJPN

5. Sasaran Strategi sketearlkuaimeam |Id&n hubungar
aki bat dengan Sas,arden gParno gk eatme nt u(@sna tbua)h we
Sasaran Strategis dapat didukung ol eh | el

Progr,am



2.

- 119 -

6. Sasaran Strategis Kementdrramb&i&kabagdanygal

jelas dan; terukur

7. Sasaran Strategis Kement d@rila@m/glkemb a gdae niga
|l ndi kator Kinerja Sasaran Strategis beser
8.1l ndi kator Kinerj a Sas&ement Stirankelge mba
merupakahat ukur yang mengindi kasi kan
pencapai an SasaranKe@Bemtae¢ eigas/ Lembaga,
penyusunannya di Il akukan dengan me mper |

penyusunan sebagai beri kut:
a
tor Kinerja Sasaran Strategis

I a
ik
i kator Kinerja Sasaran Stradeapgats

.Set
| nd
b.l nd
dir

umuskan s ama dengan indi kator
pembangunan padsae RPaJiIMNdengan ©bidang

p Sasaran Strategdiesbi Oapdaatr i melmi ( &
a

Ken
k
t u

Kementerian/ Lembaga yang ber sangkut an

dukungan secar a | angsung terhadap

ndi

pembangunan pada RPJMN sepanjang relev

Strategis Kementerian/ Lembaga;

9. Target Kinerja Sasaran Strategi s

memperti mbangaknanara | ai n:

atarget harus meagghkRambiBukanhitat iyandgan

akan dicapai dari setiap I ndikator

S a
ne

b.penet apan t ar geotgi sh,ar ursel evan dengan

ki ner j,andfaamr dasar kan basis ;data yang

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara
daring dalam Sistem Informasi KRISNA  -RENSTRAKL, dengan format
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem
Informasi KRISNA -RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan
kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum
tahun 2025 -2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih
dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis
nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja
taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kement erian Hukum
akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja
dan penerjemahan kinerja menjadi stan dar kinerja Kementerian Hukum
dapat diuraikan pada sub bab 2.4.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum.

j el

4Slnkroni sasi Manaj emen RiKeimemt danarReHhskum

Tahun 20®%59

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025
tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen
penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementer ian/Lembaga untuk memastikan Kketercapaian sasaran
pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang
bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utam a
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level
sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan
koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penangannya lebih terarah
dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak
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hanya memperkuat perencanaan internal kementerian /lembaga, tetapi

juga menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor
sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko

dan Rencana Strategis berarti mengintegrasikan proses identifikasi,

analisis dan pengelolaan risiko dalam penyusunan Rencana Strategis

untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai dengan efekitif,

bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga mencegahnya dari awal.

Integrasi ini memastikan risiko yang d apat mempengaruhi pencapaian

tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara
proaktif

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis

Kementerian Hukum tahun 2025 -2029 melibatkan integrasi proses

pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional
kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien

maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif
untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari
perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen

risiko dan rencana strategis Tahun 2025 -2029 dengan hasil pemetaan

sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil

sebagai berikut:

1.SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Sel u

Terwujdunya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur
dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks
Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks
Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 vyaitu Indeks Penegakan dan

Pelayanan Hukum terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

1)Ti dak terselesai kannya per mohonan l ay

Perjanji an Bant uan Ti mbal Bal i k dal am
Ekstradi si pada tahun berjalan dengan
sebagai beri kut :

a.Perbedaan sistem hukum dan bahasa n e
di minta menyebabkan terhambatnya peme
MLA dan Ekstradi si dar i Pemerintah 1| n

b. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak

dengan tepat wakt u;
c.Adanya upaya hukum

dar i
ter hadaf

pemenuh:
aya huku
n ekstrai

Pemerint

nt a) ;
Penegak

tersangkal/terdakwa/terpidana

Per mintaan MLA;

d.Terdapat perl awanan terhadap

seperti pra peradilan dan wup
dilakukan ol eh pihak ter moho

kepada | amanya pemenuhan proses Ekstr
e.Terdapat beberapa negara yang hanya
Permint aan Ekstradi si dar i

negara diminta tersebut t el ah me mi | i
dengan I ndonesia (negara pemi

f . Koordinasi antar Apar at
Kementerian/ Lembaga yang kurang efekt
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g.Adanya beberapa negara yang tidak mer
dar i Pemerintah I ndonesi a;

2)Terl ewatinya bat as wakt u penyel esai an
ahli/ pendapat hukum pidana sebagai man
dengan potensi penyebab risiko kurangn
kompetensi untuk memberi kan keterangan

3)Masi h adanya PPNS yang ti dak bel
penyelidi kan/ penyidi kan dengan pot en:
kurangnya kepatuhan PPNS untuk mel apor ;

4)Rendahnya I ndeks Kepuasan masyarakat (I
AHU dengan potensi penyebab risiko ad:
masyarakat dar.i seluruh | ayanan Ditjen

5)Menurunnya I ndeks Kemudahan Berusaha p
Usaha dan Keperdataan dengan potensi p
beri kut:
a.Sulitnya pelaku usaha dalam mendiri ka
b.Sulitnya pel aku usaha dal am mendi

Perorangan;

c.Sulitnya pengguna | ayanan dal am men
Admini strasi Kurator dan Pengurus Di't
d.Sulitnya pengguna | ayanan dal am men
Jaminan Fidusia Ditjen AHU.

6)Ti dak berhasil nya proses pengajuan pe
Paten dengan potensi penyebab risiko
terkait proses dan persyaratan pen
pendaftaran Paten;

7)Gagal nya pengguna | ayanan pasca per mo
mendapat kan i nfor masi data penelusuran
penyebab risiko aplikasi masi h dal am t
mai ntenance;

8)Banyak desain industri yang tidak di da-
pemohon terkait pelindungan desain i
dengan pot ensi penyebahb risiko kur ang
I nf or masi masyarakat tentang pentingn
i ndustri ;

9)Ter hambatnya proses penyusunan Kkerja s
forum dan pertemuan internasional kar el
mendapat kan i nfor masi dan dat a ter ki
I ntel ektual dengan potensi penyebahb
Direktorat T e knmeinsp e dla & ra umi serta meny a.l
I nfor masi dan data untuk keperluan for
negeri belum opti mal;

10) Keterl ambatan i mpl ement asi dan peny
aplikasi kekayaan intelektual dal am ma
kebutuhan dan kebijakan kekayaan intel
potensi penyebab risiko Kompleksitas i
kebijakan keldapg&adamailnbaru ke dal am si st

11) Terhambatnya j uml ah I ndi kasi Geogr ¢
dengan potensi penyebahb risi ko Kur a
masyarakat terkait I ndi kasi Geogr afi
pelindungan I ndikasi Geografis;

12) Terhambatnya proses medi asi sengket a
dengan potensi penyebab risiko sebagai

a.ltikad tidak baik dari pi hak yang ber
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b.Kebocor an hasi | medi asi kar ena kur
dokumen medi asi
13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

I
e.Pel
unt uk menj angkau sel uruh PBH dan P

hukum masi h rendah dengan potensi penye
a.Sistem Pencarian Dokumen dan I nfor mas
JDI HN belum user friendly;
b.Dokumen dan infor masi hukum yang di ol
bel um sesuai standar pengel ol aan dok
hukum;
c.Gangguan pada aplikasi | ayanan doku
sehingga menghambat proses kinerja da
d.Belum adanya Standar Layanan I nfor mas
aksanaan pengawasan bant uan hukui

Huk um;

f .Pel aksanaan penyuluhan hukum belum op
14) Fasilitator/instruktur kurang ber
menyampai kan mat er i dengan potensi p e
pengajar belum memil i ki kemampuan ber Kkc
15) Metode pembel ajaran tidak wvariatif ¢
dengan potensi penyebab risiko Minim
dal am menggunakan metode interaktif.
Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 vyaitu Indeks Budaya

Hukum , terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum

Nasional yaitu:

1)Masi h rendah dan belum meratanya kes

terhadap pentingnya kekayaan intel ek
penyebahb risiko pemahaman dan penget
terhadap kekayaan intelektual masi h rer
2)Tidak tercapainya kepatutan hukum masy
penyebab risiko sebagai beri kut:

a.Belum adanya data permasal ahan hukum;
b.Masi h kurangnya jumlah Penyul uh Hukun

c.Belum adanya standar | ayanan Posbanku
d.Bel um meratanya Posbankum desa/ kel ur a
di Desa/ Kelurahan; dan

3)Kementerian/ Lembaga tidak mengiri mkan

untuk penghitungan kepatutan hukum den:
risi ko kurangnya koordinasi dengan Keme
mel akukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi

Hukum |, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

1)Kebijakan bel um sepenuhnya mengakomo
masyarakat dengan potensi penyebab ri si
a.Kurangnya sosialisasi kepada masyar al
kebijakan Pemerintah;

b.Terdapat kebijakan p e ruantduarnagra n p g/ ranrgd
masi h tumpang tindi h;

2)Peraturan Prendadgang ti dak sel esai s e

Prol egnas, Progsun PP, Progsun Per g
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Permen/ Perl em dengan potensi penyebab
yang diajukan pemrakarsa belum siap sec
3)Keterpi hakan pada kepentingan kementer
masing dalam tahap har moni sauwndagregarmn ur a
dengan potensi penyebab risiko t umpan
i nstansi /|l embaga; dan
4)Rendahnya capaian persentase PUU vyang
dan dampak terhadap pembangunan hukum
potensi penyebab risiko Hasi | Pemant
Uu/ Anal i sis dan Eval uasi PUU tidak m 8
dampak dan manf aat atnegruhnaadna ph upkeunmb nasi o
karena keterbatasan data dar. Kementer.i
2.SS2Terwujudnya Ref or masi Birokrasi Ke mi
Dal am Mendukung Pencapaian Refor masi Bir

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam
mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1
IKSS vyaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum
terdapat 2 5 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

1) I ndeks budaya kerj a yang masi h rend
penyebab risiko Kurangnya pemahaman
budaya kerj a dengan nil ai Berorient
Akunt able, Kompeten, Harmonis, Loyal,

2) Pol a Manaj emen Karir belum disesuail
Kementerian Hukum yang baru dengan pot
adanya perubahan regul asi Nasi onal ;

3) Tidak tersedianya data kearsipan sebac
hukum dan pertanggungj awaban dengan
ri si ko belum adanya SDM Jabatan Arsirg
kerj a, rusaknya arsiop di nami s dan

penyi mpanan dan mempgol ahan Ar

4) Ni |l ai I ndeks Pelayanan Publ ik tidak
penyebab risiko | mpl e me n taasspi e k at e
penyel enggaraan pelayanan publ ik bel ur

5) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat
kemenkum dengan potensi penyebab roi
unsswrnsur survei kepuasan masyar aka
mekani s me dan prosedur, wakt u penyel
produk Spesi fikasi K emp est epeali a ymenlaank s
peril aku pel aksana, penanganan peng
masukan, sarana dan prasarana) bel um
opti mal di seluruh satuan kerj a;

6 ) Hasi | Penil aian Opini Pengawasan Peny
Publ ik bel um opti mal dengan potens
i mpl ement asi opi ni pengawasan penyel
publi k belum sepenuhnya terl aksana de

7) Tidak tercapainya I ndeks Perencanaan
potensi penyebab risiko Belum semua
SBK sebagai dasar penyusunan dan pel a

8) Capaian Target bel um maksi mal dengar
ri si ko adanya bl okir anggaran dar i
yang berdampak tidak optimal nya penca



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
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Adanya senti men negatif terkait Ke me
berdampak negatif terhadap citra Keme
penyebab risiko #d drmyka teirh ekt u y
menyebarkan informasi yang belum val.
Seluruh rangkaian proses pengel ol aan
i nduk, dat a referensi, basi s dat a,
i nteroperabilitas data belum sesuai
penyebab risiko bel um adanya kebij
mengatur seluruh sampegehagiedaonl proseat a;
Sistem penghubung | ayanan (SPL), apl:i
I belum terintegrasi dengan potensi

i nteroperabilitas antar | ayanan SPBE
Belanja TIK tidak disetujui ol eh Keme
Digital, Bappenas, Kementerian Keuang
dengan potensi penyebab risiko proses
dengan kriteria terbaru;

Terdapat gangguan | alu |Iintas pada P
Hukum dengan potensi penyebab risiko
infrastruktur pada Pusat Dat a;

I nventarisasi kondisi daftar aset TII
potensi penyebab risiko Belum adanya
Aset TI K Kementerian Hukum;

Kebocoran data dengan potensi penyect
kesadaran pegawai terhadap keamanan
Kendal a dal am proses pengembangan apl
penyebab risiko framework aplikasi b
Real i sasi bel anja modal tidak berda:
potensi penyebab risiko tid&K Lselar
dengan RKBMN;

Tidak tercapainya Nil ai Il ndeks Peng
BMN dengan potensi penyebab risiko
belum sesuai dengan ketentuan kepem
PUU yang berl aku;

Keti daksesuaian pencatatan pada apl.
pencatatan akun, pencatatan stock
transaksi, pemilihan kodefi kasi, dIl |
risi ko Kurangnya pengetahuan SDM (
pencatatan akun pada apli kasi SAKTI ;
BMN Rusak Berat tidak dapat ditindal
BMN mel al ui Penjual an dengan potensi
dengan Kondi si Rus ak Ber at ti dak
penghapusan;

KPB ti dak meni ndakl|l anj ut i persetuju
rusak berat hingga terbitnya Keputus
sesualil jangka waktu yang telah ditei
penyebab risiko KPB tidak seger a m
secar a l el ang mel al ui K PKeNrLl a khu n g ¢
persetujuan penjualan habis dan tida
mengaj ukan per mohonan penerbitan
Penghapusan;

Proses penyusunan kebijakan bel um
i nstrumen l ndeks Kual i tas Kebijaka
potensi penyebab risiko adanya Pet
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penil aian oleh Lembaga Administrasi
Penanggung Jawab | KK Nasional ;

23) Adanya t emuan berul ang dal am LHP
per masal ahan yang sama dar.i tahun s
potensi penyebab risi ko tidak adany
temuan berul ang;

24) Penurunan Nil ai SPIP Terintegrasi de
ri si ko adanya kebijakan terkait pen
baru yang berdampak terhadap pengawa

25) Rendahnya i ndeks kesenjangan kompet
hukum dengan potensi penyebahb risi |
antar a kompetensi yang di persyarat.l
dengan kompetensi peserta.

2. 4P@hoki neKjeamenterian Hukum
Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal
struktur logika sebab -akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan
organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon
kinerja Kementerian Hukum  disusun dengan menggunakan metode logic
model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja
menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, vaitu: (1)
Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja
Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.
Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah
hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini
dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, vyaitu
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak
memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan
sistem antikorupsi. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai
Kementerian Hukum  sebagai Kinerja Strategis Nasional (  Final Outcome )
adalah 0 Fi nal Out ¢ o mdéduk(nirher®eadilahn bagi Masyarakat
I ndonesi abd dengan I ndi k dndeks Perfbangunan] a (I K)
Hukum . FO.1 ini akan terwujud melalui Critical Success Factor (CSF)
1.1 - Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI, dengan
3 (tiga ) Indikator Kinerja (IK), yaitu:
1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Indeks Budaya Hukum (IPH)
3. Indeks Materi Hukum (IPH)
CSF 1.1 dapat terwujud melalui 4 (empat) Uraian CSF vyang
dijabarkan melalui  Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4, yaitu:
1. UraianCSF 1.1.1 Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional
Uraian CSF 1.1.1 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
a. Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
b. Indeks penegakan hukum AHU
2. Uraian CSF 1.1.2 Meningkatnya kualitas peraturan perundang -

undangan
Uraian CSF 1.1.2 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
a. Indeks kualitas peraturan perundang -undangan

b. Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap
pembangunan hukum nasional

3. Uraian CSF 1.1. 3 Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi
masyarakat
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Uraian CSF 1.1. 3 ini diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) terhadap layanan pembinaan
hukum nasional

b. Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM ) terhadap layanan pelindungan
dan pemanfaatan Ki

c. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) terhadap layanan AHU

d. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) terhadap layanan
pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

e. Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan
Keperdataan

4. Uraian CSF 1.1. 4 Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran
Kl Masyarakat Indonesia
Uraian CSF 1.1.4 ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja , yaitu:
a.Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran
b.Ratraata I ndeks Kesenjangan Kompetensi S
c.Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Pencapaian keseluruhan indikator kinerja pada Uraian CSF 1.1.1
hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut akan menentukan tercapainya
Indikator Kinerja  CSF 1.1 sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum
di seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut,
maka dapat digambarkan Pohon kinerja Kementerian Hukum tahun
2025 -2029 . Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum  untuk
Final Outcome (FO) 1 , CSF 1.1 (Int.O1.1)dan CSF 1.1.1 (Int.O0 1.1.1)

Ultimate/FinalOutcome 1 (FO.1): Indikator Kinerja (IK) :
“Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” Indeks Pembangunan Hukum

Intermediate Outcome 1.1 (Int.0.1.1):

“Terwujudnya kepastianhukum di seluruh wilayah NKRI”

Intermediate Outcome (Int.0) 1.1.1:
“Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional”

Indikator Kinerja (IK) :
1. Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
2. Indeks penegakan hukum AHU

Immediate Outcome 1.1.1.1:
Terwujudnya penegakan hukum Kl dan kentribusi penegakan hukum AHU secara efeftif dan
efisien

I

1. Pers negakan Hukum Kl yang selesai ditangani.

2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti
oleh/melalui otoritas pusat

3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)

4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai
permintaan

5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Gambar 56. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 8 CSF 1.1 dan Uraian
CSF1.1.1

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1
diturunkan menjadi  UraianCSF 1.1.1.1 o Ter wuj udnya penegakan
Kl dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efe kt i f dan efi si
dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:
1. Persentase Penegakan Hukum Kl yang selesai ditangani.
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang
ditindaklanjuti olen/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat
Penegak Hukum (APH)
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum
yang diberikan sesuai permintaan
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau
penyidikan)
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Sehingga, dengan oOTerwujudnya penegakan h
penegakan hukum AdédfUeksladarafi si end, ma k a
berdampak kepada oOTerwujudnya Penegakan ht
Ha l i ni akan ber damprawkujtuedrhyaad alpepasti an h

seluruh wil adyati nigRk um ber keadi |l an bagi M:
|l ndon@dsaipaat di wuj udkan.

Pohon kinerja terkait ~ Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut
ini.
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Ultimate/Final Outcome 1 (FO.1):
“Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia”
erja Strategis Nasional

Indikator Kinerja (IK) :
Indeks Pembangunan Hukum

Ind**-—*-=""~arja (IK) :

«In . 3gakan dan pelayanan Hukum Nasional
* Indeks Budaya Hukum (IPH)

* Indeks Materi Hukum (IPH)

Intermediate Outcome 1.1 (Int.0.1.1):
“Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI”

Indikator Kinerja (1K) :
Intermediate Outcome 1.1.2: + Indeks kualitas peraturan perundang-undangan

“Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan” + Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap
pembangunan hukum nasional

Kinerja Strategis Sul
ktor /kinerja takti

Immediate Outcome 1.1.2. Immediate Outcome 1.1.2.3:
‘Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas” “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan “Meningkatnya tindak lanjut hasil
pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan
Indikator Kinerja (1K) : dibawah UU melalui nonlitigasi” pembangunan hukum”
1. Indeks p Peraturan F
2. di Daerah yang berkualitas Indikator Kinerja (IK) :
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya Indikator Kinerja (IK) : . hasil perr ilaian dan anev
4, perundang: inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan 1 bah PUU di perr hukum yang diti juti
5. p g yang selesai diharmonisasikan sesuai PUU yang berlaku MK dan MA yang dimanfaatkan oleh K/L/D
6. p g yang di sesuai ji 2. i Peraturan Perundang:
7. p g: yang diterjs sesuai ji dibawah UU melalui nonlitigasi
8. p! yang dij ikasi
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

SATTE f":‘:y:l:;:n R T 1. Analisis efektifitas dan efisiensi peraturan perundang-undangan

1. RUU prakarsa dalam jangka 2025 - 2029 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan 2. Penyelesaian sengketa Peraturan g melalui itigasi 2. i dan peninj PUU

2. Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa intah dalam prolegnas jangka 2025 - 2029 yang masuk dalam prolegnas 3. Penyusunan rekomendasi Anev hukum terhadap PUU di daerah
prioritas Indikator Output 1.1.2.2. : 4. Analisis dan pemetaan PUU

3. Koordinasi pengawasan perancangan Perda 1. Jumlah bahan persidangan di MK dan MA yang diselesaikan

4. Pembinaan perancang PUU 2. Jumlah sengketa Peraturan g-undangan yang di ikan melalui

5. pejabat i lis huks Indikator Output 1.1.2.3.:

6. Perancangan PUU 1. Jumlah analisis efektifitas dan efisiensi peraturan perundang-

7. Harmonisasi PUU undangan

8. Pengundangan PUU 2. Jumiah " » njauan PUU

9. Penerjemahan PUU

3. Jumlah rekomendasi anev hukum terhadap PUU di daerah

10.Publikasi PUU 4. Jumlah PUU hasil analisis dan pemetaan

11.Pembinaan reformasi hukum K/L/D

Indikator Qutput 1.1.2.1. :

. Jumlah RUU prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2025 - 2028 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan
Jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2025 - 2029 yang masuk dalam
prolegnas prioritas

Jumlah koordinasi pengawasan perancangan Perda

Jumlah PUU yang i

Jumlah pejabat fungsional analis hukum

Jumlah PUU yang

Jumlah harmonisasi PUU

Jumlah PUU yang diundangkan

Jumlah PUU yang diterjemahkan

10.Jumlah PUU yang dipublikasikan

11.Jumlah pembinaan reformasi hukum K/L/D

P o=

L

©
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Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa  Uraian CSF 1.1.2
diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.2.1 , Uraian CSF 1.1.2.2 serta Uraian
CSF1.1.2.3. Uraian CSF 1.1.2.1 oTerwujudnya pembentukan peraturan
perundang -undangan b e rdkepradentasikasdeéngan 9 (sembilan )
indikator kinerja,  vyaitu:

1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang -undangan

2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang  -undangan di Daerah
yang berkualitas

3. Persentase Perancang Peraturan Perundang -undangan dan analis
hukum yang meningkat kompetensi teknisnya

4. Persentase rancangan peraturan perundang -undangan inisiatif

Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang -undangan yang = selesai

diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang -undangan yang diundangkan

sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang -undangan yang diterjemahkan
sesuai pengajuan
Persentase peraturan perundang -undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

Uraian  CSF 1.1.2.2 oDi manf aatkannya bahan/ d
pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta
penyelesaian sengketa PUU di bawah UU mel al ui nonl it
direpresentasikan  dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
1. Persentase bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian

PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan
2. Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang -undangan

di bawah UU melalui nonlitigasi

oo

Sedangkan u raian CSF 1.1.23 o0 Meni ngkatnya tindak |[| a
pemantauan/ penil aian dan anev pel aksanaan
direpresentasikan  dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu OPersent e
hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan
hukum yang ditindakl anj uti ol eh K/ L/ DO

Sehingga, dengan o0Terwujudnya perencanaa
undangan berkualitasbé, oDi manfaat kanny
pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta
penyelesaian sengketa PUU di bawah UU mel al ui nonl i tigas
OMeni ngkatnya ti ndak l anj ut hasi | pemant
pel aksanaan pembangunan hukumo, ma k a 0 Me
peraturanperundang -undangano akan terwujud. Hal i ni
terhadap OTerwuj udmylunk egppiastsieamr uh wi | ay a
sehingga 0 Hkuekaudn Ibeer bagi Masyarakat I ndones

Pohon kinerja terkait ~ Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut
ini.
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Ultimate/Final Outcome 1 (FO.1):
“Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia”

Indikator Kinerja (IK) :
Indeks Pembangunan Hukum

Kinerja Strategis Nasional

[ Indikator Kinerja (1K) :

ndeks penegakan dan pelayanan Hukum Nasional
+ Indeks Budaya Hulum (IPH)
+ Indeks Materi Hukum (IPH)

Intermediate Outcome 1.1 (Int.0.1.1

“Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI”
Sektor/bidang urusan

Intermediate Outcome 1.1.3:
“Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat”

Indikator Kinerja (IK) :

. IKM layanan pembinaan hukum nasional
. IKM layanan pelindungan dan pemanfaatan K|

. IKM layanan AHU

. IKM layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

. Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

ahwN =

Immediate Outcome 1.1.3.1: Immediate Outcome 1.1.3.2:
“Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum “Meningkatnya kemudahan pengguna
nasional, pelindungan dan pemanfaatan Kl, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar terhadap layanan badan usaha dan
pelayanan” keperdataan yang mendukung kemudahan

— — berusaha”
Indikator Kinerja (IK) :

1.Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan Indikator Kinerja (IK) :

2.Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan Tingkat kemudahan pengguna terhadap
3.Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan layanan badan usaha dan keperdataan yang
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kl terhadap Standar Pelayanan mendukung kemudahan berusaha

5.Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Kinerja Taktikal

Output1.1.3.2.:
Output 1.1.3.1.: Layanan badan usaha dan keperdataan yang
1. Layanan pembinaan hukum nasional yang di
2. Layanan bantuan hukum tepat waktu

3. Layanan informasi hukum nasional N
4. Layanan pelindungan dan pemanfaatan K Indikator Output 1.1.3.3.:
5. Layanan AHU Jumlah layanan badan usaha dan keperdataan yang

6. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum yang di
tepat waktu

Indikator Output 1.1.3.1.:

1. Jumlah layanan pembinaan hukum nasional

2. Jumlah layanan bantuan hukum

3. Jumlah layanan informasi hukum nasional

4, Jumlah layanan pelindungan dan pemanfaatan K|
5. Jumlah layanan AHU

Kinerja 6. Jumlah layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
Operasio

Gambar 58. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 6 CSF 1.1 dan Uraian CSF  1.1.3
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Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa  Uraian CSF 1.1.3
diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.3.1 dan Uraian CSF 1.1.3.2. Uraian
CSF 1.1. 3 0 Me nkepatghkma t laygnan pembinaan hukum,
pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan
dan pemanfaatan Kl, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum
terhadap standar pelayanan 6 direpresentasi kan mel al
indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap

Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar

Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap

Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Ki
terhadap Standar Pelayanan
Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang
hukum terhadap Standar Pelayanan

Sedangkan Ur ai an CSF 1.1.3.2 OMening
pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang
mendukung kemudahan berusahatd, di represen
indikator kinerja , yaitu Tingkat kemudahan pengguna terhadap layanan
badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha.

Sehingga, 0 Me Repatupah a layaryaa pembinaan hukum,
pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan
dan pemanfaatan Kl, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum
terhadap standar pelayanan 6 dan oOMeningkatnya kemudaha
terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung
kemudahan berusahadé akan berdampak kepada
| ayanan hukum bagi masyarakato. Ha l i ni t
terhadap 0OTerwujudny kepastian hukum di
sehingga O Hukum berkeadil an bagi Masyarakat | n
Pohon kinerja terkait  Uraian CSF 1.1.4 dapat digambarkan berikut

oo

a
I
1.

ini.
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Gambar 59. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 8 CSF 1.1 dan Uraian CSF  1.1.4



